BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR & TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4341);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



10.

LI,

12.

13.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas



14.

15,

16.

Y.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

19.

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
dan/atau Menghadapi = Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

21

22.

23.

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Nasional @ Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah



24.

25.

26.

27

28.

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri  Agraria dan = Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan



Menetapkan :

29.

30.

31.

Riau Nomor 20);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun
2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Lingga.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.

Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bupati adalah Bupati Lingga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah
di Kabupaten Lingga.



11.

12.

13.

14.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lingga

untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dekumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB Il
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9

Desember 2020 serta merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima)
tahun dimulai sejak tahun 2021 sampai tahun 2026.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IlI
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I
BAB II
BAB Il
BAB IV
BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

Pendahuluan;

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Gambaran Keuangan Daerah;

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan;

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Penutup.

RPJMD dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di daerah.

RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan:



(1)

(3)

(4)

(5

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
RKPD

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah; dan

b. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Evaluasi terhadap kebijjakan perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah;
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



BAB VI
PENDANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lingga.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu
indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang
disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap
tahun anggaran.

(3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun
berjalan vang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Peraturan
Perundang-undangan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.



(2)

{3)

(4)

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila
sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7
ditetapkan dengan Peratutran Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan

RKPD Tahun 2027 dapat mempedomani ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal [9 November 2021

J BUPATI LINGGA

AR 2

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal [ November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

SYAMSUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (6,45/2021).



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah
daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian,
diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah
yang sinergis. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan
yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan
daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember
2020. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan

pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.



I1.

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Peraturan
Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005-
2025.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas



Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6
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RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
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KABUPATEN LINGGA
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa diucapkan kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang
Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 dapat
diselesaikan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 didasari
oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemmn Perencanaan
Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum RPJMD Kabupaten Lingga disusun berdasarkan metode dan
kerangka berpikir ilmiah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah melalui analisis ilmiah terhadap kondisi, potensi,
permasalahan, dan isu strategis yang dihadapi lima tahun ke depan. Dokumen
RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi,
tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun Visi Kabupaten Lingga
Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Bunda
Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut
ditetapkan lima misi pembangunan yaitu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Mempercepat Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur yang Berkelanjutan; Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis
Potensi Unggulan; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance); serta Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan
Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Agama. Pencapaian target pembangunan
RPJMD harus melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lingga, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi, serta mendorong peran aktif seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder) termasuk masyarakat dan dunia usaha.

Semoga segala upaya terbaik kita dalam mewujudkan pembangunan
Kabupaten Lingga ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan rida dari Allah
Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 diucapkan terima kasih.

Daik Lingga, 19 November 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan
masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan
perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan
terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan
sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab
tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun
daerah.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Kabupaten Lingga telah
mengadakan pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati. Hasil pemilihan
tersebut telah ditetapkan pasangan Muhammad Nizar, 8.Sos. dan Neko
Wesha Pawelloy, B.Sc (Hons) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lingga yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan penetapan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Kabupaten Lingga perlu
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lingga. RPJMD tahun 2021-2026 menjadi RPJMD tahap keempat
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lingga Nomor 5 Tahun 2015.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ
bahwa Periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan
berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang
melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.
Diktum tersebut sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, RPJMD
Kabupaten Lingga memiliki mae{a periode tahun 2021-2026.
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Amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen RPJMD
termuat pada pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Pasal 263
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda) yang paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

Secara teknis, penyusunan RPJMD diatur dalam Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, |dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) dan RPJPD, serta memperhatikan RTRW Daerah lain. Penyusunan
RPJMD yang berpedoman pad? dokumen perencanaan lainnya agar tercipta
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan
kabupaten/kota, dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi
dan kabupaten/kota lainnya terutama yang berdekatan atau yang memiliki
hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan
daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi 6 (enam) tahapan yaitu:
persiapan penyusunan, pe?yusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan
penetapan RPJMD. RPJMD Kabupaten Lingga disusun dengan
menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik,
partisipatif, politis, bottom up'l dan top down. Selain itu digunakan pula
pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik,
integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan
pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu
hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam
keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu
kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagai dokumen
perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah yang meriupakan dokumen perencanaan Perangkat
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Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Perané;kat Daerah serta bersifat indikatif. Renstra ini
kemudian oleh setiap perangkat daerah dijabarkan ke dalam Renja sebagai
perencanaan tahunan perangkat daerah. Selain itu, RPJMD Kabupaten
Lingga Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga tahun 2022 hingga
tahun 2026, yang selanjuthya menjadi pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-

2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor %5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor‘ 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1? Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4697);

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal I-4



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease  (Covid-19) dan/atau  Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 199);

31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

33. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

46. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
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2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);

47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 1);

48. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor
54);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015
Nomor 5);

S1. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016
Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN. Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga
juga memperhatikan RTRW Kabupaten Lingga dan RPJMD Kabupaten
sekitar yang berbatasan dengan Kabupaten Lingga. Sebagai penjabarannya,
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk
menyusun Rancangan APBD. Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten
Lingga dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.
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Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penjelasan Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Lingga dengan
dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini.

1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMN

Visi, Misi dalam RPJMN Tahun 2020 — 2024 menjadi dasar rujukan
penyusunan RPJMD untuk diintegrasikan dalam prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Lingga. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD
dengan RPJMN tergambarkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMN
RPJMN RPJMD Kabupaten Lingga
Tahun 2020-2024 Tahun 2021-2026
(1) (2)
Visi : Visi

Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

“Terwujudnya Kabupaten Lingga
Sebagai Bunda Tanah Melayu
Yang Maju dan Sejahtera”

Misi:

Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia

(1) Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

2. Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing

(2) Mempercepat Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur yang

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

Berkelanjutan

3. Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

(3) Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi Berbasis Potensi

Unggulan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

Hal I-9



RPJMN RPJMD Kabupaten Lingga
Tahun 2020-2024 Tahun 2021-2026
(1) (2)

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan
Kepribadian Bangsa

(S) Mewujudkan Kehidupan
Masyarakat yang Tertib, Aman

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga

dan Berbudaya Berlandaskan
Nilai-nilai Agama

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

(4) Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, dan Terpercaya

Governance)

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

Kepulauan Riau

2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi

Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021-2026 diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran
pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Lingga sebagai bagian dari
penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Keterkaitan antara Visi
dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau

RPJMD Prov. Kepri
Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Lingga
Tahun 2021-2026

(1)

(2)

Visi :
“Terwujudnya Kepulauan Riau yang
Makmur, Berdaya Saing, Berbudaya”

Visi
“Terwujudnya Kabupaten Lingga
Sebagai Bunda Tanah Melayu
Yang Maju Dan Sejahtera”

Misi:

Misi:

Percepatan peningkatan pertumbuhan
ekonomi berbasis maritim dan
keunggulan wilayah untuk peningkatan
kemakmuran masyarakat

(3) Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

Mewujudkan kualitas sumber daya
manusia yang berkualitas, sehat dan
berdaya saing dengan berbasiskan iman
dan tagqwa

(1) Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

. Melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang bersih, terbuka, berorientasi
lingkungan dan berwawasan
lingkungan

(4) Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)

Mengembangkan dan melestarikan
budaya melayu dan budaya nasional
dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan

(5) Mewujudkan Kehidupan
Masyarakat yang Tertib, Aman dan
Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai

Agama

Mempercepal pemerataan

pembangunan infrastruktur antar

(2) Mempercepat Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur yang
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RPJMD Prov. Kepri RPJMD Kabupaten Lingga
Tahun 2021-2026 Tahun 2021-2026
(1) (2)

pulau guna pengintegrasian dan Berkelanjutan
percepatan pembangunan kawasan

pesisir

3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJPD Kabupaten
Lingga

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Lingga tahun 2005-2025 khususnya arah
kebijakan pembangunan pada tahap IV RPJPD. Keterkaitan antara Visi
dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga dengan Arah Kebijakan tahap IV
RPJPD Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini,

Tabel 1.3.

Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lingga
dengan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV RPJPD

RPJPD Kabupaten Lingga RPJMD Kabupaten Lingga
Tahun 2005-2025 Tahun 2021-2026
(1) (2)
Visi Visi

“Terwujudnya Kabupaten Lingga
Sebagai Bunda Tanah Melayu
Berbasis Kepada Kepulauan
dan Agrominawisata Menuju
Masyarakat Sejahtera”

“Terwujudnya Kabupaten Lingga
Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang
Maju Dan Sejahtera”

Arah Kebijakan:

Misi:

1. Meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa

2. Menjadikan Kabupaten Lingga
sebagai rujukan budaya Melayu

3. Meningkatkan kesadaran hukum
dan mengembangkan kehidupan
masyarakat yang demokratis

(5) Mewujudkan Kehidupan
Masyarakat yang Tertib, Aman dan
Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai
Agama

(4) Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)

4. Mewujudkan dan mengembangkan
potensi sumberdaya manusia yang
berkualitas

(1) Mewujudkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

S. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

(3) Mewujudkan Pembangunan
Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan

6. Meningkatkan jumlah dan mutu
infrastruktur

(2) Mempercepat Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur yang
Berkelanjutan

4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RTRW Kabupaten
Lingga

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan
(spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang
ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada kebijakan
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pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam
RTRW Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031.

5. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan KLHS RPJMD
Kabupaten Lingga

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 juga
mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Lingga untuk menjamin bahwa pembangunan
berkelanjutan  telah  menjadi dasar pembangunan, dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan
rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau
kompensasi program dan kegiatan.

6. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Lingga

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis
RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program
dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat
Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebut Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain:
pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja PD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam hal ini penyusunan
tujuan dan sasaran Renstra PD mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD, penyusunan Program Renstra PD mengacu pada program
RPJMD, penyusunan target kinerja dan anggaran mengacu pada target
kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 1.4.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga
dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lingga Renstra Perangkat Daerah Tahun
Tahun 2021-2026 2021-2026
(1) (2)
Bab I Pendahuluan Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah | Bab Il Gambaran Pelayanan PD
Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV Permasalahan Dan Isu-isu Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu
Strategis Daerah Strategis Perangkat Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab IV Tujuan Dan Sasaran
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RPJMD Kabupaten Lingga Renstra Perangkat Daerah Tahun
Tahun 2021-2026 2021-2026
(1) 2)

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bab VII Kerangka Pendanaan
Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Bab IX Penutup

Bab VI Rencana Program Dan
Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
Bab VIII Penutup

7. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat
program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD,
dijabarkan pada perencanaan RKPD tahun yang direncanakan. Dengan
demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-
target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 1.5.
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Lingga
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Lingga Rencana Kerja Perangkat
Tahun 2021-2026 Daerah Tahun 2021-2026
(1) (2)

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

Bab Il Gambaran Umum Kondisi
Daerah

Bab II Gambaran Umum
Kondisi Daerah

Bab Ill Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Permasalahan Dan Isu-isu
Strategis Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi
Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan Daerah

Bab IV Sasaran Dan Prioritas
Pembangunan Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan
Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

Bab V Rencana Kerja Dan
Pendanaan Daerah

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Bab IX Penutup

Bab VII Penutup
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8. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lingga dengan RPJM Desa

RPJMD Kabupaten Lingga menjadi rujukan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa supaya program pembangunan
desa sinergis dengan dokumen perencanaan desa dalam satu kesatuan
wilayah Kabupaten Lingga untuk mewujudkan visi “Terwujudnya
Kabupaten Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Maju dan
Sejahtera”.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-

2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lingga Tahun

2021-2026.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lingga tahun 2021-
2026 yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program
pembangunan daerah Kabupaten Lingga selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Menjamin adanya Kketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
Kabupaten Lingga selama tahun 2021-2026.

3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan
daerah sekitar, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

4. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lingga

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

2. Bab I Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

3. Bab IIl Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan kinerja keuangan periode sebelumnya, kebijakan
pengelolaan keuangan periode lalu dan kerangka pendanaan dalam
rencana pembangunan lima tahun yang akan datang.

4. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
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Bab ini menguraikan kondisi permasalahan pembangunan pada masing-
masing urusan pemerintahan daerah, dan menetapkan isu strategis
pembangunan untuk diselesaikan dalam jangka lima tahun yang akan
datang.

5. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab ini berisi penjabaran atas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lingga ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang disertai
dengan indikator kinerja.

6. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga.

7. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah
Bab ini menguraikan tentang kerangka pendanaan dan rencana program
pada masing-masing urusan pemerintahan daerah.

8. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU)
daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Bab IX Penutup
Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
RPJMD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan aspek penting yang
perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspek
geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan
wilayah, serta potensi pengembangan wilayah. Sementara itu gambaran
kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk,
komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok
dalam waktu tertentu.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Geografi

Luas wilayah daratan dan lautan Kabupaten Lingga mencapai
45.667,55 km? terdiri dari luas daratan 2.235,47 km? dan lautan
43.432,08 km? (Perda Kab. Lingga tentang RTRW Tahun 2011-2031).
Secara astronomis Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 20’ Lintang
Utara dan 0° 40’ Lintang Selatan dan antara 1049—105¢ Bujur Timur
(BPS Kab. Lingga, 2021). Peta wilayah Kabupaten Lingga dapat dilihat
pada gambar 2.1. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Lingga
berbatasan dengan:

= Sebelah Utara : Kota Batam dan Laut Natuna Utara
= Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala

= Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir

= Sebelah Timur : Laut Natuna Utara
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga secara administrasi terdiri dari 13
kecamatan, 75 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah
desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Singkep Barat dan
Kecamatan Lingga Utara dengan masing-masing 12 desa/kelurahan.
Sementara itu Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Kepulauan
Posek, dan Kecamatan Tamiang Pesisir merupakan kecamatan dengan
jumlah  desa/kelurahan paling sedikit hanya sebanyak 3
desa/kelurahan. Secara lengkap jumlah desa dan kelurahan menurut
kecamatan di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel 2.1. Jumlah
kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan sebanyak 5
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kecamatan, meliputi Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Lingga, Lingga
Utara dan Senayang. Pembagian wilayah administratif desa/kelurahan
berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan
Ke Dalam Desa/Kelurahan
Wilayah Administrasi
No Kecamatan Desa Edaian Jumlah

1 | Singkep Barat 11 1 12
2 | Singkep 3 3 6
3 | Singkep Selatan 3 - 3
4 | Singkep Pesisir 6 - 6
5 | Lingga 10 11
6 | Selayar 4 - 4
7 | Lingga Timur 8 - 6
8 | Lingga Utara 9 1 12
9 | Senayang 4 1 5
10 | Kepulauan Posek 3 3
11 | Bakung Serumpun 6 - 6
12 | Temiang Pesisir 3 - 3
13 | Katang Bidare 5 - 5
Total 75 7 82

Sumber : KEPMENDAGRI Nomor 146.1-4717 Tahun 2020.

Proporsi daratan terluas di Kabupaten Lingga adalah
Kecamatan Singkep Barat dengan luas 406,25 km?2 (18,43%),
sedangkan wilayah daratan kecamatan terkecil adalah Kecamatan
Katang Bidare dengan luas sebesar 39,58 km? (1,80%). Secara lengkap
data luas wilayah daratan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Lingga
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga
Tahun 2020
Luas Kabupaten (%)
Singkep Barat 18,43
| Singkep 5,79
| Singkep Selatan 7,05
| Singkep Pesisir 4,32
| Lingga 17,23
| Selayar 1,90
Lingga Timur 8,39
Lingga Utara 13,85
| Senayang 8,16
Kepulauan Posek 1,96
[1 | Bakung Serumpun 6,39
2 | Temiang Pesisir 4,74
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Katang Bidare 1,80
Jumlah R ] _ 100,00
Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2021
2. Topografi

Dilihat dari tinggi rata-rata permukaan laut Kecamatan Lingga
berada pada posisi tertinggi 0-1.272 mdpl, sedangkan Kecamatan
Senayang hanya berada pada ketinggian 0-200 mdpl. Lebih rinci, tinggi
rata-rata permukaan laut menurut kecamatan di Kabupaten Lingga
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga

inge - ] . 15

1

2 | Singkep 0-519

3 | Lingga 0-1.272

4 | Lingga Utara 0-800

5 | Senayang 0-200
Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka Tahun 2020

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Lingga dapat
diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %,
15-25 %, 25-40 %, dan > 40 %. Wilayah Kabupaten Lingga pada
umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi,
dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki
kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran
(kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen
saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang
didominasi daerah yang berbukit-bukit.

Tabel 2.4
Hubungan Kelas Lereng dengan Luas Penyebaran di
__Kabupaten Lingg:

: .. (I L $ '49

1

2 2-8 9,17

3 8-15 12,96

-+ 15-25 47,68

5 25-40 15,30

6 >40 22,40
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lingga

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya
adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan
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tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, lapisan bawahnya
berselaput liat dan teguh. Sementara itu untuk jenis batu-batuannya,
batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit
tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga.
Selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang
tersebar di seluruh Pulau Lingga. Pada umumnya sungai-sungai yang
terdapat di Kabupaten Lingga berbukit-bukit, sehingga sangat banyak
ditutupi oleh vegetasi hutan. Kedalaman dari permukaan air pada
kawasan datar berkisar 2-3 meter, sedangkan pada tempat yang
berbukit-bukit antara 3-7 meter.

3. Klimatologi

Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa iklim
di daerah Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 31,5 °C;
kelembaban relatif rata-rata 93%; Kecepatan angin rata-rata 10 knot;
tekanan udara rata-rata 1011,3 millibar; jumlah curah hujan rata-rata
13,5 mm/hari. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang
menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi
pertanian maupun Kkegiatan lainnya. Kabupaten Lingga mempunyai
potensi air yang surplus sepanjang tahun.

4, Geomorfologi

Berdasarkan bentuk bentang alam dan sudut lerengnya,
kondisi geologi Kabupaten Lingga dapat dibagi menjadi 6 (enam) satuan
morfologi, yaitu:

a. Dataran
Merupakan daerah dataran aluvial sungai dengan kemiringan lereng
medan antara 0-5% (0-39), ketinggian wilayah antara 18 - 45 meter di
atas permukaan laut. Pada daerah yang termasuk dalam satuan
morfologi ini mempunyai tingkat erosi sangat rendah. Penyebaran
satuan ini adalah di bagian timur daerah pemetaan, yaitu sekitar
Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga Utara, dan sebagian di
Kecamatan Singkep Barat.

b. Perbukitan berelief halus
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang
halus dengan kemiringan lereng medan 5-15% (3-89), ketinggian
wilayah antara 45-144 meter di atas permukaan laut. Pada daerah
yang termasuk ke dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat
erosi rendah. Penyebaran satuan ini antara lain menempati daerah
sebagian di Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep.

c. Perbukitan berelief sedang
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang
sedang dengan kemiringan lereng medan 15-30% (8-17°) dengan
ketinggian wilayah 150-400 meter di atas permukaan laut. Pada
daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai
tingkat erosi rendah sampai menengah. Penyebaran satuan ini
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antara lain di daerah sekitar sebagian di Kecamatan Singkep Barat
dan Kecamatan Singkep serta sebagian di Kecamatan Lingga.

d. Perbukitan berelief agak kasar
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang
agak kasar dengan kemiringan lereng 30-50% (17-279), dengan
ketinggian wilayah 200-550 meter di atas permukaan laut. Pada
daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai
tingkat erosi menengah. Penyebaran satuan ini antara lain di daerah
sekitar Kecamatan Singkep, sebagian kecil di Kecamatan Singkep
Barat, sebagian kecil di Kecamatan Lingga dan Kecamatan Lingga
Utara.

e. Perbukitan berelief kasar
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang
kasar dengan kemiringan lereng 50-70% (27-369), dengan ketinggian
wilayah 225-644 meter di atas permukaan laut. Pada daerah yang
termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi tinggi.
Penyebaran satuan ini antara lain sebagian besar di Kecamatan
Lingga dan sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian
kecil di sekitar Kecamatan singkep.

f. Perbukitan berelief sangat kasar sampai hampir tegak
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang
sangat kasar dengan kemiringan lereng lebih besar dari 70% (>369),
dengan ketinggian wilayah 262-815 meter di atas permukaan laut.
Pada daerah yang termasuk dalam satuan morfologi ini mempunyai
tingkat erosi sangat tinggi, terutama erosi vertikalnya. Penyebaran
satuan ini antara lain terdapat di sekitar di Kecamatan Lingga dan
sebagian kecil di Kecamatan Lingga Utara serta sebagian kecil di
sekitar Kecamatan Singkep.

5. Kondisi Hidrologi

Terdapat 25 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten
Lingga, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Lingga
No | Nama DAS Area (m2) Perimeter Luas (Ha)
1 | Bakung 73:365.135.21 123726,5028 7.336,31
2 | Cikasim 111.924.542,8 64150,89232 11.192,45
3 | Daik 92.916.742,26 70399,90542 9.291,67
4 | Jelutung 32.658.062,87 27704,46133 3.265,81
5 | Kelumu 71.950.250,28 71950250,28 7.195,03
6 | Keton 70.214.656,85 50723,18351 7.021,47
7 | Langkap 81.348.311,37 54951,39449 8.134,83
8 | Limas 146.221.490,1 107717,3461 14.622,15
9 | Marok Tua 54.897.668,53 87721,36951 5.489,77
10 [ Mengkudung | 59.664.261,19 48495,45043 5.966,43
11 | Mentuda 43.136.342,12 35607,37406 4.313,63
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2.1.2.

No | Nama DAS Area (m?) Perimeter Luas (Ha)
12 | Nerekeh 29.281.574,63 29801,35441 2.928,16
13 | Pancur 37.343.629,86 31873,10728 3.734,36
14 | Panggak 19.864.149,01 25306,82996 1.986,41
Darat
15 | Petengah 24.814.291,94 25058,37743 2.481,43
16 | Resun 54.372.550,9 39338,56905 5.437,26
17 | Selayar 103.877.730,6 63432,56559 10.387,77
18 | Senayang 40.289.778,76 47651,07666 4.028,98
19 | Serak 82.283.607,45 74073,71066 8.228,36
20 | Sergang 293.817.791,2 105552,9238 29.381,78
21 | Sungai 78.536.805,83 45747,23906 7.853,68
Besar
22 | Sungai 65.630.224,27 40943,34728 6.563,02
Pinang
23 | Tanda 185.547.016,2 115668,9984 18.554,70
24 | Temiang 41.936.846,26 34680,41069 4.193,68
25 | Pulau Pulau | 41.712.180,21 72658,06466 4.171,22
Kecil

Sumber : RTRW Kabupaten Lingga.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana
pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan
potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di
suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan
lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu:
kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan,
jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan
sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan
tanah khusus dan lainnya seperti sungai, jalan). Berdasarkan data
penggunaan tanah di Kabupaten Lingga, luas pemanfaatan ruang
sebagai kawasan terbangun sudah mencapai 240,1 Km?2.

Potensi Pengembangan Wilayah

Faktor-faktor yang merupakan daya dukung Kabupaten Lingga
dan menjadi potensi bagi pengembangannya telah dicantumkan dalam
dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Lingga Tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi
pengembangan wilayah Kabupaten Lingga, dimana pengembangan
daerah diarahkan untuk bisa lebih merata ke semua wilayah
kabupaten.

Potensi pengembangan Kabupaten Lingga sebagaimana terdapat
dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, pada bagian
rencana pola ruang di Kabupaten Lingga terdiri dari rencana pola ruang
darat dan pola ruang laut. Dengan memperhatikan ketentuan
penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi,
kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung
dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, serta perkembangan tata
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guna lahan dan kesesuaian lahan, maka dapat dirumuskan rencana
pola ruang untuk Kabupaten Lingga sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan nilai sejarah
serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten
Lingga yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah
kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,
yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti
lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi, kawasan
bergambut, dan kedalaman efektif agak dangkal hingga dangkal.

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang merupakan bagian

dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air

laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di

Kabupaten Lingga Total dengan keseluruhan kawasan hutan

lindung kurang lebih 28.950 Ha ditetapkan di:

= kawasan hutan lindung Gunung Daik terletak di Kecamatan
Lingga dengan luas kurang lebih 18.640 Ha

= kawasan hutan lindung Gunung Muncung terletak di
Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 2.120 Ha.

= kawasan hutan lindung sebagian Gunung Lanjut terletak di
Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 3.190 Ha.

= kawasan hutan lindung di Kecamatan Singkep Selatan dengan
luas kurang lebih 430 Ha.

= kawasan hutan lindung di Kecamatan Lingga Utara dengan luas
kurang lebih 220 Ha.

2. Kawasan yang Memberikan Pelindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya di Kabupaten Lingga berupa kawasan resapan air.

Berdasarkan hasil analisis lahan maka rencana pengembangan

kawasan resapan air kurang lebih seluas 5.520 Ha, dengan

perincian sebagai berikut:

= Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga seluas kurang lebih
1.540 Ha.

= Kawasan resapan air di Kecamatan Lingga Utara seluas kurang
lebih 250 Ha meliputi kawasan resapan air Bukit Raja dan Bukit
Meninjau.
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» Kawasan resapan air Gunung Muncung di Kecamatan Singkep
seluas kurang lebih 1.300 Ha.

* Kawasan resapan air sebagian Gunung Lanjut seluas kurang
lebih 890 Ha.

= Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Selatan seluas
kurang lebih 100 Ha.

* Kawasan resapan air di Kecamatan Singkep Barat seluas kurang
lebih 1.330 Ha meliputi kawasan resapan air Gunung Lanjut,
Gunung Dadelang, dan Gunung Maninjang.

 Kawasan resapan air di Kecamatan Selayar seluas kurang lebih
110.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan pelindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi
kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan
sempadan kolong, kawasan sekitar mata air, kawasan hutan kota,
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.

Kawasan sempadan pantai :

Kabupaten Lingga terdiri dari pulau-pulau kecil. Garis pantai yang
ada harus dipertahankan kondisinya terutama pada daerah-daerah
rawan abrasi yang berhadapan langsung ke laut lepas atau
kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga
penetapan sempadan pantai menjadi sangat penting bagi
kelestarian ekosistem pantai dan laut. Sempadan pantai adalah
daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan
bentuk dan kondisi pantai dan memiliki kriteria tertentu.

Kawasan sempadan sungai :

Kabupaten Lingga memiliki 25 sungai yang tersebar di 2 pulau
yakni di Lingga dan Singkep. Sungai-sungai pada pulau-pulau
tersebut perlu dilindungi dengan pembentukan sempadan sungai
yang sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Berdasarkan
Sistem DAS, Kabupaten Lingga terbagi menjadi DAS Daik, DAS
Nerekeh, DAS Panggak, DAS Tanda, DAS Keton, DAS Sungai
Pinang.

Kawasan sempadan kolong :

Penetapan kawasan sempadan kolong bertujuan untuk melindungi
sumber air baku dari kegiatan manusia yang mengganggu dan
merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir kolong dan dasar kolong.
Di Pulau Singkep terdapat banyak kolong yang berpotensi untuk
dikembangkan sebagai sumber air baku bagi pelayanan kebutuhan
air minum.
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Kawasan sekitar mata air :

Tujuan penetapan ruang sempadan mata air adalah untuk

melindungi mata air atau sumber air baku dari kegiatan manusia

yang mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik mata air

di Kabupaten Lingga terdapat sumber mata air yang menjadi air

baku bagi kebutuhan air bersih yang terdapat di:

* Kecamatan Singkep Pesisir di Desa Kote.

= Kecamatan Singkep Selatan di Desa Marok Kecil.

* Kecamatan Lingga di Desa Merawang.

* Kecamatan Lingga Barat di Desa Penuba.

* Kecamatan Lingga Timur di Desa Keton, Desa Sungai Pinang,
dan Desa Kudung.

* Kecamatan Lingga Utara di Desa Bukit Harapan, Desa Resun,
Desa Limbung, dan Desa Teluk.

Kawasan hutan kota :

Kawasan hutan Kota di Kabupaten Lingga akan dikembangkan
sebagai Kebun Raya Kabupaten Lingga. Kebun Raya ini akan
dikembangkan di Kecamatan Lingga di sekitar kawasan pusat
pemerintahan Kabupaten Lingga dan Hutan Lindung Gunung Daik
dengan luas 1.010 Ha. Selain itu, hutan kota juga akan
dikembangkan di Kecamatan Singkep dengan luas kurang lebih 80
Ha dan Kecamatan Singkep Pesisir dengan luas kurang lebih 230
Ha. Total luas kawasan Hutan kota yang akan dikembangkan di
Kabupaten Lingga seluas 1.320 Ha.

Ruang Terbuka au (RTH) kawasan perkotaan :

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dikembangkan sebagaimana
tertuang dalam amanat Undang-undang penataan ruang bahwa 30
% dari luas kawasan permukiman perkotaan akan dikembangkan
sebagai RTH yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH
privat.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan pelindungan setempat di Kabupaten Lingga meliputi
Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau:

Ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ekosistem yang
dominan dan memiliki peranan yang penting mengingat fungsinya
sebagai penjaga kestabilan sumber daya hayati di wilayah pesisir.
Kawasan ini berperan dalam pengasuhan dan pemijahan aneka
biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, dan menyerap
bahan tercemar. Sebagian dari hutan bakau di Kabupaten Lingga
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tersebut diarahkan untuk dimasukkan dalam kategori Hutan
Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan fungsi pariwisata alam.

Alokasi hutan bakau yang ada di Kabupaten Lingga adalah:

Pulau Lingga: (a) Pesisir Barat Tanjung Menagun Kecamatan
Lingga. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi dan
pariwisata, (b) Teluk Pancur, Kecamatan Lingga Utara. Fungsi
dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan setempat
lokasi bendungan, dan pariwisata, dan (c) Teluk Tengkis,
Kecamatan Lingga dan Lingga Utara. Fungsi dan pemanfaatan:
hutan konservasi dan pariwisata.

Pulau Singkep: (a) Pesisir Barat Selat Sebayur Kecamatan
Singkep Barat. Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi,
perlindungan setempat lokasi bendungan, dan pariwisata, (b)
Pesisir Barat Genting-Panggak-Ponok Kecamatan Singkep Barat.
Fungsi dan pemanfaatan: hutan konservasi, perlindungan
setempat.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Lingga terdiri dari delapan

(8) jenis bahaya yang memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi.
Hal ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dan
pihak terkait dalam menyusun upaya-upaya pengurangan risiko
bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Kabupaten Lingga. Tingkat risiko bencana ini didapatkan dari hasil
penggabungan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas bencana

tersebut.
Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lingga
No Jenis Bencana L
Bahaya Kerentanan Kapasitas Risiko

1 Gempa Bumi Rendah Sedang Rendah Rendah
2 Tanah Longsor Sedang Sedang Rendah Sedang
3 Banjir Tinggi Sedang Rendah Tinggi
4 Banjir Bandang Tinggi Sedang Rendah Tinggi
5 Kekeringan Sedang Tinggi Sedang Sedang
6 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
7 Gelombang  Ekstrim | Sedang Tinggi Sedang Sedang

dan abrasi
8 Kebakaran Hutan dan | Sedang Sedang Rendah Sedang

Lahan

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-

2023
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Dilihat dari potensi bahaya gempa bumi seluruh kecamatan
termasuk dalam daerah yang memiliki potensi bahaya gempa bumi
rendah. Secara rinci potensi bahaya gempa bumi per kecamatan di
Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan
Di Kabupaten Lingga
Bahaya

No Kecamatan Luas (Ha) Kelas
1  Kepulauan Posek 3.605,76 Rendah
2 Lingga 22.608,18 Rendah
3  Lingga Timur 11.235,42 Rendah
4  Lingga Utara 29.205,00 Rendah
5 Selayar 4.128,66 Rendah
6 Senayang 47.475,63 Rendah
7  Singkep 9.546,48 Rendah
8 Singkep Barat 39.661,74 Rendah
9  Singkep Pesisir 8.590,32 Rendah
10 Singkep Selatan 11.073,15 Rendah
Kabupaten Lingga 187.130,34 Rendah

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga
Tahun 2019-2023.

—— i
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Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga Tahun 2019-2023
Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lingga
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Peta risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lingga
selanjutnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Sumber : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lingga
Tahun 2019-2023

Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten
Lingga
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2.1.4. Kondisi Demografi

Perkembangan penduduk didasarkan dari data registrasi
penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lingga, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Lingga selama 5 tahun terakhir mengalami trend fluktuatif. Pada tahun
2016, jumlah penduduk tercatat sebanyak 102.431 jiwa, pada tahun
2017 menurun menjadi 102.013 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah
penduduk Kabupaten Lingga meningkat menjadi 103.919 jiwa. Namun,
pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Lingga menurun
menjadi 98.633 jiwa. Perkembangan penduduk Lingga tahun 2016-2020
menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar berikut.
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103.000 102,431 102,692
H:]Q.O(}ﬂ e
101,000
100.000
99.000
98.000
97.000
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95.000

103,919
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016-
2020

Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten
Lingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sebagaimana
diketahui, karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh
kepadatan penduduk yakni gambaran densitas penduduk pada suatu
daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan juga
menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di
suatu daerah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lingga pada tahun
2020 tertinggi ada di Kecamatan Singkep dengan besaran kepadatan
penduduk 181,95 jiwa/km?2, sedangkan kepadatan penduduk terendah
ada di Kecamatan Singkep Selatan dengan besaran kepadatan
penduduk 15,75 jiwa/km2. Kepadatan penduduk pada setiap
kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber : BPS, Kabupaten Lingga Dalam Angka 2021
Gambar 2.5 Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di
Kabupaten Lingga Tahun 2020 (jiwa/km?)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga selama 5 tahun
terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata
sebesar 0,612%.
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2021
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020 (%)

Menurut struktur umur, pada tahun 2020 komposisi penduduk
usia 14 tahun ke bawah mengalami penurunan, penduduk usia 15-39
tahun mengalami peningkatan, penduduk usia di 40-59 tahun
mengalami penurunan, sedangkan penduduk umur 60-75 tahun
mengalami peningkatan. Secara lebih rinci perkembangan penduduk
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menurut kelompok umur di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Tabel

berikut.
Tabel 2.8
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016-2020
Kelompok Umur 2016 2017 2018 2019 2020

0-4 6.885 7.111 7.458 6.272 8.002
5-9 8.873 8.693 8.682 8.535 8.050
10-14 9.826 9.467 9.180 9.288 7.905
15-19 8.110 8.487 9.020 7.331 9.673
20-24 7.879 7.895 7.767 3.339 7.507
25-29 8.023 7.495 7.383 4.509 7.011
30-34 9.420 8.836 8.568 5.778 7.640
35-39 8.923 9.211 9.387 7.349 7.476
40-44 7.697 7.621 7.636 7.730 6.850
45-49 6.246 6.665 6.800 7.765 6.296
50-54 5.478 5.247 5.385 6.827 5.492
55-59 4.757 4.882 4.795 5.195 5.071
60-64 3.981 3.947 4.099 3.999 4.206
65-69 2.570 2.733 2.831 2.783 3.267
70-74 1.824 1.723 1.691 1.633 2.165
>75 1.939 2.000 2.010 1.448 2.022
Jumlah 102.431 102.013 | 102.692 89.781 | 98.633

Sumber : BPS Kabupaten Lingga.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan bagian
dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang
disajikan adalah indikator yang dapat menggambarkan kondisi dan
perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. Lebih
lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah
satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah
dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan
jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan
atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga
konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal I-16



penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga
konstan Kabupaten Lingga menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Kabupaten Lingga tahun 2016 hingga tahun 2020
menunjukkan kondisi yang positif, terus mengalami kenaikan dari
tahun 2016 sebesar Rp.3.284,25 Miliar menjadi sebesar Rp.4.292,43
Miliar pada tahun 2020. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 4.292,43 miliar rupiah.
Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 23,16
miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai
4.269,27 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.
Secara rinci perkembangan PDRB dapat dilihat pada Gambar berikut
ini.
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Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021

Gambar 2.7 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun 2016-
2020 (Miliar rupiah)

Secara rinci Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Lingga tahun 2016
hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
A | Pertanian, Kehutanan, 777,00 817,39 874,92 935,93 943,51
dan Perikanan
B | Pertambangan dan 212,04 221,66 215,28 191,34 186,39
Penggalian
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No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
C |Industri Pengolahan 38,43 27,82 29,10 30,80 31,13
D |Pengadaan Listrik dan 9,60 10,57 10,68 11,45 11,73
Gas
E |Pengadaan Air, 0,92 1,10 1,14 1,15 1,10
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
F | Konstruksi 630,52 752,08 802,68 913,23 882,03
G | Perdagangan Besar dan 667,82 787,42 873,67 926,69 959,88
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
H |Transportasidan 68,58 79,84 82,00 86,95 63,11
Pergudangan
I |Penyediaan Akomodasi 66,63 72,55 80,05 89,76 88,06
dan Makan Minum
J |Informasi dan 93,27 109,59 123,74 134,06 140,47
Komunikasi
K |[Jasa Keuangan dan 28,75 31,89 33,68 36,14 36,56
Asuransi
L |Real Estate 89,79 95,69 99,51 105,66 109,20
M,N |Jasa Perusahaan 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
O |Administrasi 253,01 260,76 290,41 330,86 351,74
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P |Jasa Pendidikan 223,55 256,87 298,65 314,25 325,66
(Q |Jasa Kesehatan dan 99,51 107,81 124,72 129,71 130,32
Kegiatan Sosial
R,S, | Jasa lainnya 24,80 26,65 29,05 31,24 31,49
T,U
Produk Domestik Regional 3.284,25| 3.659,73| 3.969,33| 4.269,27| 4.292,43
Bruto

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021

Struktur perekonomian Kabupaten Lingga dilihat dari Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan
usaha, didominasi oleh lima sektor utama, yaitu sektor: (1) Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; (3)
Konstruksi; (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib; dan (5) Jasa Pendidikan. Secara rinci kontribusi masing-
masing sektor terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Lingga tahun
2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021
Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lingga Tahun
2020 (Miliar Rupiah)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga pada tahun 2016 hingga tahun
2020 juga menunjukkan kondisi yang positif, terus mengalami kenaikan
dari sebesar Rp. 2.529,11 Milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.
2.914,60 Miliar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun
2020 Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat
dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada
Gambar berikut ini.
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Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021.

Gambar 2.9 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Lingga Tahun
2016-2020 (Milyar Rupiah)
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Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Lingga tahun 2016 hingga
tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020
A |Pertanian, 632,09 647,78 650,20 676,56 669,13
Kehutanan, dan
Perikanan
B |Pertambangan dan 184,72 171,95 159,78 146,82 144 .69
Penggalian
C |Industri Pengolahan 28,90 20,57 21,36 22,22 22,12
D |Pengadaan Listrik 7,39 7,93 7.84 8,10 8,27
dan Gas
E |Pengadaan Air, 0,78 091 0,93 0,94 0,89
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
F | Konstruksi 461,28 535,22 545,84 604,08 616,82
G |Perdagangan Besar 484,48 534,59 577,13 604,08 616,82
dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H |[Transportasi dan 47,51 53,39 53,80 55,79 40,32
Pergudangan
I |Penyediaan 53,26 57,28 62,46 69,47 67,45
Akomodasi dan
Makan Minum
J |Informasi dan 89,19 97,71 108,78 113,81 120,39
Komunikasi
K |Jasa Keuangan dan 22,46 23,56 24,42 25,36 25,90
Asuransi
L |Real Estate 68,07 69,58 71,15 74,89 75,91
M,N |Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
O | Administrasi 181,61 1IF7.,52 195,04 216,26 228,01
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
P |Jasa Pendidikan 171,46 183,43 197,99 199,61 201,00
Q |Jasa Kesehatan dan 77,67 82,49 93,55 95,32 96,14
Kegiatan Sosial
R,S, | Jasa lainnya 18,21 18,86 19,81 21,02 20,80
T,U
Produk Domestik 2.529,11 2.682,78 2.790,12 2.934,66 2.914,60
Regional Bruto
Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021.
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Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lingga selama kurun
waktu lima tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung
naik, yaitu dari tahun 2016 sebesar 4,09% menjadi sebesar 5,18% pada
tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tertinggi terjadi
pada tahun 2017 sebesar 6,41%. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi
Kepulauan Riau yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung
menurun namun sama dengan kondisi perkembangan pertumbuhan
ekonomi Nasional yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung
meningkat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga
menurun hingga -0,68%, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi
Covid-19, dimana terdapat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial
ekonomi. Secara jelas dapat dilihat pada Gambar berikut.

——+—Lingga ~#®—Provinsi Kep. Riau —#+— Nasional

6.41

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2020
Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga,
Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota
lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Lingga mengalami kontraksi terendah. Secara rinci posisi relatif
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota
lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.11 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Lingga dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)

Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga
dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau tahun
2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020 (%)

2016 2017 = 2018

‘Wilayah 2019 2020

' 5,42 -3,59

5,01 4,28
' 3,00 0,87 2,53 1,75 -4,29
4,09 6,41 4| 518 068
_ 2,90 -0,10 -8,12 -0,13]  -7.83

5,43 2,19 4,96 5,92 -2,55
: inang 5,05 2,64 3,21 327 -3,45
4,98 1,98 4,47 4,84 -3,80
5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07

Sumber : BPS Kepulauan Riau, Nasional, 2021

Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten

Lingga selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 | 2019 | 2020%)
A Pertanian, kehutanan & 3,82 2,48 0,37 | 4,05 -1,10
perikanan
B Pertambangan dan -8,19 -8,00 -7,07 | -8,11 -1,45
Penggalian
C Industri Pengolahan -36,84 | -28,84 3,85 | 4,05 -0,48
D Pengadaan listrik dan gas 11,36 726 -1,19| 3,35 2,14
E Pengadaan air, pengelolaan 1,64 16,93 2,29 | 0,92 -5,04
sampah, limbah dan daur
ulang
F Konstruksi 2,23 18,31 1,98 10,7 -4.41
2
G Perdagangan besar, eceran; 9,82 10,34 7,96 | 4,67 2:11
reparasi mobil dan motor
H Transportasi dan 10,45 12,38 0,78 | 3,70 | -27,74
pergudangan
I Penyediaan akomodasi dan 7,41 7,54 9,04 | 11,23 -2,91
makan minum
J Information dan komunikasi 6,62 9,56 | 11,34 4,62 5,78
K Jasa keuangan dan asuransi 2,98 4.89 3,67 | 3,84 2,12
L Real Estate 1,70 2,22 2,26 | 5,25 1,36
M,N | Jasa perusahaan 1,01 1.22 3,67 | 3,67 -5,21
O Administrasi pemerintahan, 15,06 -2,25 9,87 | 10,88 5,43
pertahanan dan jaminan
sosial
P Jasa pendidikan 6,84 6,98 793 | 0,82 0,70
Q Jasa kesehatan dan kegiatan 6,16 6,21 13,41 1,89 -0,20
sosial
R,S, | Jasa lainnya 3,05 3,52 5,05| 6,14 -1,07
T,U
Pertumbuhan PDRB 4,09 6,41 4,00 | 5,18 -0,68
Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2021
2. Laju Inflasi
Laju inflasi Kabupaten Lingga berpatokan pada inflasi

perdesaan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan gabungan hasil
pengukuran inflasi di Tanjungpinang dan Batam, dikarenakan belum
adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Lingga. Tingkat inflasi
tahunan Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara 1,18% (tahun 2020)
hingga 8,24% (tahun 2013). Sementara tingkat inflasi nasional berada
pada kisaran nilai antara 1,68% (tahun 2020) hingga 8,38% (tahun
2013).

Trend inflasi Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun
2011-2014 selalu berada di bawah angka nasional dan mulai tahun
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2015 justru menunjukkan nilai inflasi Provinsi Kepulauan Riau
cenderung berada di atas angka nasional. Tingginya tingkat inflasi
tersebut berhubungan dengan kebijakan penyesuaian harga oleh
pemerintah. Kenaikan harga energi (bahan bakar minyak dan listrik)
yang ditetapkan oleh pemerintah memberi tekanan terhadap inflasi
terutama pada kelompok komponen harga yang diatur pemerintah yaitu
komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar
Listrik (TDL). Akan tetapi mulai tahun 2019 inflasi kumulatif provinsi
Kepulauan Riau berada dibawah inflasi nasional yaitu 2,03% untuk
inflasi Kepulauan riau, dan 2,72% inflasi Nasional. Dimasa pandemi
Covid-19 tahun 2020, inflasi nasional maupun kepri mengalami
penurunan hal ini disebabkan lemahnya daya beli masyarakat.

Adapun perkembangan tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau
dan Nasional selama sepuluh tahun dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020
Gambar 2.12 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional selama 2010-2020 (%)

3. PDRB per Kapita

Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita mengalami tren
peningkatan, baik dilihat melalui harga berlaku maupun harga konstan
tahun 2010. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten
Lingga tahun 2015 sebesar Rp 34,350 juta, mengalami peningkatan
terus hingga menjadi sebesar Rp 47,550 juta tahun 2019. Atas dasar
harga konstan, PDRB per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp 27,430
juta juga terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp. 32,690 juta
tahun 2019. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir dapat
dilihat pada Gambar berikut.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal I1-24



2.2.2.

50.000 44.350

45.000 40.970
40.000 34.350 3R:210
35.000

30.000 JE—— ‘
- 32.690
25.000 30.030 31.170
28.430

B0, 27.430
15.000
10.000

5.000

2015 2016 2017 2018 2019

—4—Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
——Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.13 PDRB per Kapita Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran, yang dikonseptualisasikan dengan Garis
Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per
kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua
komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52
jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri
dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan,
di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah
bahan makanan dan non makanan. Dengan memperhatikan komponen
garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau periode Maret 2020, Peranan
komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar
(dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi
makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di
perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama. Beras
memberi sumbangan sebesar 15,63 persen di perkotaan dan 21,86
persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan
terbesar kedua terhadap GK (9,74 persen di perkotaan dan 15,55
persen di pedesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,84
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persen di perkotaan dan 4,00 persen di pedesaan), kue basah (2,22
persen di  perkotaan dan 4,57 persen di pedesaan),
tongkol/tuna/cakalang (2,57 persen di perkotaan dan 2,56 di
perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang
memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan
perdesaan adalah perumahan, listrik, dan bensin.

Tabel 2.13
Komoditi Makanan dan Bukan Makanan
yang Memberi Pengaruh Besar pada
Kenaikan Garis Kemiskinan Di Kepulauan Riau Tahun 2020 (Maret)

Jenis komoditi Perkotaan Jenis komoditi Perdesaan
(1) (2) (3) (4)
Beras 15,63 Beras 21,86
Rokok kretek filter 9,74 Rokok kretek filter 15,55
Daging ayam ras 5,21 Kue basah 457
Telur ayam ras 3y Telur ayam ras 400
Cabe merah 259 Gula pasir n
Tongkol/tuna/cakalang 257 Tongkol/tuna/cakalang 256
Kue basah L0 Mie instan 230
Mie instan 1% Bawang merah 207
Gula pasir 184 Cabe rawit 205
Bawang merah 1,68 Kopi bubuk & kopi instan (sachet) 198
Kopi bubuk & kopi instan (sachet) 138 Kue kering/biskuit 129
Tahu 137 Teh bubuk & teh celup (sachet) 1,02
Lainnya 1591 Lainnya 11,38
Perumahian 917 Perumahan 10,05
Listrik 5,88 Listrik 309
Bensin 4,60 Bensin 2,60
Pendidikan 235 Perlengkapan mandi 13
Perlengkapan mandi 1,56 Pendidikan 0,95
Angkutan 149 Pakaian jadi perempuan dewasa 0,87
Air 134 Sabun cuici 0,77
Lainnya 769 Lainnya 6,10

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Lingga terakhir
rilis dari BPS pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp. 462.384,-
/kapita/bulan, terus meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp.354.916,-
/kapita/bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Lingga berada di bawah
provinsi dan di atas nasional. Tren perkembangan ini sejalan dengan
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Provinsi dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber : BPS, 2020.

Gambar 2.14 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-
2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Garis
Kemiskinan Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan yang tertinggi
ketiga setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, seperti terlihat
pada Gambar berikut.
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Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.15 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Lingga
dengan Kabupaten/kota Lain di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)
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Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lingga mengalami
penurunan setiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami penurunan
menjadi 13,85% dari tahun 2015 sebesar 14,95%. Angka kemiskinan di
Kabupaten Lingga tahun 2020 berada di atas angka kemiskinan
Nasional sebesar 10,19%, bahkan di atas angka kemiskinan Provinsi
Kepulauan Riau 6,13%. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.16 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Dibandingkan kabupaten/kota lain, persentase penduduk
miskin Kabupaten Lingga tahun 2020 merupakan tertinggi se-Provinsi
Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.17 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (%)

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lingga tahun 2016-2020
mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan
menurun, dari sebesar 12.760 jiwa pada tahun 2016 menjadi 12.450
ribu jiwa pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar
berikut.
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Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-
2020 (Ribu Jiwa).
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Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi
Kepulauan Riau, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lingga tahun
2020 menduduki urutan ke 4 terendah setelah Kabupaten Kepulauan
Anambas (2,80 ribu jiwa); Kabupaten Natuna (3,47 ribu jiwa); dan
Kabupaten Bintan (10,21 ribu jiwa). Secara rinci dapat dilihat pada
Gambar berikut.
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Gambar 2.19 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 (ribu jiwa)

Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan)
di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 131.966 orang (5,92 persen),
bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan dengan kondisi
September 2019 yang sebesar 127.758 orang (5,80 persen). Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar
5,26 persen, naik menjadi 5,42 persen pada Maret 2020. Sementara
persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019
sebesar 10,67 persen mengalami penurunan menjadi 10,43 persen pada
Maret 2020. Selama periode September 2019-Maret 2020, jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 104.234 orang pada
September 2019 menjadi 108.859 orang pada Maret 2020, sementara di
daerah pedesaan mengalami penurunan dari 23.524 orang pada
September 2019 menjadi 23.107 di Maret 2020.
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Gambar 2.20 Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2020 (Maret)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah
dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan
adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman
dan keparahan dari kemiskinan.

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan disebut Indeks Kedalaman
Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lingga pada tahun tahun 2016 hingga tahun 2020
mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat
dari sebesar 2,07 pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,32 pada tahun
2020. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lingga tahun
2020 merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci
dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.22 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara
penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks
Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index — P2), yaitu ukuran
indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
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di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun
waktu 2016-2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten
Lingga mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan
meningkat dari tahun 2016 sebesar 0,44 menjadi sebesar 0,58 pada
tahun 2020. Tren indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lingga
tahun 2020 relevan dengan kondisi Nasional dan Provinsi yang
mengalami kenaikan, seperti terlihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.23 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lingga tahun
2020 berada pada posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti
terlihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.24 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami
kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah
0,900 dan pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,106.
Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari
0,180 menjadi 0,285 pada periode yang sama (Tabel 2.14), Begitu pula
jika apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu Maret 2019-Maret
2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) keduanya mengalami kenaikan baik di daerah
pedesaan maupun di daerah perkotaan.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan,
nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah
perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
untuk daerah perkotaan sebesar 1,024 sementara di daerah pedesaan
sebesar 1,844. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk
perkotaan adalah 0,268 sedangkan di daerah pedesaan sebesar 0,435.
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Tabel 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau,
Maret 2019-Maret 2020

Tahun Perkotaan Perdesaan Total
(1) (2) (3) (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan )
Maret 2019 0,589 1,585 0,689
September 2019 0,832 1,508 0,900
Maret 2020 1,024 1,844 1,106
indeks Keparahan Kemiskinan (P,)
Maret 2019 0,100 0,341 0,125
September 2019 0,160 0,353 0,180
Maret 2020 0,268 0,435 0,285

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lingga
menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,23% pada tahun 2017
menjadi sebesar 4,41% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran
terbuka Kabupaten Lingga lebih rendah dibandingkan jika
dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.
Secara rinci perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-
2020 dapat dilihat Gambar berikut.
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Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2016-2020 (%)
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Posisi relatif TPT Kabupaten Lingga tahun 2020 sebesar 4,41%
berada di bawah Provinsi (10,34%) dan Nasional (7,07%). Dibandingkan
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau menduduki posisi
ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Bintan (8,86%), Kota Batam (11,79%),
dan Kota Tanjungpinang (9,30%). Secara rinci dapat dilihat pada
Gambar berikut.
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Gambar 2.26 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Lingga Tahun 2020 (%)

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)
dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy
life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent
standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan
hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran
perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Lingga dari tahun 2016 hingga
tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 IPM sebesar
62,44 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 65,29. Kondisi
IPM Kabupaten Lingga selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020 sejalan dengan tren kenaikan IPM di Provinsi Kepulauan
Riau dan Nasional, secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.
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Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2016-2020

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan
Riau, IPM Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi terendah
dengan capaian 65,29. Capaian IPM Kabupaten Lingga tahun 2020 juga
berada di bawah capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional,
secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.28 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Lingga dengan Kabupaten/Kota Lain di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
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Indikator pembentuk IPM Kabupaten Lingga meliputi angka
harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran perkapita akan diuraikan di bawah ini.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan angka yang menunjukkan
perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan
AHH Kabupaten Lingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus
mengalami kenaikan, dari sebesar 60,44 tahun menjadi sebesar
62,06 tahun. Kondisi AHH Kabupaten Lingga sejalan dengan trend
kenaikan AHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, seperti
terlihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.29 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan
Riau, AHH Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada peringkat
terendah serta berada di bawah capaian AHH Provinsi dan Nasional,
secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.30 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten
Lingga Tahun 2020 (tahun)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa
peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur
berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per
jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan
Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.
HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan
sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam
bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat
dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan HLS Kabupaten Lingga selama kurun waktu
lima tahun mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 selama
12,06 tahun menjadi selama 12,45 tahun pada tahun 2020. Kondisi
HLS Kabupaten Lingga juga sejalan dengan tren HLS Provinsi
Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar
berikut.
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Gambar 2.31 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan
Riau, HLS Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi
terendah kedua setelah Kabupaten Karimun. Secara rinci dapat
dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.32 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Lingga Tahun 2020 (tahun)
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3) Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun
yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah
suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung
dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk
berusia 25 tahun ke atas.

Perkembangan RRLS Kabupaten Lingga selama kurun waktu
lima tahun terus mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016
sebesar 5,85 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,67
tahun. Kondisi perkembangan RRLS Kabupaten Lingga juga sejalan
dengan tren capaian RRLS Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional,
seperti terlihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.33 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2016-2020 (tahun)

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan
Riau, RRLS Kabupaten Lingga tahun 2020 berada pada posisi
terendah serta berada di bawah capaian RRLS Provinsi Kepulauan
Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.34 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten

Lingga dengan Kabupaten/kota Lain di Prowvinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020 (tahun)

4) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran riil per-kapita menunjukkan daya beli, yaitu
kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam
bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan
yvang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin
membaiknya ekonomi. Perkembangan pengeluaran per kapita
Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun mengalami
kenaikan, dari sebesar Rp.11.280 ribu pada tahun 2016 menjadi
sebesar Rp.11.998 ribu pada tahun 2020. Kondisi ini sejalan dengan
kondisi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci kinerja
pengeluaran per-kapita dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2.35 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan
Riau, pendapatan per kapita Kabupaten Lingga tahun 2020
merupakan yang terendah ketiga setelah Anambas, seperti terlihat
pada Gambar berikut.
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Gambar 2.36 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten
Lingga Tahun 2020 (ribu rupiah)
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2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar
dalam pembangunan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten
terbagi dalam S5 sub wurusan, yaitu: Manajemen Pendidikan,
Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan
Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra.

Perkembangan pembangunan wurusan pendidikan di
Kabupaten Lingga selama kurun waktu lima tahun terakhir,
menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 215
tahun menunjukkan kenaikan tiap tahun, yaitu dari 5,85 tahun
pada tahun 2016 menjadi 6,67 tahun 2020.

Beberapa indikator pembangunan urusan pendidikan masih
menunjukkan capaian kinerja masih rendah pada tahun 2020,
terkait pengelolaan pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih sebesar 59,17%, Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat sebesar 83,99%, Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat sebesar 88,95%, Angka
Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat sebesar 60,60%, dan
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B sebesar 74,86%.
Selain itu masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang
pendidikan dasar, yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar
0,07% dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,29%.

Perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan di
Kabupaten Lingga juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016
hingga tahun 2020 namun perlu terus ditingkatkan. Pada tahun
2020 Persentase guru PAUD berkualifikasi dan bersertifikasi S1/D4
mencapai sebesar 80,65%, Persentase guru SD/MI Yang
berkualifikasi dan bersertifikasi S1/D4 sebesar 72,84% dan
Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi dan bersertifikasi
S1/D4 sebesar 70,92%.

Kondisi pengendalian perizinan pendidikan di Kabupaten
Lingga masih menunjukkan capaian kinerja yang rendah hingga
tahun 2020, yaitu Persentase PAUD terakreditasi minimal B masih
sebesar 12,39%, Persentase SD/MI terakreditasi minimal B sebesar
43,57% dan Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B sebesar
41,46%. Secara rinci capaian kinerja urusan pendidikan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.15

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten
gl Tahun 2016-2020

Realisasi

Indiiator 2016 2017 2018 2019 2020
Rata-rata lama sekolah
penduduk umur 215 tahun.
4.1.1.(g
2. | Angka Partisipasi Kasar (APK) % 54.36 56,34 51,72 49,17 54,50
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). 4.2.2.(a)

3. | Angka Partisipasi Kasar (APK) % 100,72 105,58 103,24 100,48 100,67
SD/MI/sederajat. 4.1.1.(d)

4. | Angka Partisipasi Kasar (APK) % 78,42 79,02 78,27 83,99 84,26
SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(e)

5. | Angka Partisipasi Murni (APM) % 81,90 87,92 87,94 88,95 90,85
SD/MI/sederajat.

6. | Angka Partisipasi Murni (APM) % 56,85 58,62 59,06 60,6 62,14
SMP/MTs/ sederajat.

7. | Angka partisipasi sekolah Y% 91,75 97,39 97,39 98,31 74,8
(APS)SD/MI/Paket A

8. | Angka partisipasi sekolah % 75,48 66,19 66,19 74,86 84,26
(APS) SMP/MTs/Paket B

9. | Angka Putus Sekolah (APS) % 0,55 0,27 0,11 0,07 0,01
SD/MI

10.| Angka Putus Sekolah (APS) % 0,52 0,33 0,5 0,29 0,24
SMP/MTs

11.| Persentase PAUD terakreditasi % 11,76 18,75 18,75 12,39 17,44
minimal B.

12.| Persentase SD/MI % 25,74 35,97 36,69 43,57 43,57
terakreditasi minimal B.
4.1.1.(a)

13.| Persentase SMP/MTs % 21,05 40 42,5 41,46 41,46
terakreditasi minimal B.
4.1.1.(b)

14.| Persentase Pendidikan Anak % 54,36 56,34 51,72 49,17 49,17
Usia Dini (PAUD)

15.| Rasio ketersediaan sekolah % 1:121 1:123 1:122 1:130 13131
terhadap penduduk usia
sekolah dasar

16.| Rasio ketersediaan sekolah Rasio 172 1:74 1:74 1:74 1195

terhadap penduduk usia
sekolah menengah pertama

17.| Rasio Guru terhadap murid Rasio 1:13 1:13 1:11 1:8 1:8
SD/MI

18.| Rasio Guru terhadap murid Rasio 1:10 111 1:20 1:10 el |
SMP/MTs

19.| Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100

20.| Angka Kelulusan (AL) % 100 100 100 100 99,81
SMP/MTs

21.| Angka melanjutkan (AM) dari Y% 91,48 93,35 87,02 94,80 89,90
SD/MI ke SMP/MTs

22.| Angka melanjutkan (AM) dari Y 90,14 92,28 94,68 96,24 97,60
SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

23.| Persentase Guru PAUD % 15,42 15,67 15,67 16,35 16,62
Berkualifikasi S1/D4

24.| Persentase Guru SD/MI % 71,52 73,34 91,53 91,73 89,18
Berkualifikasi S1/D4

25.| Persentase Guru SMP/MTs % 85,64 87,76 94,07 96,09 96,33
Berkualifikasi S1/D4

26.| Persentase Guru SD/MI Y% 36,11 36,11 51,41 53,94 54,65
Bersertifikat pendidik

27.| Persentase Guru SMP/MTs % 30,62 30,62 46,61 45,74 46,55
Bersertifikat pendidik

28.| Sekolah Pendidikan SD/MI % 26,65 43,26 71,22 79,29 79,49
dengan kondisi bangunan baik

29.| Sekolah Pendidikan SMP/ MTs Y% 32,56 59,72 75,00 75,61 76,14

dengan kondisi bangunan baik
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No

30.

Indikator

Persentase Sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis sekolah
(MBS)

Satuan
vl'l

2016
92,64

2017
97.28

Realisasi
2018
100

2019
100

2020
100

3l

Jumlah Lembaga Pendidikan
Non Formal yang Menunjang
Sukses Program Wajar Dikdas
dan Menengah serta
Pemberantasan Buta Aksara

Lembaga

32.

Jumlah PAUD Swasta

Sekolah

58

64

72

Tr

33.

Jumlah PAUD Negeri

Seckolah

34.

Jumlah Warga Negara Usia 7-
15 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)

%o

81,97

85,96

85,37

86,80

88,35

3s.

Jumlah Warga Negara Usia 7 -
18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesctaraan

08

0,1

0,12

0,05

36.

Jumlah Warga Negara Usia 5-6
Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD

Yo

32,80

34,12

36,64

39,27

52,16

37.

Persentase anak kelas 1
SD/MI/SDLB yang pernah
mengikuti pendidikan anak
usia dini (TK/RA/BA/PAUD

79,48

83,64

85,32

87,64

89,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Pelaksanaan Urusan pendidikan dalam RPJMD Kabupaten

Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 21
target indikator kinerja. Dari 21 indikator kinerja urusan pendidikan
terdapat 6 indikator telah tercapai/melampaui, 14 indikator sesuai
dan 1 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang berstatus telah mencapai target akhir meliputi
Indikator Angka Partisipasi Murni SD; Angka Partisipasi Murni SMP;
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar;
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
menengah pertama; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk
usia sekolah menengah pertama; Rasio Guru terhadap murid
SD/MI; Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi indikator Persentase
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Angka partisipasi sekolah SD;
Angka partisipasi sekolah SMP; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI;
Angka Kelulusan (AL) SD/MI; Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs;
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; Angka melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs; Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke
SMA/SMK/MA; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD;
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI; Guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV . SMP/MTs; Sekolah Pendidikan
SD/MI dengan kondisi bangunan baik; Sekolah Pendidikan SMP/
MTs dengan kondisi bangunan baik.

Indikator yang berstatus belum tercapai/perlu akselerasi
yaitu Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. Selengkapnya hasil
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evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.16
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Urusan Pendidikan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

Tahun 2016-2021
Tabun 2020 Target " Kinerja s::;:':
Indikator Satuan Lot Capaian Status Akhir Akhir Akhjlr‘
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD RPJMD
E: Persentase Y% 79,43 49,17 62 Belum 79,43 62 Sesuai
Pendidikan Anak Usia Tercapai
Dini (PAUD)
2. Angka partisipasi % 99,78 74,8 75 Belum 99,78 99 Sesuai
sekolah SD Tercapai
3. | Angka partisipasi % 78,55 84,26 107 Telah 78,55 95 Sesuai
sekolah SMP Melampaui
4. Angka Partisipasi % 88,29 90,85 103 Telah 88,29 101 Melampaut
Murni SD Melampaui
5. Angka Partisipasi Yo 60,15 62,14 103 Telah 60,15 101 Melampaui
Murni SMP Melampaui
6. Rasio ketersediaan Rasio 0,14 1:130 103 Telah 1136 117 Melampaui
sekolah terhadap Melampaui
penduduk usia
sekolah dasar
. Rasio ketersediaan Rasio 0,10 1:74 108 Telah 1:82 110 Melampaui
sekolah terhadap Melampaui
penduduk usia
sekolah menengah
pertama
8. Rasio Guru terhadap Rasio 0,05 1:8 143 Telah 1:15 147 Melampaui
murid SD/MI Melampaui
9. Rasio Guru terhadap Rasio 0,06 0,05 138 Telah 1:20 150 Melampaui
murid SMP/MTs Melampaui
10. | Angka Putus Sekolah % 0,05 0,01 180 Telah 0,05 60 Sesuai
(APS) SD/MI Melampaui
11. | Angka Putus Sekolah % 0,03 0,24 (600) Belum 0,03 (767) Belum
(APS) SMP/MTs Tercapai Ter;srmf
Tiu
Akselerasi
12. | Angka Kelulusan (AL) % 100,00 100,00 100 Sesuai 100,00 100 Sesuai
SD/MI
13. | Angka Kelulusan (AL) % 100,00 99,81 100 Belum 100,00 100 Sesuai
SMP/MTs Tercapai
14, | Angka Kelulusan (AL) % 100,00 100,00 100 Sesuai 100,00 100 Sesuai
SMA/SMK/MA
15. | Angka melanjutkan Yo 99,48 89,90 90 Belum 99,48 95 Sesuai
(AM) dari SD/MI ke Tercapai
SMP/MTs
16. | Angka melanjutkan % 99,56 97,6 98 Belum 99 56 97 Sesuai
(AM) dari SMP/MTS Tercapai
ke SMA/SMK/MA
17. | Guru yang memenuhi Yo 97,65 24,16 25 Belum 97,65 70 Sesuai
kualifikasi S1/D-IV Tercapai
PAUD
18. | Guru yang memenuhi % 100,00 89,18 89 Belum 100,00 92 Sesuai
kualifikasi S1/D-1V Tercapai
SD/MI
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Indikator

Tahun 2020

Target
Akhir
RPJMD

Status
Kinerja

Satuan . %
Target Capaian Kinerja

Status
Kinerja
Akhir
RPJMD

Guru yang memenuhi 100,00 96,33 96 Belum 100,00 96 Sesuai
kualifikasi S1/D-IV Tercapai
SMP/MTs

20. | Sekolah Pendidikan % 97,20 79,49 82 Belum 97,20 82 Sesuai
SD/MI dengan Tercapai
kondisi bangunan
baik

21. | Sekolah Pendidikan % 98,50 75,61 77 Belum 98,50 77 Sesuai
SMP/ MTs dengan Tercapai
kondisi bangunan
baik

Sumber : Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah
dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu
tujuan pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang
kesehatan yang dilakukan Pemerintah, kewenangannya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan
kesehatan mencakup 4 sub urusan, yaitu: Upaya Kesehatan;
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan.

Kinerja kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu,
Bayi dan Balita yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan
utama di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2020 AKI meningkat
dibandingkan capaian tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat AKI
mencapai 222 per 100.000 KH meningkat dibandingkan capaian
tahun 2019 yang mencapai 148 per 100.000 KH. Capaian tersebut
masih berada di atas target Indonesia Sehat yang mengamanatkan
capaian AKI mencapai 102 per 100.000 KH. Adapun AKB dan AKBA
di Kabupaten Lingga masing-masing sebesar 13,36 per 1.000 KH dan
4,5 per 1.000 KH. Capaian AKB mengalami penurunan dari 18 per
1.000 KH menjadi 13,36 per 1.000 KH sedangkan AKBa mengalami
kenaikan dari 2,2 per 1.000 KH menjadi 4,5 per 1.000 KH. Tingginya
kasus AKI di Kabupaten Lingga salah satunya disebabkan oleh
layanan ibu hamil yang belum berjalan secara optimal. Persentase
Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020
baru mencapai 91,48% menurun dibandingkan capaian tahun 2019
mencapai 98,1%. Masih terdapat 8,52% ibu hamil yang belum
mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 disebabkan
oleh adanya pandemi Covid-19. Tingkat Ibu hamil yang mengalami
anemia pada proses kehamilan cukup tinggi. Pada tahun 2020
prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 22,3%

Permasalahan gizi di Kabupaten Lingga utamanya yaitu
terkait gizi balita, mengingat persentase balita gizi buruk dan gizi

kurang pada tahun 2020 mencapai lebih dari 1%. Capaian
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persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 1,1% dan
gizi kurang mencapai 3,4%. Permasalahan Gizi Anak berdasarkan
faktornya, dapat dikategorikan pada penyebab langsung dan
penyebab tidak langsung. Dua faktor langsung yang mempengaruhi
status gizi adalah kecukupan konsumsi dan  status
kesehatan /kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan
berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya
tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit
infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrisi, sebaliknya
seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami
kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan
meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan
malnutrisi. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit
infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau
pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi
oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap
pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain di
luar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor
penyebab langsung masalah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor
penyebab tidak langsung dan faktor dasar. Persentase balita giz
buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2020 di Kabupaten
Lingga capaiannya sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa
permasalahan gizi buruk di Kabupaten Lingga mendapatkan
perhatian khusus sehingga dapat dilakukan perawatan dengan baik.
Sementara itu bayi di bawah usia 6 bulan yang mendapatkan ASI
eksklusif baru mencapai 57% (tahun 2020).

Sementara itu, isu nasional berkaitan dengan stunting di
Kabupaten Lingga pada tahun 2019 Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita mencapai
9,3%, meningkat menjadi 10,9% ditahun 2020. Kenaikan ditahun
2020 karena ada perbaikan berkaitan dengan pendataan di seluruh
wilayah Kabupaten Lingga.

Kinerja urusan kesehatan secara rinci dapat dilihat pada
tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 2.17

Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Realisasi
2016 2017 2018 2019

Indikator Satuan

Angka Kematian Ibu per Per
100,000 kelahiran Hidup 100.000
KH

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per | Per 1000 17 17 18,6 18 13,36
1000 kelahiran hidup. 3.2.2.(a) KH

3. | Angka Kematian Balita (AKBa) | Per 1000 1 1 1 22 45
per 1000 kelahiran hidup. KH
321>

4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 10 11 16 11,9 9,7
(AKN) per 1000 kelahiran KH
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No.

Indikator
hidup. 3.2.2*

Satuan

2016

2017

Realisasi
2018

2019 2020

Jumlah kabupaten /kota yang
memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa. 3.4.2.(a)

jumlah

8

11

11

13

Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)

%

74,4

87,8

70,7

63,41

Persentase Ibu Hamil yang
mendapatkan layanan
kesehatan

%o

96,6

96,9

98,1

91,48

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

89,26

89,41

90,78

90,5

99,19

Persentase bayi baru lahir

mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

%

93,9

93,9

99,7

98,8

98,61

10.

Cakupan Pelayanan Kesehatan
Balita

(Ju

74,38

72,47

60,6

69

74,73

i1,

Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

%

100

97,1

100

97,4

56,76

12.

Persentase orang usia 15-59
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

69,9

69,9

73,3

7.8

26,49

13.

Persentase warga negara usia
60 tahun ke atas mendapatkan
skrining keschatan sesuai
standar

%o

35,54

33,23

36,55

69,3

14.

Persentase penderita
Hipertensi yang mendapatkan
pelayanan keschatan sesuai
standar

%

19,47

19,48

20,81

247

51,9

15.

Persentase penderita DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
(SPM)

80,1

88,7

16.

Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
(SPM)

%

25

36

98,8

100

17.

Persentase Orang terduga TBC
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai standar (SPM)

Yo

42,71

42,71

32,13

29,33

100

18.

Persentase orang dengan risiko
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV
sesuai standar (SPM)

%

100

100

100

100

100

19.

Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita.

%

4,3

20.

Persentase balita gizi buruk

2,5

Prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak
di bawah lima tahun/balita.

EES

9.3

22.

Prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak
di bawah dua tahun/baduta.

3,38

23.

Prevalensi anemia pada ibu
hamil.2.2.2.(a)

14,8

18,6

9,8

239

223
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Realisasi

Indikator Satuan

2016 2017 2018
24, | Persentase bayi usia kurang % 41,5 24.8 62,8 51,5 57
dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif.
2.2.2.()
25. | Proporsi perempuan pernah %o 85,5 89,4 95,1 87,6 99,2
kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya
ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih. 3.1.2*
26. | Persentase perempuan pernah % 71,6 66,7 74,5 71,1 83,4
kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan. 3.1.2.(a)

27. Persentase kabupaten /kota % 74,73 74,73 86.061 81,6 76,8
yang mencapai 80% imunisasi
dasar lengkap pada bayi.
3.2.2.(b)

28. | Insiden Tuberkulosis (I'TB) per per 116,65 116,65 70,49 48,78 361
100.000 penduduk. 3.3.2.(a) 100.000

pddk

29. | Kejadian Malaria per 1000 % 4,57 4,57 1,32 0,18 0,02
orang. 3.3.3*

30. | Jumlah orang yang orang 21 21 12 21 8

memerlukan intervensi
terhadap penyakit tropis yang
terabaikan (Filariasis dan
Kusta). 3.3.5*

31. | Prevalensi tekanan darah % 19,47 19,47 20,81 24,7 247
tinggi. 3.4.1.(b)
32. Cakupan balita pneumonia % 0 0 0,16 0,7 0,8
yang ditangani
33. Cakupan penemuan dan Y 69,49 69,49 79,84 88,04 91,30
penanganan penderita penyakit
TBC BTA

34, | Tingkat prevalensi % 116,65 116,65 70,49 122 77,81
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)

35. | Tingkat kematian karena % 0 0 4 2,5 | 0,0001
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)

36. | Proporsi jumlah kasus % 100 100 100 100 100
Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam program DOTS

37. | Proporsi kasus Tuberkulosis % 68 83 87 75,3 77,75
yang diobati dan sembuh
dalam program DOTS

38. | Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD

39. | Penderita diare yang ditangani
40. | Angka kejadian Malaria

41. | Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani

42. | Cakupan pertolongan % 89,26 89,41 90,78 90,5 99,19
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
43. Kepadatan dan distribusi per 1000 2,22 2,18 2,18 2,8 2,8
tenaga kesehatan. 3.c.1* penduduk
44, | Persentase puskesmas dengan % - - - 90,91 88
ketersediaan obat esensial.
3.b.1.(a)

o
&

100 100 100 100 100

43,66 95,03 100 100 100
4,57 4,57 1,32 0,18 0,02
84,76 76,6 97.28 75,4 67,2

EESES
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Jumlah desa/kelurahan yang
Open Defecation Free (ODF)/

Stop Buang Air Besar n
Sembarangan (SBS). 6.2.1.(d)

Realisasi

Indikator 2018

Satuan

2016 2017 2019

Keluraha

2020
14

46.

Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).
6.2.1.(c)

% 9 17 17 20

78

47.

Persentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS).

% 34,3 36,9 36,9 36,5

36,1

Sumber : Dinas Keschatan, PPKB, 2021

Pelaksanaan Urusan Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 10
target indikator kinerja. Dari 10 indikator kinerja urusan Kesehatan
terdapat 5 indikator telah tercapai/melampaui, 1 indikator sesuai
dan 4 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang bersatatus telah mencapai target akhir
meliputi Indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan
penduduk; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC BTA; Angka kesakitan DBD;
dan Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi indikator Cakupan
Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan.

Indikator yang berstatus belum tercapai/perlu akselerasi
yaitu cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat;
Cakupan kunjungan bayi; Cakupan Kunjungan ibu hamil K4; dan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Selengkapnya hasil
evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.18

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kesehatan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Tahun 2020 % Status
o ot Kinerja Kinerja
i BRtosn - Tacwet. Capalan o0 STSTUS Akhir Akhir
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD
Rasio Melampaui
puskesmas, Melampaui
poliklinik, pustu
per satuan
penduduk
Cakupan Rasio 92,6 99,19 107,12 Belum 94 105,52 Melampaui
pertolongan Tercapai
persalinan oleh
tenaga
keschatan yang
memiliki
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Indikator

Satuan Tahun 2020

Status

kompetensi
kebidanan
3. Cakupan Balita % 100 100 100 Sesuai 100 100 Sesuai
gizi buruk yang
mendapatkan
perawatan
4, Cakupan % 52 91,30 175,58 Belum 54 169,07 Melampaui
penemuan dan Tercapai
penanganan
penderita
penyakit TBC
BTA
5. | Angka kesakitan % 100 100 200 Telah 100 200 Melampaui
DBD Melampaui
6. cakupan Yo 2 2500 22,72 Belum 2 22,72 Belum
pelayanan Tercapai Tercapai/
kesehatan Perlu
rujukan pasien Akselerasi
masyarakat
7 8 Cakupan % 91,6 1244 89,6 Belum 92,6 89,6 Belum
kunjungan bayi Tercapai Tercapai/
Perlu
Akselerasi
8. | Cakupan % 69,14 76,8 111,07 Belum 71,6 107,26 | Melampaui
desa/kelurahan Tercapai
Universal
Children
Immunization
9. Cakupan % 84 1429 91,54 Belum 88 91,54 Belum
Kunjungan ibu Tercapai Tercapai/
hamil K4 Perlu
Akselerasi
10. | Cakupan % 91 67,2 73,85 Belum 92,6 72,5 Belum
komplikasi Tercapai Tercapai/
kebidanan yang Perlu
ditangani Akselerasi
Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terbagi dalam 11 sub urusan, yaitu: Sumber Daya Air (SDA);
Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman;
Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan;
Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang.
Kondisi jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Lingga
masih perlu mendapatkan perhatian mengingat capaian kinerja pada
tahun 2020 baru mencapai 24,67%. Kendati telah mengalami
peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya akan tetapi
capaian tersebut masih berada di bawah kondisi ideal.
Capaian kinerja penyelenggaraan penyediaan air minum bagi
masyarakat di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 telah mencapai
94%. Kondisi ini masih memiliki selisih yang cukup besar jika
dibandingkan dengan target Universal Access 100:0:100 yang
seharusnya dicapai pada tahun 2010. Kondisi pemenuhan terhadap
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal I1-53



pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Lingga juga
menunjukkan angka yang belum optimal kendati setiap tahunnya
mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 persentase Warga Negara
yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik baru
mencapai 55,16%.

Kabupaten Lingga sudah memiliki Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031. RTRW Daerah
digunakan sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah
Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan
penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Rencana
Tata Ruang menjadi landasan atau acuan kebijakan bagi
pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan
ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan
penataan ruang bahwa peninjauan kembali (PK) RTRW dilakukan 1
kali dalam 5 tahun. Sesuai peraturan tersebut maka perlu adanya
peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Lingga.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2016-2020

Realisasi
Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Panjang
sungai yang
dinormalisasi dan
tanggul yang dibangun
atau ditingkatkan

2, Persentase Warga % 38,94 39,79 41,07 41,7 55,16
Negara yang
memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestik

3; Persentase jumlah % NA 59,95 T 76,13 64,07
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga

4. Persentase drainase Yo NA 4,307 6,73 19,26 19,26
dalam kondisi
baik /pembuangan
aliran air tidak
tersumbat

5. Persentase wilayah % NA 9,09 9,09 18,18 18,18
genangan banjir dan rob
6. Rasio luas kawasan % NA 0,198 0,268 0,719 0,719
permukiman rawan
banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal [1-54




Realisasi

Indikator

2017 2018

pengendalian banjir di
WS kewenangan

kab /kota

7. Persentase jalan % 15,2 15,17 15,57 24,40 24,67
kabupaten dalam
kondisi mantap

8. Persentase jasa % NA NA NA 51,42 51,42
konstruksi yang dibina

9. Persentase teknisi yang Y% NA NA NA 0,63 0,65
memiliki sertifikat
kompetensi

10. | Persentase Ketaatan % NA NA 2 5 27,47

terhadap RTRW
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021.

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021
dilaksanakan melalui 5 target indikator kinerja. Dari 5 indikator
kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 1
indikator sesuai dan 4 indikator belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator yang berstatus sesuai meliputi Persentase rumah
tangga berakses air minum. Sedangkan indikator yang berstatus
belum tercapai/perlu akselerasi yaitu Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi mantap; Rasio Tempat Pembuangan Sampah
(TPS) per satuan penduduk; Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi;
dan Ketaatan terhadap RTRW. Selengkapnya hasil evaluasi capaian
indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 terhadap

Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021
Tahun 2020

Status

Indikator Satuan Taiget : Cabaia Yo Status Kinerja Akhir
ge 4P Kinerja Kinerja RPJMD

Proporsi 35,00 24,67 70,49 37,00 66,68 Belum
panjang Tercapai Tercapai/ Perlu
jaringan jalan Akselerasi
dalam
kondisi
mantap

2. | Persentase % 90,00 72,00 80 Belum 98,00 73,47 Sesuai
rumah tangga Tercapai
berakses air
minum

3. | Rasio Tempat | Rasio 0,011 NA NA Belum 0,4 NA Belum
Pembuangan Tercapai Tercapai/ Perlu
Sampah (TPS) Akselerasi
per satuan
penduduk

4. | Luas Area Ha 630 166,3 26 Belum 1332 12 Belum
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o
Tahun 2020 Target Yo

Status
Kinerja Akhir
RPJMD

Kinerja
Akhir
RPJMD

Indikator Akhir

RPJMD

Status
Kinerja

Satuan )
Target Capaian Kinerja

Sawah yang Tercapai Tercapai/ Perlu
dialiri Irigasi Akselerasi
5. | Ketaatan % 50 27,47 54,94 Belum 50 54,94 Belum
terhadap Tercapai Tercapai/ Perlu
RTRW Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi
kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1)
Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketersediaan rumah
layak huni Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 82,00%.
Pencapaian SPM masih kategori rendah antara lain rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota maupun.
Selanjutnya terhadap penanganan kawasan kumuh dan

Tabel 2.21

Perkembangan Capaian Kinerja Perumahan dan Permukiman
Tahun 2016-2020

No. Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

Persentase Permukiman
Layak Huni

%

80,92

82,51

83,66

84,89

82,00

Penyediaan dan
rehabilitasi rumah layak
huni bagi korban
bencana kabupaten /
kota (SPM)

%

50,00

50,00

Fasilitasi penyediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak
relokasi program
pemerintah kabupaten /
kota (SPM)

%

50,00

50,00

Persentase kawasan
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten/kota yang
ditangani

%

49,13

49,13

49,13

49,13

49,13

Jumlah perumahan
yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, sarana
dan Utilitas Umum)

%

1,79

2,97

5,80

9,69

18,33

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.
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Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun
2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2
indikator kinerja memiliki status sesuai yaitu Persentase Rumah
Tangga Berakses Air Minum; dan Persentase Permukiman Layak
Huni. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap
target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.22
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 %o Status
. ) Targ?t Kinerja Kinerja
No Indikator Satuan Target Capaian /i li-tatm. ;P% Akhir Akhir
inerje RPJMD RPJMD
Persentase
Rumah Tercapai
Tangga
Berakses Air
Minum
2, Persentase % 100,00 82 82,00 Belum 100 82,00 Sesuai
Permukiman Tercapai
Layvak Huni

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi
menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum,
bencana, dan kebakaran. Kinerja terkait ketenteraman dan
ketertiban umum dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran
peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat
penyelesaiannya. Adanya jumlah kasus pelanggaran peraturan
daerah ini perlu diiringi dengan penanganan/penyelesaian kasus
pelanggaran tersebut. Persentase Penegakan PERDA dan gangguan
trantibum yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 telah mencapai
sebesar 100%. Kinerja pelayanan dalam menjaga K3 dapat dilihat
dari indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang pada tahun
2020 telah mencapai 100%.

Salah satu wupaya yang dilakukan untuk menjaga
kondusivitas wilayah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan
Perlindungan Masyarakat (Linmas). Hal tersebut menjadi salah satu
alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas tersebar di
seluruh wilayah, dari Linmas di tingkat Kabupaten bahkan sampai
Linmas di tingkat desa/kelurahan. Rasio ketersediaan Linmas per
satuan penduduk perlu menjadi perhatian dalam menjaga
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kondusivitas di Kabupaten Lingga. Partisipasi masyarakat juga
berperan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan
penyelenggaraan penjagaan lingkungan secara mandiri dengan
mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Setiap desa
perlu membentuk pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan
untuk pelaksanaan siskamling masyarakat, sebagai sebuah potensi
untuk optimal dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjaga
keamanan, kenyamanan dan ketertiban (K3) masyarakat.

Kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah penanganan
kebakaran, yang dilayani oleh unit pemadam kebakaran.
Penanganan kebakaran perlu memperhatikan tingkat waktu tanggap
yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam
kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Cakupan pelayanan
kebakaran di Kabupaten Lingga telah mencapai 100% pada tahun
2020. Tentunya kinerja tersebut perlu dipertahankan agar layanan
kebakaran sesuai dengan standar respon time maksimal 15 menit.

Kinerja penanganan bencana terlihat dari beberapa indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian indikator Persentase
Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
sangat kecil, hanya mencapai sebesar 0,00192%. Begitu pula dengan
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana baru mencapai 0,00062%.
Sementara itu Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai sebesar
100%. Secara rinci capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2.23

Perkembangan Capian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

Indikator SELTES

Realisasi

2016 2017 2018 2019

2020

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketenteraman, Keindahan)

Persentase Penegakan PERDA

18

22

29

100

100

Persentase warga negara yang
memperoleh layanan akibat dari
Penegakan Hukum Perda dan
Perkada

%

47

48

48

100

100

Cakupan petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas)

%

100

100

100

7,22

.22

Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK) (SPM)

%

100

100

100

100

100

Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten / kota
(SPM)

%

58,84

64,44

69,23

100

100
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No.

Indikator

Jumlah warga negara yang
memperoleh pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran (SPM)

Satuan
%

2016
60

2017
70

Realisasi
2018
100

2019
100

2020
100

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana

%

0,00180

0,00180

0,00181

0,00381

0,00192

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan
pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap
bencana

%

00,60

00,60

00,61

0,00077

0,00062

10.

Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan

dan evakuasi korban bencana

%

100

100

100

100

100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2021

6. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat
kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial,
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan,
Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan
Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. beberapa kewenangan
tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dan
dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi sebuah pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan.
Pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Lingga diarahkan pada
upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya yang telah
dilakukan adalah pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, upaya-
upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada
indikator urusan sosial. Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk
memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar.

Terdapat indikator yang mempunyai capaian yang fluktuatif
pada urusan sosial antara lain jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan
(PKH). Selain itu, terdapat enam (6) indikator yang mempunyai
kecenderungan meningkat yaitu persentase PPKS yang memperoleh
bantuan sosial, persentase korban bencana kabupaten/kota yang
memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, persentase TMP
sesuai dengan standar pengelolaan TMP, Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial, persentase rumah tangga yang
mendapatkan fasilitasi bantuan sosial dan persentase warga negara
korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
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Capaian kinerja indikator dalam urusan Sosial yang memiliki
nilai stagnan antara lain persentase Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan
kapasitas, persentase kelompok KAT mendapatkan pemberdayaan,
persentase warga negara Kkorban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial dan sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Urusan sosial terlebih lagi dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial di Kabupaten Lingga sudah cukup baik namun
masih perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan capaian perlu dilakukan
dalam rangka untuk meningkatkan hak-hak yang dimiliki oleh
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti disabilitas terlantar,
lansia terlantar dan anak terlantar yang berada di Kabupaten
Lingga. Secara rinci capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Perkembangan Capaian Kinerja Indikator

Urusan Sosial Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

2016

2017

2018

2019

—

Persentase penyandang
disabilitas yang miskin dan
rentan yang terpenuhi hak
dasarnya dan inklusivitas.
1.3.1.{c)

%

NA

NA

NA

5,516

3,394

Persentase PPKS yang
memperoleh bantuan sosial

%

22

24

30,03

32,75

64,3

Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga
Harapan. 1.3.1.(d)

1.566

3.319

3.156

2.954

3.179

Persentase korban bencana
kab/kota yang memperoleh
perlindungan dan jaminan
sosial

%

100

1148

81,8

87,7

100

Persentase TMP sesuai dengan
standar pengelolaan TMP

%

40

40

80

80

80

Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi

Unit

Persentase Warga Negara
penyandang disabilitas yang
memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti

NA

NA

NA

5,516

3,39

Persentase Warga Negara
lanjut usia terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti

%

NA

NA

NA

6,46

Persentase Warga Negara
korban bencana yang
memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial

%

100

100

100

100

100

10,

Persentase PSKS yang
mendapatkan peningkatan
kapasitas

Y%

NA

NA

NA

34,46

34,46
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s Indikator Satuan 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020
11. | Persentase rumah tangga yang % NA NA NA 62,70 | 80,46

mendapatkan fasilitasi bansos
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Pelaksanaan Urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Lingga
pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target
indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator
dengan status kinerja Sesuai dan 1 indikator memiliki status Belum
Tercapai/Perlu Akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu PMKS yang memperoleh
bantuan sosial sedangkan indikator dengan status belum
tercapai/perlu akselerasi yaitu indikator Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Selengkapnya hasil
evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial terhadap
target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.25
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Sosial Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Status
Target

3 ; 1 Kinerja Kinerja
Indikator Satuan Tarwok - Capsian ; ° : S_tatu_s Akhu' Akhir Akhir
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD RPJMD
1. | Sarana sosial Unit ] 1 20 Belum 5 20 Belum
seperti panti Tercapai Tercapai/
asuhan, panti Perlu
jompo dan panti Akselerasi
rehabilitasi
2. | PMKS yang % 68 64,3 95 Belum 68 95 Sesuai
memperoleh Tercapai
bantuan sosial

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan
Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga
kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,
hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Selain itu,
permasalahan  ketenagakerjaan juga menjadi salah satu
permasalahan yang secara bersama-sama perlu ditangani melalui
komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Di
dalam komitmen tersebut, target yang ingin dicapai adalah
memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua
wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang
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disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah tingkat
pengangguran terbuka yang mencapai 4,41% pada tahun 2020
meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,01%. Selain
itu adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja)
dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan
pengangguran. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi
tingkat pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja
agar dapat bersaing di dunia kerja, Pemerintah Kabupaten Lingga
telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 44%
pencari kerja pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar 73,68%. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan
kegiatan yang cukup penting mengingat persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
sudah mencapai 6,86% dari total pencari kerja hal tersebut sudah
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar
1,79%.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebesar 26,79% hal tersebut
meningkat dari tahun 2019 yang hanya mencapai sebesar 12,72%.
Peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar
14,07%. Peningkatan ini menunjukkan sisi baik karena mulai
adanya pemerataan meskipun masih jauh untuk dikatakan dalam
kondisi baik. Perlu adanya upaya yang dapat mendorong
peningkatan penempatan tenaga kerja agar dapat menurunkan
angka pengangguran terbuka.

Salah satu fungsi dari Dinas Tenaga Kerja adalah menjadi
penengah dalam setiap perselisihan/sengketa. Persentase kasus
yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2020
sebesar 83,33%, terjadi penurunan dari tahun 2019 yang sebesar
100%. Perkembangan capaian kinerja urusan tenaga kerja
Kabupaten Lingga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2.26

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2016-2020

Realisasi

Indikator Satuan

2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat pengangguran terbuka
berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur. 8.5.2*
Besaran pencari kerja yang terdaftar % 3,14 9.5 20,6 12,72 | 26,79
vang ditempatkan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan % NA | 49,23 87,06 73,68 44
pelatihan berbasis kompetensi
Persentase tenaga kerja bersertifikat % NA NA 13,01 1,79 6.86
kompetensi
Angka sengketa pengusaha-pekerja per % NA | 54,55 34 25,32 | 75.95
tahun
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Realisasi

Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

Besaran kasus yang diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target
indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator
dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status
sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu Persentase Kasus
yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Sedangkan indikator
dengan status sesuai yaitu indikator besaran tenaga kerja yang
ditempatkan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
Daerah Urusan Tenaga Kerja terhadap target akhir RPJMD tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga
Kerja Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021
Tahun 2020 Target % Kinerja :jt:::.z
Indikator Satuan P I e % Status Akhir Akhir Akhi]r
i 4pAAN  Rinerja Kinerja RPJMD RPJMD dsqtivody
Persentase Kasus yang 70 83 Telah
diselesaikan dengan Melampaui
perjanjian bersama
2. Besaran tenaga kerja % 41 26,79 65 Belum 41 65 Sesuai
yvang ditempatkan Tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah memiliki 6 sub urusan yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut
adalah: (1) Kualitas Hidup Perempuan; (2) Perlindungan Perempuan;
(3) Kualitas Keluarga; (4) Sistem Data Gender dan Anak; (5)
Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan (6) Perlindungan Khusus Anak.

Indikator-indikator yang secara umum menggambarkan
keberhasilan dari wurusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan
Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan juga
menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain indikator utama tersebut, pengukuran keberhasilan urusan
ini juga dapat dilihat dari indikator-indikator
pembentuk/pendukung indikator utama.

Kabupaten Lingga terus berupaya meningkatkan kualitas
kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan
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kesetaraan gender menjadi arus utama. Capaian kinerja indikator
pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih rendah,
terlihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah sebesar 5,47% pada tahun 2020, dan Proporsi kursi
yang diduduki perempuan di DPRD pada tahun 2020 juga sebesar
5%.

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga,
terdapat pengaduan atas kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) yang terus mengalir, terutama kekerasan fisik dan
seksual, yaitu proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan
(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan oleh pasangan atau
mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir untuk kekerasan fisik
sebesar 0,311%, kekerasan seksual sebesar 0,111% dan kekerasan
fisik dan/atau seksual sebesar 0,422%. Rasio KDRT di Kabupaten
Lingga pada tahun 2020 sebanyak 0,157% hal tersebut masih sama
seperti tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya
memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini
Pemerintah Kabupaten Lingga terus mengoptimalkan kinerja Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak.

Pemenuhan hak anak terlihat dari indikator rasio
desa/kelurahan menuju Kabupaten Layak Anak dengan capaian
pada tahun 2020 sebesar 12,20%. Kondisi tersebut menunjukkan
masih jauh dari pencapaian kategori kabupaten layak anak. Dalam
hal ini, perlu banyak akselerasi program-program yang mendukung
pemenuhan hak anak.

Secara rinci capaian kinerja urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lingga dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
gga Tahun 2016-2020

Realisasi

2017 2018 2019 2020
1. Indeks Pembangunan Indeks 89.06 89.73 89.27 89,29 89,25
Gender (IPG)
2. Indeks Pemberdayaan Indeks NA 47.82 46.08 48,96 59,79
Gender (IDG)
3. Persentase partisipasi % 5,56 6.07 5.31 5,31 547
perempuan di lembaga
pemerintah
4, Proporsi kursi yang diduduki % 5 5 3 5 5
perempuan di
DPRD
5. Persentase ARG pada belanja % 0,31 3.01 1.20 0.51 0,013
langsung APBD
6. Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami
kekerasan (fisik, seksual,
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No.

Indikator

atau emosional) oleh
pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan
terakhir. 5.2.1*%

Satuan

2016

2017

Realisasi
2018

2019

2020

- Kekerasan Fisik

0,313

0,264

0,179

0,310

0,344

- Kekerasan Seksual

0,335

0,374

0,246

0,111

0,028

- Kekerasan Fisik dan/atau
seksual

YRR

0,648

0,638

0,425

0,421

0,067

Prevalensi kekerasan
terhadap anak perempuan.
5.2.1.(a)

0,854

1,075

0,442

0,164

0,173

Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan usia
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir

28

29

19

20

26

Rasio KDRT

0,265

0,217

0,144

0,001

0,160

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

%

100

100

100

100

28,94

11.

Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh
orang lain selain pasangan
dalam 12 bulan terakhir.
5.2.2*

%

0,335

0,374

0,246

0,310

0,344

12

Persentase anak korban
kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

%

0,0739

0,0555

0,0368

0,0839

0,0747

13.

Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO
(per 100.000 penduduk
perempuan)

%

0,1426

0,1172

0,0775

0,0839

0,0769

14.

Rasio desa/kel menuju Kab.
Layak Anak

%

NA

2,44

6,10

12,20

12,20

15.

Persentase forum anak di
tingkat kabupaten dan
kecamatan (%)

Y%

NA

20,00

50,00

76,92

100

16.

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit
pelayanan

terpadu

%

100

100

100

100

42,1

17.

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum

%

100

100

100

100

23,68

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Pelaksanaan Urusan
Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode
Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja.
Dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja
Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi dan 2 indikator lainnya TAD.

Pemberdayaan Perempuan dan
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Indikator dengan status Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi
yaitu Rasio KDRT. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator
Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 %
Kinerja ] Status
Indikator Satuan 1 % Status 4 Kinerja Akhir
Target Capaian P : ; Akhir
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD
Pekerja Perempuan Belum
di lembaga Tercapai Tercapai
pemerintah
2. Persentase % 33;11 29,90 90,30 Belum 33.51 90,30 Belum
partisipasi Tercapai Tercapai
perempuan di
lembaga pemerintah
dan swasta
3: Rasio KDRT Rasio 0,004 0,157 (3.716) Belum 0,002 (7.631) Belum Tercapai/
Tercapai Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Urusan Pangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang

Pangan, yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatu yang berasal
dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun
tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota
memiliki kewenangan dalam sub wurusan penyelenggaraan
ketahanan pangan adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok
atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota
dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan
pada peningkatan Kketersediaan pangan, pemerataan distribusi
pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi
pangan yang aman beragam, bergizi dan seimbang, serta
meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam
mendukung ketahanan pangan. Selain ketersediaan pangan,
indikator lainnya adalah regulasi ketahanan pangan, upaya ini
dilakukan agar ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lingga
tetap terjaga dan tersedia.

Ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Lingga telah
mencapai 2.651 kkal/kap/hari, dan ketersediaan protein perkapita
mencapai sebesar 82,13 gram /kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan
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bahwa Ketersediaan energi telah melebihi standar sebesar 2200
Kkal/kap/hari. Ketersediaan protein juga telah melebihi standar
sebesar 57 gr/kap/hari. Ketersediaan pangan secara umum di
Kabupaten Lingga tergolong memadai, karena walaupun produksi
bahan pangan kurang, namun akses bahan pangan dari daerah lain
dan negara lain mudah diperoleh. Hal yang perlu diperhatikan dalam
pembangunan pangan di Kabupaten Lingga adalah terkait dengan
fluktuasi harga pangan.

Tabel 2.30

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Realisasi

i Satuan 016 2017 2018 2019

Ketersediaan energi
perkapita tahun

2 Ketersediaan protein gram/kap 152,7 | 137,0 | 136,9 | 82,13 | 82,13
perkapita / tahun

3 | Penanganan daerah rawan % NA NA NA 100 100
pangan

4 persentase pangan segar %o NA NA NA 100 80
asal tumbuhan yang aman

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja masih
TAD (tidak ada data). Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator
Kinerja Daerah Urusan Ketahanan Pangan terhadap target akhir
RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 % Status
Target

Kinerja Kinerja
Akhir Akhir
RPJMD RPJMD

Indikator Satuan Nareet: Canalth % Status Akhir
€ P Kinerja  Kinerja  RPJMD

Ketersedian % 104.8 105,6 -
Pangan Utama

2. | Regulasi Ada/ ada - - - ada - -
Ketahanan Tidak
Pangan

Sumber: Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021, 2021

4, Pertanahan
Kewenangan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam
Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah
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Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah,
serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang
lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah
tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8)
Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan
tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Secara
rinci capaian kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Lingga dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Indikator Satnan Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan koordinasi dan
administrasi bidang pertanahan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi
kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/
Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan
Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3)
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah
B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7)
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan
lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9)
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan
Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
tingkat kualitas lingkungan hidup di sebuah wilayah adalah Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH adalah salah satu cara untuk
mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas
lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk
membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah
dengan wilayah lain. IKLH di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
memiliki nilai yang relatif baik, yaitu sebesar 73,55 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 86,21. Capaian
tersebut didukung oleh capaian pembentuk IKLH, meliputi Indeks
Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Kabupaten Lingga tahun 2020
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sebesar 51,11 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,67;
IKU tahun 2020 sebesar 96,60 meningkat dari tahun 2019 sebesar
95,98; dan IKTL tahun 2020 sebesar 69,47 menurun dari tahun
2019 sebesar 93,56. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum
kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan dari tahun 2019.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu didukung
dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. RTH publik
merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah
kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
secara umum. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas
wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi
untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan
juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang
kelestarian air dan tanah. Kondisi ideal ketersediaan RTH masih
cukup jauh jika dibandingkan capaian RTH Publik milik Kabupaten
Lingga yang pada tahun 2020 baru mencapai 5,43%.

Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat di bidang
lingkungan hidup, capaian indikator Persentase penanganan
pengaduan lingkungan hidup yang tertangani/ teregistrasi sudah
mencapai 100%. Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap
ketentuan pengelolaan lingkungan, dilaksanakan pembinaan dan
pengawasan, terlihat dari capaian kinerja persentase izin lingkungan
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
dibina dan diawasi yang telah mencapai 100%. Dalam rangka
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup dilakukan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

Capaian pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lingga,
baik yang berada pada lingkup pengelolaan wilayah kabupaten
maupun sampah perkotaan masih berjalan dengan baik. Capaian
persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2020
baru mencapai 92,62% meningkat dibandingkan capaian tahun
2019 sebesar 61,14%. Tentunya perlu dioptimalkan untuk mencapai
kondisi ideal yaitu 100%.

Secara rinci capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020
Indikator Satuan i
2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Kualitas Lingkungan %

Hidup (IKLH)
2. | Indeks kualitas Air % - - -| 66,67 | 51,11
3. | Indeks kualitas Udara % - - - | 95,98 | 96,60
4. | Indeks kualitas Tutupan Lahan % - - -| 93,56 | 69,47
5. | Persentase dokumen % 100 100 100 100 100

perencanaan lingkungan hidup
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sesuai dengan ketentuan

6. | Persentase Luasan RTH publik % 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43
di kawasan perkotaan
7. | Persentase izin lingkungan dan % 75 80 85 90 100

ijin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
yang dibina dan diawasi
8. | Persentase penanganan % 100 100 100 100 100
pengaduan lingkungan hidup
yang tertangani/ teregistrasi
9. | Persentase sampah perkotaan % - -] 59,74 | 61,14 | 92,62
yang tertangani. 11.6.1.(a)
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1
indikator dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki
status sesuali.

Indikator dengan status melampaui yaitu persentase jumlah
desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R. Sedangkan
indikator dengan status sesuai yaitu indikator Penegakan hukum
lingkungan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
Daerah Urusan Lingkungan Hidup terhadap target akhir RPJMD
tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 terhadap Target Akhir

RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 % Status
Target

: p : Kinerja Kinerja
Indikator Satuan Target | Capning & L S_tatuls RAIJk;INl{D Akhir Akhir
inerja Kinerja RPJMD RPJMD
Persentase jumlah Telah
desa yang Melampaui
menangani
sampah dengan
prinsip 3R
2. Penegakan hukum % 100 100 100 Sesuai 100 100 Sesuai
lingkungan

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hak asasi
penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum.
Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk
membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid.
Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan
adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun
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disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan.
Perubahan tersebut merupakan perubahan yang mendasar di bidang
Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan
kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan
ketunggalan NIK. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten dalam
pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah meliputi 4 sub urusan, yaitu: Pendaftaran
Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan; dan Profil Kependudukan.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi
Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum
melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga perlu
berupaya salah satunya dengan melakukan pelayanan jemput bola
ke lembaga/sekolah melakukan perekaman bagi peserta didik wajib
KTP, termasuk menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang
berada di luar lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, Wajib KTP-
Elektronik lainnya yang perlu dijangkau dan difasilitasi kepemilikan
KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lingga, diantaranya seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, serta
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib
KTP-Elektronik Pemula di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
kembali mengalami peningkatan kendati masih rendah
dibandingkan capaian tahun 2018. Pada tahun 2018 adalah sebesar
82,63% menurun pada tahun 2019 menjadi 79,63%, akan tetapi
pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 81,59%.
Menurunnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh
meningkatnya jumlah masyarakat wajib KTP baru pada tahun 2019
dan masih menjadi backlog pada tahun 2020. Salah satu indikator
yang mendukung terhadap pencapaian kepemilikan KTP-elektronik
adalah perekaman KTP elektronik yang pada tahun 2020 mencapai
93,85%. Belum optimalnya capaian indikator ini disebabkan oleh
bertambahnya jumlah wajib KTP baru yang berimplikasi terhadap
jumlah wajib KTP yang harus dilayani dalam perekaman KTP.
Adapun cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk WNI telah
mencapai 100% pada tahun 2020.

Pemerintah mempunyai Program Percepatan Kepemilikan
Akta Kelahiran untuk mendorong Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melaksanakan
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berbagai upaya dan inovasi layanan. Kepemilikan akta kelahiran
membuktikan secara hukum keberadaan anak dalam suatu negara.
Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu
program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta
kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung
percepatan terkait cakupan kepemilikan akta kelahiran di daerah
dalam mencapai standar nasional terkait kepemilikan akta
kelahiran. Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di bawah
usia 18 tahun di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 sangat baik
karena mencapai lebih dari 96% pada tahun 2020. Capaian jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun
2019 sebesar 90%. Sementara itu cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada anak usia 0-5 tahun yang pada tahun 2019 telah
mencapai 99,03%, menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar
98,88%. Adapun cakupan kepemilikan dokumen kematian di
Kabupaten Lingga pada tahun 2019 telah mencapai 100%. Kondisi
ini berjalan sejak tahun 2015.

Terdapat sebanyak 10 atau 24% Perangkat Daerah yang
menggunakan data kependudukan, khususnya Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Hal ini menunjukkan bahwa interoperabilitas
data kependudukan di Kabupaten Lingga sudah sangat baik.

Tabel 2.35

Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

: Realisasi
i e Satuan o516 2017 2018 2019 2020
1. Persentase Kepemilikan KTP- % 85,48 | 74,30 | 82,63 | 79,63 81,59
Elektronik Bagi Penduduk
WNI Wajib KTP-Elektronik
2. Persentase anak usia 0-17 % NA NA | 25,44 | 69,78 77,85
tahun kurang 1 hari yang
memiliki KIA
3. Cakupan kepemilikan NIK % 100 100 100 100 100
pada semua penduduk WNI
4. Perekaman KTP Elektronik % 87,19 | 8892 | 91,39 | 91,82 93,85
5. Cakupan kepemilikan akta % 89,19 | 93,36 | 98,02 | 99,03 98,88
kelahiran pada anak usia 0-5
tahun
6. Cakupan kepemilikan akta % 60,51 | 87,42 | 94,99 | 96,79 97,56
kelahiran pada anak usia 0-
18 tahun
Z: Cakupan penerbitan akta % 100 100 100 100 100
kematian
8. Jumlah OPD yang telah % NA NA 24 24 24
memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama
9. Ketersediaan profil Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
kependudukan Tidak
10. | Pengelolaan Database Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
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Realisasi

i e e Satuan ;516 2017 2018 2019 2020
Kependudukan Terupdate Tidak

11. | Persentase penduduk yang % 100 100 100 100 100
memiliki kelengkapan
administrasi.

12. | Persentase Data Agregat %o 100 100 100 100 100
Penduduk

13. | Persentase Penduduk yang % 37,06 | 50,73 | 56,40 | 59,10 61,12

Memiliki Dokumen akta
kelahiran

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Indikator

Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode
Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja.
Ke- 2 indikator kinerja tersebut memiliki status sesuai yaitu
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk; dan Persentase
bayi berakte kelahiran. Selengkapnya hasil evaluasi capaian
indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Target

Satuan Tarzet o s % Status Akhir
& P Kinerja  Kinerja = RPJMD

Status
Kinerja

Akhir
RPJMD

Persentase 81,59 Belum 100 82 Sesuai
penduduk ber KTP Tercapai

per satuan

penduduk

Persentase bayi % 100 99,03 a9 Belum 100 99 Sesuai
berakte kelahiran Tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub
urusan, yaitu: Penataan Desa; Kerja sama Desa; Administrasi
Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum
Adat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
(LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran
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khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di
tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah
dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu
wilayah desa atau kelurahan. Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina
oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program
desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu maupun
program lainnya. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat
membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam
mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.
Persentase Lembaga Pedesaan yang aktif pada tahun 2020 hanya
sebesar 90%.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan
bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan
kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat
bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-
masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan
atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat.
Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di
tangan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara
hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam
tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-
alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat
berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya
uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat
diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara
hasil pembangunan dengan swadaya tenaga.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang
kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah
satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan
masyarakat. Kondisi cakupan sarana prasarana desa perlu
dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari
kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air
bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan
prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam
menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan
memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan
termarginal di desa. Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan
terhadap masyarakat, Pemerintah Desa diharapkan mampu
memberikan pelaporan yang baik kepada pemerintah. Pelaporan
tersebut dapat terjadi ketika desa memiliki administrasi
pemerintahan desa yang baik pula. Tercatat sebanyak 97% desa di
Kabupaten Lingga pada tahun 2019 telah mampu menyelenggarakan
administrasi pemerintahan desa yang baik. Namun ditahun 2020
ada penurunan menjadi 50,67%, hal tersebut karenakan proses
penilaian administrasi tidak dilakukan secara menyeluruh akibat
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adanya kegiatan pengalihan anggaran kegiatan ke penanganan
pandemi Covid-19.

Posyandu sebagai sarana pembinaan kesehatan anak
memiliki peran yang penting dalam pemantauan tumbuh kembang
anak. Kabupaten Lingga pada tahun 2020 memiliki 28,11%
posyandu aktif. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan
capaian tahun 2018 yaitu 12,71%. Rasio posyandu aktif di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 memiliki capaian 100, hal
tersebut memenuhi target yang hanya memiliki nilai sebesar 50.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah
adalah meningkatnya status desa tertinggal menjadi berkembang,
maju dan mandiri. Pada tahun 2020 terdapat 23 desa tertinggal di
Kabupaten Lingga. Kondisi yang sama ditunjukkan oleh capaian
persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Kabupaten Lingga Tahun 2016 hingga
tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.37

Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

Realisasi

Indikator Satuan

2016 2017 2018 2019 2020
1. Cakupan Sarana Prasarana % 97,33
Perkantoran Pemerintahan
Desa Yang Baik
2. Persentase Desa yang % 100 99 89 97 50,67
memiliki administrasi
pemerintahan desa yang baik
3. Rata-rata jumlah kelompok % 4,70 4,65 4,65 4,49 5,00
binaan PKK
4, Persentase PKK aktif Y% 100 100 100 100 100
5. Persentase Posyandu aktif % 34,86 | 34,27 12,71 28,11 33,69
6. Penurunan Jumlah Desa % 19 20 60 55 48

Tertinggal Menjadi Desa
Berkembang (Desa)

7. Jumlah Daerah Tertinggal % 56 55 15 20 23
(Kabupaten)

8. Persentase Pengentasan Desa Yo 33,92 | 36,36 | 37,40 | 36,80 37,29
Tertinggal

9, Persentase Lembaga %o 0 0 15 15 25
Ekonomi Pedesaan yang Aktif

10. | Persentase Kelompok TTG di % 95 96 98 98 98
Pedesaan

11. | Persentase Lembaga % 90 90 20 90 90
Pedesaan yang Aklif

12. | Indeks Desa Membangun Angka -] 0,6398 | 0,6236 0,6274

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021
dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Dari 2 indikator
kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 1
indikator memiliki status sesuai.
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Indikator dengan status melampaui yaitu Posyandu Aktif.
Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu indikator Persentase
PKK aktif. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap target
akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Target % Status
| Akhir Kinerja Kinerja
Indikator Satuan 2 2 % Status RPJM Akhir Akhir
arget Capaian g : . =
Kinerja Kinerja D RPJMD RPJMD
Persentase PKK % 100 Sesuai
aktifl
2. Posyandu Aktif Rasio 50 100 200 Telah 50 200 Melampaui

Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan urusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kewenangan kabupaten terbagi dalam 3 sub urusan, yaitu:
Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga
Sejahtera.

Unmet need di Kabupaten Lingga kategori rendah yaitu
4,44% dibandingkan dengan target nasional. Cakupan peserta KB
aktif di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebesar 72%, meningkat
dari tahun 2019 sebesar 71,80%. Kendati partisipasi masyarakat
dalam ber-KB belum optimal, akan tetapi rata-rata jumlah anak per
keluarga di Kabupaten Lingga relatif masih di bawah 2 anak per
keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Lingga
pada tahun 2020 adalah sebesar 1,2 atau 1 anak per keluarga.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi KB, dilakukan
pembinaan kesejahteraan keluarga melalui Tribina keluarga. Tribina
keluarga merupakan program pemberdayaan masyarakat yang
dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) dengan tujuan untuk memberikan wawasan
kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang
mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna
mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tri Bina memiliki tujuan
khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang
tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita
maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita,
perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan
motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi
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dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain., Selain
itu, Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap
memiliki produktivitas yang baik di lingkungan keluarga dan
masyarakat.

Tri Bina meliputi BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina
Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia). Cakupan
kepesertaan masyarakat anggota tribina dalam ber-KB sudah
optimal. Persentase kepesertaan KB pada masyarakat yang
mengikuti BKR dan BKL mencapai 100% sedangkan BKB mencapai
97,30%. Partisipasi peserta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dalam ber-KB pada tahun 2020 mencapai sebesar
73,39%, sedangkan Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber
KB sebesar 7,11%.

Tabel 2.39

Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian
Penduduk dan KB Tahun 2016-2020

: Realisasi
N 1ndixasok Satuan  ,516 2017 2018 2019 2020
1. Cakupan peserta KB aktif % 69,90 | 69,90 | 73,30 | 71,80 72
2. Unmet Need % 0,18 0,18 0,16 0,10 4 44
3. Rata-rata jumlah anak per anak 0,74 0,82 0,73 0,96 1,2
keluarga
4, Persentase peserta KB % 28 84 73 77 | 73,39
mandiri yang tergabung
dalam UPPKS
5. Persentase anggota BKB, % 45 0 47 67 7,11
BKR dan BKL yang ber KB

Sumber: Dinas Keschatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

9. Perhubungan

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3)
Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Sub urusan yang ditangani di
Kabupaten Lingga yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
pelayaran.

Kinerja Lintas dan Angkutan Jalan terutama dapat dilihat
dari kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Ratio di Jalan kabupaten).
Capaian tahun 2017 sebesar 2.000/817,14 atau 244,76%, kemudian
meningkat menjadi 318,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa
volume kendaraan telah melebihi kapasitas yang tersedia. Jumlah
Angkutan Darat pada tahun 2020 mencapai sebanyak 180 unit,
meningkat dari tahun 2016, yaitu sebanyak 60 unit. Jumlah
penumpang angkutan darat di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
hanya sebanyak 39.420 orang yang mengalami peningkatan dari
tahun 2016 yaitu 34.800 orang. Persentase prasarana keselamatan
jalan kondisi baik pada tahun 2020 baru mencapai 80%, stagnan
dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan persentase terminal yang
terkelola sesuai standar telah mencapai 100% dari tahun ke tahun.
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Terkait kelayakan angkutan umum, persentase angkutan umum
yang melakukan uji KIR baru mencapai sebesar 29,46% pada tahun
2020, menurun dari tahun 2016, yaitu sebesar 66,96%, dengan
jumlah Uji KIR Angkutan Umum sebanyak 150 kendaraan pada
2016, menjadi hanya 66 kendaraan pada 2020. Persentase pengguna
moda transportasi umum di wilayah kabupaten meningkat dari
73,84% pada 2016 menjadi 97,87% pada 2020.

Rasio Konektivitas Kabupaten masih rendah terkendala
wilayah Kabupaten Lingga yang berbentuk kepulauan, baru
mencapai sebesar 12,50% pada 2020. Angka tersebut meningkat
dari tahun 2016, yaitu sebesar 11,00%. Tentunya upaya
peningkatan konektivitas perlu ditingkatkan agar mampu
memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat di bidang
perhubungan. Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal yang ada di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sebanyak 109 unit, mengalami
peningkatan dari tahun 2016 berjumlah 91 unit. Jumlah angkutan
laut hanya 10 unit, dengan jumlah penumpang sebanyak 143.305
unit. Sementara itu, Persentase parkir tepi jalan umum yang dikelola
dengan baik pada tahun 2020 hanya mencapai 66,67%.

Perkembangan kinerja pelayanan perhubungan selengkapnya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.40

Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan
Tahun 2016-2020

Realisasi

sl i St REEEE 102 2017 2018 2019 2020

1. Persentase prasarana % 80 75 70 80 80
keselamatan jalan kondisi
baik

2. Persentase terminal yang Yo 100 100 100 100 100
dikelola sesuai standar

3. Persentase pengguna moda % 73,84 97,11 97,87 97,87 97,87
transportasi umum di
wilayah kabupaten.
11.2.1.(a)

4, Rasio Konektivitas % 11 13 13,50 12,50 12,50
Kabupaten/kota

S. Kinerja lalu lintas Ratio 1.700/ 2.000/ 2.200/ 2.600/ 2.600/
kabupaten/kota (V/C Ratio 817,14 817,14 817,14 817,14 817,14
di Jalan kabupaten / kota)

6. Jumlah Uji KIR Angkutan Unit 150 173 99 106 66
Umum

T Persentase kendaraan % 66,96 T,23 44,19 47,32 29,46
wajib KIR yang melakukan
uji KIR

8. | Jumlah Pelabuhan Unit 91 94 96 103 109
Laut/Udara/Terminal Bus

9. | Jumlah Angkutan laut Unit 7 4 9 9 10

10. | Jumlah Penumpang Orang 281.272 | 285.237 282.584 200.882 | 143.305
angkutan laut

11. | Jumlah Angkutan Darat Unit 60 120 150 180 180

12. | Jumlah Penumpang Orang 34.800 52.200 70.080 78.840 39.420
angkutan darat

13. | Persentase parkir tepi jalan % NA NA 88 66,67 66,67
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Realisasi

Indikator

2017 2018 2019
umum yang dikelola
dengan baik
Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pelaksanaan Urusan Perhubungan dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui S target
indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja terdapat 3 indikator
dengan status kinerja sesuai dan 2 indikator memiliki status Belum
Tercapai/Perlu Akselerasi.

Indikator dengan status sesuai vyaitu Jumlah Arus
Penumpang Angkutan Umum (bukan Plat Kuning); Jumlah
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus; dan Jumlah Penumpang
angkutan darat, sedangkan indikator dengan status belum tercapai/
perlu akselerasi yaitu indikator jumlah uji kir angkutan umum; dan
jumlah angkutan darat. Selengkapnya hasil evaluasi capaian
indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan terhadap target akhir
RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perhubungan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Y% Status
3 % Kinerja Kinerja
FaAMN X R ersit Cnislan: o Statos Akhir Akhir
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD
Jumlah Arus i
Penumpang Tercapai
Angkutan
Umum (bukan
Plat Kuning)

2 Jumlah Uiji KIR Unit 176 66 38 Belum 176 38 Belum
Angkutan Tercapai Tercapai/
Umum Perlu

Akselerasi

3. Jumlah Unit 121 109 90 Belum 121 90 Sesuai
Pelabuhan Tercapai
Laut/Udara/Te
rminal Bus

4. Jumlah Unit 478 180 38 Belum 478 38 Belum
Angkutan Tercapai Tercapai/
Darat Perlu

Akselerasi

5. Jumlah Orang 42.406 39.420 93 Belum 42.406 93 Sesuai
Penumpang Tercapai
angkutan darat

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

10. Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan
bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang
berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal 11-79



baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis
dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi,
segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif,
instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu,
semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat
ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile,
virtual, serta personal. Dengan demikian kecepatan kinerja akan
meningkat.

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan
informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu,
yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan
informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government) sangat penting
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya
dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta
dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai
amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia.

Berdasarkan  amanat Peraturan  Presiden  tersebut
penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat
erat kaitanya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi
daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tentang
satu data tersebut Pemerintah Kabupaten Lingga telah menyediakan
website utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan
website Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangannya
keberadaan website tersebut perlu adanya pengembangan mengingat
ketersediaan data tidak hanya diukur dari adanya website, namun
juga pengelolaan website yang harus terus dimutakhirkan dengan
data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan
mempermudah masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah
dalam pengambilan keputusan.

Ketersediaan infrastruktur TIK di Kabupaten Lingga perlu
mendapatkan perhatian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
secara menyeluruh, seperti sarana komunikasi yang tidak kalah
penting adalah radio/TV. Adanya alih minat masyarakat dari
radio/TV pada channel youtube atau media lain yang lebih mudah
diakses melalui smartphone, perlu menjadi perhatian khusus bagi
Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan akses pencapaian
informasi yang digunakan masyarakat. Tahun 2019 terdapat 51,11%
OPD yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan
oleh Dinas Kominfo, serta 83,33% layanan publik telah
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diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Pembangunan TIK di
Kabupaten Lingga memiliki tingkat kontribusi terhadap PDRB
mencapai 10.88% pada tahun 2020 atau meningkat dibandingkan
capaian tahun 2017 sebesar 8,70% (tahun 2019).

Salah satu kendala yang dialami oleh masyarakat di
Kabupaten Lingga adalah keterlayanan terhadap mobile broadband
atau layanan seluler. Pada tahun 2020 baru terdapat 39,45%
masyarakat yang telah dilayani layanan seluler. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa coverage wilayah Kabupaten Lingga belum
sepenuhnya mendapatkan jangkauan sinyal seluler yang
menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi. Hal inilah
yang menyebabkan Network Readiness Index (NRI) di Kabupaten
Lingga masih rendah. Pada tahun 2020 NRI Kabupaten Lingga baru
mencapai 41,56%.

Tabel 2.42

Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016-2020

: Realisasi
e PAREIAOT Satuan o516 2017 2018 2019 2020
1 Proporsi penduduk % 33,17 33,17 36,2 38,1 | 39,45
yang terlayani mobile
broadband
2. Proporsi individu % 32,2 32,2 38,3 38,1 | 39,45
yang menguasai/
memiliki telepon
genggam
3. Proporsi individu % 33,17 33,17 35,2 37,82 | 39,45
vang menggunakan
internet
4., Tersedianya Badan % 45 45 48 54 60
Publik yang
menjalankan
kewajiban
sebagaimana diatur
dalam UU No, 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
16,10,2,(a)
5. Tingkat penetrasi Y% 3,02 3,02 3,14 3,48 3,39
akses tetap pitalebar
(fixed broadband) di
Perkotaan dan di
Perdesaan, 17,6,2,(b)

6. Proporsi rumah % 57,83 57,83 58,6 59,13 | 63,78
tangga dengan akses
internet

T Persentase % 57.89 57,89 57,9 57,89 | 51,11

Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang
terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh
Dinas Kominfo

8. Persentase layanan % 70 70 80 81,82 | 83,33
publik yang
diselenggarakan
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No

; Realisasi
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
secara online dan

terintegrasi

Persentase %o 49,76 49,76 52 52,58 | 55,81
masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetahui
kebijakan dan
program prioritas
pemerintahan dan
pemerintah daerah
kabupaten /kota

10.

Proporsi rumah % 32,13 32,13 35.1 37,35 | 40,63
tangga yang memiliki
komputer pribadi

11.

Meningkatnya NRI % 30,39 30,39 33,9 37,86 | 41,56
(Network Readiness
Index) untuk
mengukur
bagaimana teknologi
khususnya teknologi
komunikasi dan
informasi (TIK) dapat
memberikan dampak
terhadap suatu

negara,

12.

Pertumbuhan PDB % 8,7 8,7 9,38 9,79 10,88
informasi dan

telekomunikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dalam
RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021
dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator
kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 2
indikator memiliki status sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu jumlah surat kabar
nasional/ lokal. Sedangkan indikator dengan status sesuai yaitu
indikator jumlah penyiaran TV/ radio lokal; dan jumlah pelaksanaan
pameran/expo. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator
Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika terhadap target
akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Target Yo Status
Indikator Satuan . Status Akl gl - iacle
Target Capaian : 5 i > Akhir Akhir
Kinerja Kinerja RPJMD RPJMD RPJMD
Jumlah Surat
Kabar Nasional/ Melampaui
Lokal
Jumlah Jumlah 8 8 100 Sesuai 10 80 Sesuai
Penyiaran TV/
Radio Lokal
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Jumlah Jumlah 5 = 80 Belum - 100 Sesuai
pelaksanaan kali Tercapai
pameran/expo

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memiliki 7 sub wurusan yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Tujuan sub urusan
tersebut, yaitu (1) izin usaha simpan pinjam; (2) pengawasan dan
pemeriksaan; (3) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi; (4)
pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (5) pemberdayaan dan
perlindungan koperasi; (6) pemberdayaan usaha menengah, usaha
kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan (7) pengembangan UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi
memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Koperasi/KUD yang diikuti peningkatan koperasi
aktif dan sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus
tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya
kemandirian masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah
yang mandiri dan berdikari. Persentase koperasi aktif di Kabupaten
Lingga pada tahun 2020 mencapai 52,14%. Kondisi ini menurun
dibandingkan capaian tahun 2017 yang mencapai 60%. Menurunnya
capaian kinerja tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa
koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
semenjak tahun 2017 sehingga berkontribusi terhadap menurunnya
persentase koperasi aktif. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan
koperasi aktif lebih disebabkan oleh rendahnya kemampuan
manajerial dari pengurus koperasi, antara lain keterbatasan di
bidang permodalan; daya saing lemah; Rendahnya kesadaran
berkoperasi pada anggota; dan Kemampuan tenaga profesional
dalam pengelolaan koperasi

Peningkatan jumlah UKM akan mendorong tumbuhnya
lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong
pergerakan roda perekonomian daerah. Jumlah usaha mikro yang
mengalami peningkatan status di Kabupaten Lingga pada tahun
2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020
persentase Usaha Mikro menjadi wirausaha mencapai 42,59%.
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Terjadinya penurunan kualitas UMKM disebabkan oleh ketersediaan
modal yang dimiliki oleh UMKM serta kemampuan pelaku untuk
mengelola UMKM yang rendah. Pelaku UMKM yang mampu
mengakses permodalan kepada layanan keuangan pada tahun 2020
menurun dibandingkan capaian tahun 2018 dari 25,69% menjadi
25,45%.

Kondisi capaian kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.44

Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2016-2020

7 Realisasi
0 AT Seten  vg0Xe 2017 2018 2019 2020
) i Jumlah KSP Unit 4 4 4 4 4
2 Persentase koperasi aktif % 56 60 7,7 52,14 52,14
3. Persentase koperasi yang % 11,40 11,36 12,50 5,67 10,06
berkualitas
4. Persentase BPR/LKM aktif % 1 1 1 1 1
5. Meningkatnya usaha % 29,74 31,1 44,01 42,59 42,59
mikro yang menjadi
wirausaha
6. Persentase akses UMKM % 22,48 27,04 25,69 25,45 25,45
(Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah) ke layanan
keuangan
7. Proporsi kredit UMKM % 20,01 20,07 19,67 19,45 19,45
terhadap total kredit
8. Jumlah UKM jumlah 3.469 2.958 2.958 2.958 2.958

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, 2021

Pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021
dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator
kinerja terdapat 1 indikator dengan status kinerja melampaui dan 2
indikator memiliki status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status melampaui yaitu persentase usaha
mikro dan kecil. Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/
perlu akselerasi yaitu persentase koperasi aktif; dan jumlah UKM.
Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap target akhir
RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Persentase % 70 52,14 74,49 Belum 90 57,93 Belum Tercapai/
koperasi aktif Tercapai Perlu Akselerasi
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Persentase % 50 98,24 196 Telah 60 164 Melampaui

Usaha Mikro Melampaui

dan kecil

Jumlah UKM | jumlah | 3510 2.958 84,27 Telah 3550 83,32 Belum Tercapai,/
Melampaui Perlu Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

12. Penanaman Modal
Menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah

penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel
pendukung yang sangat penting. Kehadiran investor baik
internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan
modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output,
penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan
multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Rasionalnya
semakin banyak nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) maka semakin
menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki
daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan
investasinya di daerah.

Jumlah investor berskala nasional dapat menunjukan
terdapat potensi-potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten
Lingga sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah
Kabupaten Lingga dalam penyelenggaraan urusan penanaman
modal. Pada tahun 2020, nilai investasi naik menjadi
Rp.599.882.924.323 dari tahun 2018, yaitu Rp3.000.000.000.
Percepatan waktu/proses perijinan menjadi hal yang perlu terus
dilakukan inovasi, agar pelayanan lebih cepat, sehingga akan
menarik minat investor dalam berinvestasi. Lama proses perizinan di
Kabupaten Lingga yaitu 1 hingga 30 hari; Indeks Kepuasan
Masyarakat (perizinan) sebesar 83,15%, meningkat dari tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 82,91%; Jumlah PMA dan PMDN yang
menanamkan modal pada 2020 sebanyak 2 PMA/PMDN, meningkat
dari tahun 2017 yang hanya terdapat 1 PMA/PMDN; sementara itu,
Persentase proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP
menurun, dari sebesar 100% pada 2016, menjadi 80,42% pada
tahun 2020; sejalan dengan indikator Persentase proses perizinan
dan non perizinan sesuai dengan SOP, indikator Persentase izin yang
diterbitkan juga mengalami penurunan dari sebesar 100% pada
2016, menjadi 80,42% pada tahun 2020.

Jumlah Rencana Proyek Investasi di Kabupaten Lingga
meningkat dari 2 rencana proyek investasi pada 2017, menjadi 8
rencana proyek pada 2020; Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi
PMDN pada tahun 2020 sebesar 7,74 1%. Sementara Persentase jenis
pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi pada
tahun 2020 sebesar 3,16%. Capaian kinerja urusan penanaman
modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.46

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Tahun 2016-2020

Satuan

Realisasi

2016

2017

2018

2019

Jumlah nilai
investasi
(PMDN/PMA)

Rp

NA NA

3.000.000.000

4.472.600.000

2020
599.882.924.323

Lama proses
perijinan

Hari

NA NA [ 1s/d 30

Hari

1 s/d 30 Hari

1 s/d 30 Hari

Indeks Kepuasan
Masyarakat
(perijinan)

Y%

NA NA

NA

82,91

83,15

Jumlah PMA dan
PMDN yang
menanamkan modal
di daerah

PMA/
PMDN

NA NA

Persentase proses
perizinan dan
nonperizinan sesuai

dengan SOP

%

100 90,66

96,30

92,60

80,42

Jumlah Rencana
Proyek Investasi

Proyek

NA NA

Persentase izin yang
diterbitkan

%

100 90,66

96,30

92,60

80,42

Kenaikan/penuruna
n Nilai Realisasi
PMDN (milyar
rupiah)

%

NA NA

NA

NA

7,741

Persentase jenis
pelayanan perijinan
yang terintegrasi
dalam sistem
informasi

%

NA NA

NA

NA

3,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dalam RPJMD

Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 1
indikator dengan status kinerja sesuai dan 2 indikator memiliki
status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA). Sedangkan indikator dengan status belum
tercapai/ perlu akselerasi yaitu kenaikan/penurunan nilai realisasi
PMDN (milyar rupiah); dan jumlah nilai investasi PMA dan PMDN.
Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Penanaman Modal terhadap target akhir RPJMD tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.47

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

1; Jumlah Investor Unit 3 2 67 Belum 2 100 Sesuai
berskala Tercapai
nasional
(PMDN/PMA)

2. Kenaikan/penu Rp 700.000. | 4.472.600 1 Belum 400.000. 1 Belum
runan Nilai 000.000 .000 Tercapai 000.000 Tercapai/
Realisasi PMDN Perlu
(milyar rupiah) Akselerasi

3 Jumlah nilai Rp 700.000. | 4.472.600 1 Belum 700.000. 1 Belum
investasi PMA 000.003 .000 Tercapai 000.007 Tercapai/
dan PMDN Perlu

Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

13. Kepemudaan dan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub
urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga.
Ketiga sub wurusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2)
Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Dalam RPJMD Kabupaten
Lingga tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Kepemudaan dan
Olahraga diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu:
Cakupan pembinaan olahraga; Cakupan Pelatih yang bersertifikasi;
Cakupan pembinaan atlet muda; Persentase organisasi pemuda yang
aktif; Persentase wirausaha muda; Jumlah Lapangan Olahraga;
Rasio Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk; Persentase prestasi
pemuda tingkat provinsi dan nasional; Persentase prestasi olahraga
tingkat provinsi dan nasional; Cakupan sarana dan Prasarana
Olahraga (gedung dan lapangan); Jumlah Prestasi Olahraga (medali
emas, perak, dan perunggu); Jumlah atlet berprestasi; Meningkatnya
budaya dan prestasi olahraga; Persentase penduduk berumur 10
tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir;
Persentase organisasi kepramukaan yang terbina.

Berkaitan dengan kepemudaan tahun 2020-2030 Indonesia
berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari
bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif
yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki
peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity,yaitu
dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.
Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan
iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses
negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari
penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi.
Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan
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memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan
kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan
informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan,
dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan
iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang
ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan,
olahraga.

Status keberhasilan pembangunan kepemudaan dan
olahraga dapat dilihat dari prestasi olahraga, organisasi kepemudaan
yang memegang peran penting dalam mengukuhkan fungsi pemuda
sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial sehingga
diperlukan fasilitasi organisasi kepemudaan untuk meningkatkan
patriotisme, partisipasi, dan peran aktif pemuda. Termasuk
wirausaha muda yang bertujuan untuk mencetak pemuda yang
berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan
pembangunan kepemudaan, serta Prasarana dan sarana olahraga
yang memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Tahun 2020, capaian indikator Cakupan pembinaan olahraga
sebesar 0,38%, meningkat dari sebesar 0,19% pada tahun 2016,
dengan Cakupan Pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2020
sebesar 0,33%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,19%; Cakupan
pembinaan atlet muda meningkat dari sebesar 0,30% pada tahun
2016 menjadi 0,71% pada tahun 2020; Jumlah Lapangan Olahraga
meningkat dari sebanyak 19 Lapangan menjadi 25 lapangan
olahraga, dengan Rasio Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk
sebesar 2,11 pada tahun 2016, meningkat menjadi 2,41; Cakupan
sarana dan Prasarana Olahraga meningkat dari 1 gedung olahraga
pada tahun 2016 menjadi 2 gedung olahraga, dengan jumlah sarana
lapangan olahraga sebanyak 25 lapangan pada tahun 2020. Jumlah
tersebut meningkat dari tahun 2016, yaitu 19 lapangan; pada tahun
2016, Prestasi Olahraga Kabupaten Lingga sebanyak 51 medali,
menjadi 137 medali pada 2020, dengan Jumlah atlet berprestasi
sebanyak 120 orang pada tahun 2016, meningkat menjadi 200 orang
pada tahun 2020. Pada indikator meningkatnya budaya dan prestasi
olahraga, sebesar 35% penduduk berumur 10 tahun ke atas yang
melakukan olahraga selama seminggu terakhir. Angka tersebut
meningkat dari tahun 2016, yaitu sebesar 27%.

Sementara itu dari sisi kepemudaan, Persentase organisasi
pemuda yang aktif pada tahun 2016 sebesar 0,294% meningkat
pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,471; Persentase wirausaha muda
pada tahun 2020 sebesar 0,083%, meningkat dari tahun 2016, yaitu
sebesar 0,075%; dan dari sisi Kepramukaan, Organisasi
kepramukaan yang terbina pada 2020 sebanyak 2 organisasi,
dimana angka tersebut adalah sama dengan tahun-tahun
sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.48

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2016-2020

Realisasi
No Indikator Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1. | Cakupan pembinaan % 0,19 0,35 0,35 0,35 0,38
olahraga

2. | Cakupan Pelatih yang % NA NA 0,19 0,22 0,33
bersertifikasi

3. Cakupan pembinaan atlet % NA 0,30 0,40 0,58 0,71
muda

4. | Persentase organisasi % NA| 0,294 | 0,471 | 0,471 0,471
pemuda yang aktif

5. | Persentase wirausaha % NA | 0,075 | 0,078 | 0,080 0,083
muda

6. | Jumlah Lapangan Jumlah 19 19 19 25 25
Olahraga

7. | Rasio Lapangan Olahraga Jumlah 2,11 2,00 1,83 2,41 2,41
per 10.000 penduduk

8. | Cakupan sarana dan Gedung 1 1 2 2 2
Prasarana Olahraga

9. | Cakupan sarana dan Lapangan 19 19 19 25 25
Prasarana Olahraga

10. | Jumlah Prestasi Olahraga Medali 51 73 106 137 137

11. | Jumlah atlet berprestasi Orang 120 132 162 200 200

12. | Meningkatnya budaya dan
prestasi olahraga:
a. Persentase penduduk % 27 30 33 35 NA
berumur 10 tahun
ke atas yang melakukan
olahraga selama seminggu
terakhir

13. | Persentase organisasi % 2 2 2 2 2
kepramukaan yang terbina

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam
RPJMD Kabupaten Lingga pada
dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja. Ke-2 indikator
kinerja tersebut memiliki status sesuai yaitu jumlah lapangan
olahraga; dan rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk.
Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga terhadap target akhir RPJMD
tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

periode Tahun 2016-2021

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Jumlah Jumlah 25 25 Telah
Lapangan Melampaui
Olahraga
Rasio Jumlah 2,45 241 98 Belum 2,45 98 Sesuai
Lapangan Tercapai
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Olahraga per
10.000
penduduk

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

14. Statistik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi
kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral.
Dalam RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2016-2021 capaian kinerja
urusan statistik diukur berdasarkan indikator ketersediaan
dokumen statistik Buku kabupaten dalam angka, Buku PDRB
(Produk Domestik regional Bruto), data statistik ekonomi kreatif dan
data statistik pariwisata. Seluruh dokumen tersebut tersedia setiap
tahunnya dan diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Lingga.

Selain tersedia, indikator penting dalam menilai pelaksanaan
urusan statistik di Kabupaten Lingga adalah interoperabilitas dari
data tersebut yang ditandai dengan Persentase Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang
menggunakan data  statistik dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah. Capaian kedua indikator pada tahun 2019
mencapai 86,36%. Meningkat signifikan dibandingkan capaian
tahun 2017 yang masing-masing sebesar 46,59% dan 19,32%.
Berikut disajikan capaian kinerja pada urusan Statistik Kabupaten
Lingga.

Tabel 2.50
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

5 Realisasi
Judien 2017 2018 2019
1: Persentase konsumen Badan % NA | 98,85 100 100
Pusat Statistik (BPS) yang
merasa puas dengan kualitas
data statistik. 17.18.1.(a)

2. Tersedianya sistem data dan Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
statistik yang terintegrasi Tidak

3. Buku "kabupaten dalam Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
angka” Tidak

4. Buku "PDRB” (Produk Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
Domestik regional Bruto) Tidak

5. Persentase Organisasi % NA | 46,59 | 50,00 | 86,36 87

Perangkat Daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik
dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah

6. Persentase OPD yang % NA | 19,32 | 21,05 | 86,36 87
menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2021

Pelaksanaan Urusan Statistik dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target
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Indikator

indikator kinerja. Ke-2 indikator kinerja tersebut memiliki status
sesuai yaitu Buku Kabupaten Dalam Angka; dan Buku PDRB
Kabupaten. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
Daerah Urusan Statistik terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-
2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Statistik Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Target %
Akhir Kinerja

L+
T Target Capaian P S_tatu.s RPJM Akhir
Kinerja Kinerja

D RPJMD

Status
Kinerja
Akhir
RPJMD

Buku ada/tidak Ada Ada 100 Telah Ada 100 Sesuai
Kabupaten Melampaui

Dalam Angka

Buku PDRB ada/tidak Ada Ada 100 Telah Ada 100 Sesuai
Kabupaten Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

15.

16.

Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi
kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk
pengamanan informasi. Pembangunan urusan Persandian sampai
dengan tahun 2020 belum dilaksanakan, sehingga belum bisa
disajikan capaian kinerjanya.

Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam
masyarakat harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya
merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan
kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini
perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri
sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan
dan pengembangan kebudayaan yang ada. Urusan kebudayaan
sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah
Kabupaten Lingga. Kewenangan kabupaten dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi dalam
5 sub urusan meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah,
cagar budaya, dan permuseuman.

Budaya merupakan hasil karya yang berasal dari pemikiran
manusia yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu benda
(tangible) dan tak benda (intangible). Kinerja pembangunan pada
urusan Kebudayaan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat
dilihat melalui 8 indikator yaitu Persentase karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi yang cenderung menurun yaitu dari
sebesar 100,00% pada tahun 2016 kemudian menurun menjadi
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sebesar 41,49% pada tahun 2020; persentase grup kesenian
tradisional yang dibina cenderung meningkat yaitu dari sebesar
30,16% menjadi 31,58%; persentase benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan cenderung meningkat dari sebesar 99,54%
menjadi sebesar 99,95%; terlestarikannya cagar budaya cenderung
meningkat yaitu dari sebesar 0,00% menjadi sebesar 31,53%; jumlah
kunjungan museum meningkat dari sejumlah 3.757 jiwa menjadi
7.775 jiwa; jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dari
semula 4 kegiatan menjadi 30 kegiatan; persentase sanggar seni
aktif meningkat dari sebesar 30,16% menjadi sebesar 43,42%; dan
persentase organisasi Budaya yang berkategori maju juga meningkat
dari sebesar 0,00% menjadi sebesar 38,18%. Selengkapnya dapat

dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020
Indikator Satuan BRI
2016 2017 2018 2019 2020

Persentase karya budaya
yang direvitalisasi dan
inventarisasi

2 Persentase grup % 30,16 | 21,13 | 28,17 | 28,38 31,58
kesenian tradisional
vang dibina

3. Persentase Benda, Situs % 99,54 | 99,44 99,78 | 99,93 99,95
dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan

4. Terlestarikannya Cagar % 0,00 0,00 0,00 | 31,53 31,53
Budaya

5. Jumlah Kunjungan Jiwa 3.757 | 6.856 6.878 7.299 b ar )
Museum

6. Jumlah penyelenggaraan | Kegiatan 4 11 7 43 30
festival seni dan budaya

T Persentase sanggar seni % 30,16 | 36,51 44,44 | 45,31 43,42
yang aktif

8. Persentase Organisasi % 0,00 | 20,75 | 26,42 | 36,36 38,18
Budaya yang Berkategori
Maju

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target
indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator
dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status
sesuai.

Indikator dengan status melampaui yaitu jumlah
penyelenggaraan festival seni dan budaya; dan benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sedangkan indikator
dengan status sesuai yaitu Jumlah karya budaya yang direvitalisasi
dan inventarisasi. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator
Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan terhadap target akhir RPJMD
tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Jumlah

penyelenggaraa
n festival seni
dan budaya

Tabel 2.53

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kebudayaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

3 30,00

1.433

Telah 3
Melampaui

1.000

Melampaui

Jumlah karya
budaya yang
direvitalisasi
dan
inventarisasi

% 52,17 41,49 Belum

Tercapai

52,17 80

Sesuai

Benda, situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
dilestarikan

Yo 99,08 99,95 101 Telah

Melampaui

99,08 101

Melampaui

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

17.

Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari
peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban
dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan
yang dimiliki. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan
kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan
memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran
membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib
dilakukan di wilayah Kabupaten Lingga dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi sub
urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan
naskah kuno. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja
urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 2.54.

Capaian pada indikator Jumlah perpustakaan, pada tahun
2020 terdapat 37 perpustakaan di Kabupaten Lingga. Jumlah
tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2 perpustakaan,
dibanding tahun 2019 sebanyak 35 perpustakaan; Penurunan yang
sangat drastis dapat terlihat pada jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun di Kabupaten Lingga. Pada 2019, jumlah pengunjung
perpustakaan sangat tinggi, yaitu sebanyak 7.128 orang, dan pada
2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 5.178 orang,
menjadi hanya sebanyak 1.950 orang pengunjung perpustakaan;
Pada tahun 2020, Jumlah koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah Kabupaten Lingga tidak berubah dari tahun
2019, yaitu sebanyak 7.899 buku.
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Tabel 2.54
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Tahun 2016-2020
e P Satuan 3016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
j i Rasio Rasio 0,2537 | 0,2647 | 0,3408 | 0,3335 | 0,3559
perpustakaan
persatuan
penduduk
2. Jumlah rata-rata Orang 4911 4.190 3.780 7.128 1.950
pengunjung
perpustakaan/
tahun
3. Jumlah buku Buku 20.131 | 27.172 | 27.172 | 31.117 | 31.117
perpustakaan
4. Jumlah Buah 26 27 35 35 37
perpustakaan
5: Jumlah Orang 4911 4.190 3.780 7.128 1.950
pengunjung
perpustakaan per
tahun
6. Koleksi buku yang jumlah 0,30 0,26 0,26 0,25 0,25
tersedia di koleksi
perpustakaan
daerah
7 Jumlah Perpustakaan 1 2 3 6
perpustakaan Sekolah Yang
sekolah yang Dibina
dibina
8. Jumlah Perpus 1 3 5 11 14
Perpustakaan Yang Sekolah/
Diberdayakan TBD/TBM/
Perpus, Kec/
Perpus. Kab
9. Jumlah Orang 0 0 0 0
Pustakawan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target
indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator
dengan status kinerja melampaui dan 1 indikator memiliki status
Belum Tercapai/ Perlu Akselerasi.

indikator dengan status melampaui yaitu jumlah
perpustakaan; dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah. sedangkan indikator dengan status belum tercapai/ perlu
akselerasi yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.
Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Perpustakaan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-
2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.55

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Urusan Perpustakaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

Tahun 2016-2021

Jumlah buah 2 37 1.850 Telah 2 1.850 Melampaui
perpustakaan Melampaui

Jumlah orang 5.522 1.950 35 Belum 5522 35 Belum
pengunjung Tercapai Tercapai/
perpustakaan Perlu
per tahun Akselerasi
Koleksi buku jumlah 2.700 7.899 293 Telah 2700 293 Melampaui
yang tersedia di buku Melampaui

perpustakaan

daecrah

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

18. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan
di wilayah Kabupaten Lingga dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan
pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta
perizinan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam
pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip
digital, pengelolaan arsip pada masing-masing perangkat daerah
serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai.
Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga
harus menjadi perhatian. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56

Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

Realisasi ;
e - Satuan 2516 [2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Persentase pengelolaan % 11;:5 11 12,82 2,63 | 29,27
arsip secara baku
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021
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2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub
urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Potensi
perikanan yang dimiliki Kabupaten Lingga mencakup perikanan
tangkap, perikanan budidaya di tambak maupun produksi
perikanan di kolam. Kabupaten Lingga merupakan Kabupaten yang
memiliki potensi hasil kelautan yang sangat besar. Hal ini
disebabkan oleh luas wilayah laut di Kabupaten Lingga mencapai
99% dari total luas wilayah di Kabupaten Lingga. Luas wilayah laut
di Kabupaten Lingga mencapai 209,654 km2 sedangkan luas wilayah
darat mencapai 2.117,72 km?2.

Selain memiliki luas wilayah laut yang luas, produksi
perikanan tangkap di Kabupaten Lingga juga cukup tinggi. Tingkat
produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
mencapai 33.358 ton sedikit menurun dibandingkan capaian tahun
2016 yaitu 33.697 ton; Pada tahun 2020 total produksi perikanan
budidaya di Kabupaten Lingga hanya mencapai 42,50 ton, menurun
drastis dibandingkan capaian tahun 2016 yang mencapai tahun
97,98 ton; Penurunan juga terjadi pada tingkat konsumsi ikan di
Kabupaten Lingga, dimana pada tahun 2016 tingkat konsumsi ikan
masyarakat sebesar 53,17% menjadi 51,15% pada 2020.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis
yang aman di Kabupaten Lingga tahun 2019 mengalami peningkatan
dibanding tahun 2016, yaitu dari 50,44% menjadi 54,11; Cakupan
bina kelompok nelayan pada tahun 2016 sebesar 70,00% menurun
menjadi 57,81% pada tahun 2020; kemudian tingkat cakupan bina
kelompok pembudidaya ikan meningkat dari tahun 2016 sebesar
20,00% menjadi 46,30% pada tahun 2020; Produksi perikanan
kelompok nelayan sebesar 0,74 pada 2016 meningkat pada tahun
2020 menjadi sebesar 3,73%; serta jumlah produksi hasil olahan
ikan Kabupaten Lingga pada 2020 adalah sebesar 84,73 ton per
tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016-2020

Realisasi

No Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
1. | Jumlah Produksi ton 33.794,98 | 33.879,99 | 33.869,20 | 36.254,02 | 33.778,50

Perikanan Budidaya

dan Perikanan Tangkap
2. | Perikanan Tangkap ton 33.697 33.785 | 33.774,60 36.150 33.358
3. Perikanan Budidaya ton 97,98 94,99 94,60 104,02 42,50
4. Produksi benih ikan ekor NA NA NA 3.000 30.490
5. | Tingkat konsumsi ikan kg/kap/ 53,72 53,25 47,86 53,25 51,15

th
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Realisasi ]
e ot Satun | 901 2017 | 2018 | 2019 2020
6. | Proporsi tangkapan % 50,44 50,57 50,56 54,11 54,11
ikan yang berada
dalam batasan biologis
yang aman
s Cakupan bina % 70,00 61,76 0,00 31,48 57,81
kelompok nelayan
8. | Tingkat Cakupan bina % 20 10 40 36,67 46,30
kelompok pembudidaya
ikan
9. | Produksi perikanan % 0,74 2,52 3,26 3,73 3,73
kelompok nelayan
10. | Konsumsi ikan % 53,72 53,72 53,25 53,45 51,15
11. | jumlah produksi hasil ton per NA NA NA NA 84,73
olahan ikan tahun

Sumber: Dinas Perikanan, 2021

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 3 target indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2
indikator dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki
status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu produksi perikanan
tangkap; dan konsumsi ikan. Sedangkan indikator dengan status
belum tercapai/perlu akselerasi yaitu produksi perikanan budidaya.
selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan terhadap target akhir RPJMD tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 terhadap
t Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

} ¢ Produksi
Perikanan
e Perikanan ton per | 42.498,24 | 33.358,34 78 Belum 42.498,24 78 Sesuai
Tangkap tahun Tercapai
e Perikanan ton per 108,27 42,5 39 Belum 108,27 39 s ch[mpe ;
2 = rca; 1 riu
Budidaya tahun Tercapai presss g
2. Konsumsi Kg/ 52,89 51,15 97 Belum 52,89 97 Sesuai
ikan Kapita Tercapai
Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021
2. Pariwisata
Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang

promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/objek wisata yang
berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam
pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata,
destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk
senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor,
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sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang
sinergis dalam menarik wisatawan, tidak terkecuali budaya/seni
tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan
prasarana lebih lanjut.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lingga pada
tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun
2020 hanya terdapat 13.490 orang wisatawan nusantara dari tahun
2019 sebanyak 25.413 orang, sedangkan wisatawan mancanegara
tahun 2020 hanya 173 orang dari tahun 2019 sebanyak 1.057
orang. Sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PAD
sebesar 0,07%. Penurunan kinerja sektor pariwisata dipengaruhi
oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020.

Secara rinci, capaian kinerja urusan pariwisata tahun 2016-
2020 Kabupaten Lingga bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.59
Perkembangan Capaian Kinerja

Urusan Pariwisata Tahun 20 16-2020_

Realisasi
s | TRt Satuan 7576 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
s 3 Jumlah wisatawan Orang 326 935 664 1057 173
mancanegara
2. Jumlah kunjungan Orang 32.611 | 36.616 | 43.718 | 25.413 | 13.490
wisatawan nusantara
3. Kontribusi sektor % 0,08 0,05 0,08 0,07 0,07
pariwisata terhadap
PAD

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target
indikator kinerja. Dari 2 indikator kinerja terdapat 1 indikator
dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki status belum
tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu Kunjungan wisata.
Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi
yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. selengkapnya
hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.60

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pariwisata Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Kunjungan 18.134 64 Belum

wisata Tercapai

Kontribusi % 9,01 2,10 23 Belum 9,01 23 Belum
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scktor
pariwisata

terhadap PDRB

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

3. Pertanian

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub
urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi
cukup besar dalam PDRB Kabupaten Lingga. Kontribusi PDRB
sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Lingga
pada tahun 2020 mencapai 21,98%, menurun dibandingkan tahun
2016 yang mencapai 22,33%. Sub sektor tanaman bahan makanan
sebagai salah satu sub sektor pada sektor pertanian mencakup
tanaman padi, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi Gabah Kering Giling
(GKG) pada tahun 2020 mencapai 216,94 ton, atau setara beras
137,82 ton. Produksi dari tanaman sayur-sayuran pada tahun 2020
mencapai 21.948,16 kuintal. Produksi tertinggi didominasi oleh
kangkung yakni sebesar 4.051,90 kuintal. Produksi perkebunan
karet dan kelapa pada tahun 2020 mencapai 8.273,2 ton. Produksi
tertinggi didominasi oleh karet sebesar 4.177,09 ton.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan pertanian dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Perkembangan Capaian Kinerja

Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

Tercapai Tercapai/

Akselerasi

N Indikator | Satwan |5 e T 5017 | 2018 | 2019 | 2020

1 Kontribusi sektor % 23,66 | 22,33 | 22,04 | 21,92 21,98
pertanian/perkebunan
terhadap PDRB

2, Kontribusi sektor pertanian % 0,09 | 0,08 0,08 | 0,09 0,10
(palawija)
terhadap PDRB

3. Kontribusi sektor perkebunan % 7,43 7,16 | ,6,90 6,54 7,46
(tanaman keras) terhadap
PDRB

4. Produktivitas padi atau bahan | Ton/ Ha | 0,22 | 0,65 177 2,0
pangan utama lokal lainnya
per hektar

3. Persentase gangguan % 72 40 | 60,45 | 60,05
Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) yang
tertangani

6. Persentase penurunan % NA NA NA | 13,64 48,02
kejadian dan jumlah kasus
penyakit hewan menular

7 Cakupan bina kelompok % 77,57 | 46,69 | 77,33 | 50,46 15,78
petam

8, Kontribusi sektor pertanian % NA NA NA | 21,92 21,98

terhadap PDRB
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- : Realisasi ;

B oty Satuan | 5516 | 2017 | 2018 | 2019 | 2030

9, Tingkat produktivitas ton/ha 1 1 1 1,03 1,25
pertanian kelapa kelapa

Kontribusi
sektor
pertanian
terhadap
PDRB

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Pertanian dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target
indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD sesuai, yaitu
indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Selengkapnya
hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.:

Tabel 2.62
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Pertanian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Sesuai

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan
untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan
pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi
harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan
ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong
pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam
pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah
untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang
sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumber
daya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan
mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi
pasar global. Terdapat 95 produk lokal yang telah dipasarkan di
wilayah Kabupaten Lingga. Tingkat penggunaan produk dalam
negeri dalam konsumsi rumah tangga di Kabupaten Lingga
mencapai 90% dari total konsumsi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Lingga terus melaksanakan penataan
pasar dan PKL. Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
(layak) mencapai sebesar 90% pada tahun 2020, meningkat dari
tahun 2019 sebesar 85%. Jumlah lokasi sentra PKL di Kabupaten
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Lingga yang dibina sejak tahun 2016-2020 mencapai 9 lokasi.
Cakupan pedagang kaki lima yang ditata dan diberdayakan
mencapai 95%. Selain itu dalam rangka pengendalian harga dan
pengawasan produk pasar beredar dilakukan pengawasan.
Persentase pasar rakyat yang terpantau harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting mencapai 100%. Persentase produk layak
edar dan layak konsumsi yang terawasi sebesar 95%.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten
Lingga Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

| Tahun 2016-2020
No. Indikator Satuan Roalivesi 5

- 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
L Cakupan produk lokal Yo 25 95 95 95
yang dipasarkan

2 Persentase produk layak Yo 95 95 95 95 95
edar dan layak konsumsi
yang terawasi

3. Cakupan pasar yang % 70 95 95 95 a5
baik/cakupan pedagang
kaki lima yang ditata dan
diberdavakan

4, Persentase pemakaian % 90 a0 90 90 90
produk dalam negeri
dalam konsumsi rumah
tangga

5. Nilai ekspor bersih Rp NA NA NA NA | 151.211.760.000
perdagangan

6. Persentase pelaku usaha % 70 70 80 90 95
yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP, pusat
perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP, toko
swalayan)

4 Persentase pasar rakyat % 80 80 85 85 90
yang memenuhi
persyaratan (layak)

8. Persentase pasar rakyat % 80 80 95 95 95
yang terpantau harga
barang kebutuhan pokok
dan barang penting

9. Persentase alat-alat ukur, % NA NA 80 80 80
takar, imbang, dan
pelengkapannya (UTTP
bertanda tera sah yang
berlaku)

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, 2021

Pelaksanaan Urusan Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten
Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target
indikator kinerja dengan status kinerja akhir RPJMD belum
tercapai/ perlu akselerasi, yaitu indikator Nilai ekspor bersih
perdagangan. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
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Daerah Urusan Perdagangan terhadap target akhir RPJMD tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Perdagangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021

Nilai ekspor 15,77

bersih Tercapai Tercapai/

perdagangan Perlu
Akselerasi

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Perindustrian
Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan
Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Cakupan bina kelompok di Kabupaten Lingga pada tahun
2020 mencapai 1.612 kelompok pengrajin. Jumlah tersebut sama
dengan tahun sebelumnya, dan lebih banyak dari tahun 2016, yaitu
sebanyak 1.577 pengrajin. Dari sejumlah pengrajin yang ada di
Kabupaten Lingga, hanya terdapat 12% industri kecil yang telah
mengakses pinjaman permodalan/kredit pada tahun 2020. Kondisi
tersebut jauh lebih besar dibandingkan capaian tahun 2016 yang
hanya mencapai 0,13%. Proporsi nilai tambah industri kecil
terhadap total nilai tambah industri pada tahun 2020 sebesar
50,00%, sama dengan tahun 2019, namun lebih rendah dari tahun
2018 yang mencapai 100,00%.

Tahun 2020, Produk industri yang mendapatkan sertifikat
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 3 Industri Kecil
Menengah (IKM), sama dengan tahun 2019, dan jauh lebih rendah
dari tahun 2014, yaitu sebanyak 14 IKM. Sementara, persentase
jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin
usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan
oleh instansi terkait, secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga
2020 mencapai 100%.

Secara keseluruhan capaian penyelenggaraan urusan
Perindustrian di Kabupaten Lingga Tahun 2016 hingga tahun 2020
dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 2.65

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

. Sftitor Satuan 2516 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. Cakupan bina kelompok Unit 1.577 1.587 | 1.602 1.612 1.620
pengrajin
2. Proporsi industri kecil % 0,13 0,13 12 12
dengan pinjaman atau
kredit. 9.3.2*
3. Proporsi nilai tambah % NA NA 100 50

industri kecil terhadap
total nilai tambah industri.

9.3.1*

4, Produk industri yang KM 10 11 14 3
mendapatkan
sertifikat TKDN

5, Persentase jumlah hasil % 100 100 100 100

pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah izin usaha industri
(IU]) kecil dan industri
menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

6. Persentase IKM yang %o 60 65 70 50
Berkembang

T Persentase IKM yang % 0,51 0,50 1,06 1,01 1,04

Menerapkan Teknologi
Industri

8. Pertambahan jumlah % 0,63 0,63 0,95 0,62 0,49

industri kecil dan
menengah

9. Tersedianya informasi Yo 100 100 100 100
industri secara lengkap
dan terkini

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2021

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam
menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-
program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah
bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan
daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanan
pembangunan daerah Kabupaten Lingga harus sinergis dengan rencana
pembangunan dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga nasional.
Kebijakan penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Lingga
meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD seluruhnya telah disusun dan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana
pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi
yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan
pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi,
serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan
pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada
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dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan
prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena
perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.
Dokumen perencanaan harapannya sinergis pada setiap jenjang
yang ada. Hal ini dapat terlihat dari konsistensi program yang
tercantum dalam masing-masing tingkatan dokumen perencanaan yang
terakomodir secara konsisten. Persentase program yang terdapat di
dalam RPJMD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam RKPD pada
tahun 2020 mencapai 100%. Penjabaran konsistensi antara program
pada RKPD dalam APBD pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.
Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Tahun 2016-2020

: _ Realisasi !

o IRt Satuan 3016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1. | Tersedianya dokumen perencanaan Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERDA

2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERDA/PERKADA

3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD yang telah ditetapkan dengan Tidak
PERKADA

4. | Penjabaran Konsistensi Program % 100 100 100 100 100
RPJMD ke dalam RKPD

5. | Penjabaran Konsistensi Program % 78 88 89 88 100
RKPD ke dalam APBD

Sumber: Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Perencanaan dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 4 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir
RPJMD sesuai, ke-4 indikator tersebut yaitu Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda;
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Perda; Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perkada dan; Persentase keselarasan penjabaran
Program RPJMD ke dalam RKPD. Selengkapnya hasil evaluasi
capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Perencanaan
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.67
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

Tersedianya dokumen ada/ Target | Capaian Tercapai sesuai
perencanaan RPJPD tidak
yang telah ditetapkan
dengan Perda
2. | Tersedianya dokumen ada/ Ada Ada 100 Tercapai Ada 100 sesuai

perencanaan RPJMD tidak
yvang telah ditetapkan

dengan Perda
3. | Tersedianya dokumen ada/ Ada Ada 100 Tercapai Ada 100 sesuai
perencanaan RKPD tidak

yang telah ditetapkan
dengan Perkada
4. | Persentase % Ada Ada 100 Tercapai Ada 100 sesuai
keselarasan
penjabaran Program
RPJMD ke dalam
RKPD

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

2. Keuangan Daerah
Kinerja terkait pengelolaan keuangan daerah tergambar dari

Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Persentase SiLPA pada tahun 2019 sebesar
0,06% cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya; deviasi
realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun
2019 sebesar -0,08%; Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD
dalam APBD pada tahun 2019 sebesar -0,02%.

Capaian Persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun
2020 sebesar 22,97%; Persentase belanja kesehatan (10%) sebesar
21,21%; persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa sebesar
13,65%, dan pada tahun 2020 Penetapan APBD telah dilangsungkan
dengan tepat waktu; Persentase perangkat daerah yang
menyerahkan laporan keuangan tepat waktu mencapai 100% dalam
lima tahun terakhir; Persentase bidang tanah bersertifikat pada
tahun 2016 sebesar 16,33% mengalami penurunan menjadi sebesar
12,70% pada tahun 2020; persentase aset yang dilakukan
pengamanan fisik cenderung menurun dari sebesar 15,94% menjadi
12,70%; persentase Pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan
PAD juga menurun dari sebesar 0,63% menjadi 0,57%.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.68
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2020

Realisasi
2018

No. Indikator Satuan

1. Opini BPK terhadap
laporan keuangan/ Opini
Laporan Keuangan

2016 2017
Nilai WDP WTP

2019 2020

2. Penetapan APBD tepat Ya/tidak Ya Ya Ya Ya Ya
waktu
3. Persentase perangkat % 100 100 100 100 100

daerah yang menyerahkan
laporan keuangan tepat
waktu

4, Persentase bidang tanah Y% 16,33 | 11,86 | 11,71 | 12,45| 12,70
bersertifikat
S. Persentase aset yang % 15,94 10,43 10,30 10,06 | 12,70
dilakukan pengamanan
fisik

6. persentase Pemanfaatan % 0,63 0,47 0,62 0,57 0,57
aset daerah untuk
peningkatan PAD
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 5 target indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja terdapat 4
indikator dengan status kinerja sesuai dan 1 indikator memiliki
status belum tercapai/ perlu akselerasi.

Indikator dengan status sesuai yaitu Opini BPK terhadap
laporan Keuangan; Persentase belanja kesehatan (10%); Bagi hasil
kabupaten/kota dan desa dan Penetapan APBD tepat waktu.
Sedangkan indikator dengan status belum tercapai/perlu akselerasi
yaitu Persentase belanja pendidikan (20%). Selengkapnya hasil
evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang
Keuangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2020 terhadap Target Akhir
RPJMD Tahun 2016-2021

Opini BPK Opini Tercapai Sesuai
terhadap laporan
Keuangan
2. | Persentase % 24 22,97 90,67 Belum 24 90,67 Belum
belanja Tercapai Te;?;ll::ai /
i A3l u
pendidikan (20%) Akrekaaii
3. | Persentase % 10 21,21 127,60 Tercapai 10 127,60 Sesuai
belanja kesehatan
(10%)
4. | Bagi hasil % 10 13,65 109,81 Tercapai 10 109,81 Sesuai
kabupaten /kota
dan desa
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Penctapan APBD
tepat waktu

Tercapai
tidak

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

30

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat,
meliputi penyelenggaraan pengembangan karier ASN dan
peningkatan kompetensi ASN. Urusan penunjang kepegawaian
mengurusi rekrutmen ASN, penempatan ASN, mutasi ASN, kenaikan
pangkat ASN, sampai dengan pemberhentian ASN.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM tersebut,
khususnya SDM Aparatur, salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yaitu
Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk
Pendidikan, dan/atau Pelatihan (Diklat). Adapun pengembangan
Kompetensi dalam bentuk Pendidikan bagi PNS dilaksanakan
melalui Pendidikan Formal dengan pemberian tugas belajar.
Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 6,26% dari total
ASN meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain pendidikan formal, salah satu strategi untuk
meningkatkan kualitas SDM aparatur ASN adalah dengan
memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pejabat struktural.
Diklat jabatan dibutuhkan mengingat ASN dalam harus
menjalankan tugas pelayanan publik harus memiliki kompetensi,
baik kompetensi teknis dan juga kompetensi
manajerial /kepemimpinan. Pada tahun 2020 terdapat 1,80% pejabat
ASN yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural,
meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 0,32%.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sejumlah 33 selalu meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya; Rasio pegawai pendidikan tinggi
dan menengah/dasar cenderung mengalami penurunan dari sebesar
4,83% tahun 2016 menjadi sebesar 3,66% tahun 2020; Rasio
pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami peningkatan
tahun 2016 sebesar 2,75% menjadi sebesar 3,66% pada tahun 2020.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri. Kabupaten Lingga memiliki rasio pegawai
fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada
tahun 2020 sebesar 0,34% meningkat dibandingkan tahun 2016
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sebesar 0,068%; Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi
(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun
2020 sudah mencapai 100%.

Untuk menunjang karir ASN di Kabupaten Lingga salah
satunya melalui pembinaan dan pengembangan karir dimana pada
tahun 2020 aparatur yang telah memperoleh pembinaan dan
pengembangan karir mencapai 100%; sedangkan SKPD juga telah
100% memperoleh pembinaan KORPRI; sedangkan instansi
pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka
menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir pada tahun
2020 mencapai 58,31% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;
rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat adalah 1 tahun
kalender. Secara rinci capaian kinerja urusan penunjang
kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70

Perkembangan Capaian Kinerja
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020

i Idiadnr Raseon Satuan | 5516 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1. Persentase ASN yang mengikuti % 1,22 1,38 1,81 1,16 6,26
pendidikan dan pelatihan formal

2: Persentase Pejabat ASN yang telah Rasio 0,32 0,35 0,38 0,44 1,80
mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)
struktural

3. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Angka 25 23 26 28 33
instansi pemerintah

4, Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Rasio 4,83 4,95 5,44 6,93 3,66
menengah /dasar (%) (%)

5. | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Rasio 2,75 2,84 2,73 3,73 3,66
menengah /dasar (%) (PNS tidak (%)
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

6. Rasio pegawai fungsional (%) (PNS Rasio 0,068 | 0,075 | 0,347 | 0,325 0,34
tidak termasuk guru dan tenaga (%)
kesehatan)

s Rasio jabatan fungsional bersertifikat Rasio 100 100 | 77,78 | 77,78 100
kompetensi (%) (PNS tidak termasuk (%)
guru dan tenaga keschatan)

8. | Persentase aparatur vang memperoleh "% 100 100 100 100 100
pembinaan dan pengembangan karir

2 Persentase SKPD yang memperoleh %o 100 100 100 100 100
pembinaan KORPRI

10. | Persentase instansi pemerintah yang Yo NA NA | 13,65 | 40,54 | 58,31
menyusun rencana kebutuhan ASN
jangka menengah, pengembangan
kompetensi, dan pola karir

11. | Rata-rata lama pegawai Tahun 1 1 1 1 1
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun
2016-2021 dilaksanakan melalui 2 target indikator kinerja dengan
status kinerja akhir RPJMD belum tercapai/ perlu akselerasi, ke-2
indikator tersebut yaitu Persentase ASN yang mengikuti pendidikan
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dan pelatihan formal; dan Persentase Pejabat ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Selengkapnya hasil
evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terhadap target akhir
RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020 terhada et Akhir RPUMD Tahun 2016-2021

Persentase ASN Belum
yang mengikuti Tercapai Tercapai/
pendidikan dan Perlu
pelatihan formal Akselerasi
2. | Persentase % 80 1,80 1 Belum 90 0 Belum
Pejabat ASN Tercapai Tercapai/
yang telah Perlu
mengikuti Akselerasi
pendidikan dan
pelatihan
struktural

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 219
menjadi bagian dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting untuk
mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah
teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Bagi pemerintahan daerah,
penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan
sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi
kebijakan (formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling).

Secara Kkhusus, penelitian dan pengembangan yang
disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian
terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah
(SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang
mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem
inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti
Pemerintah Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan
Riau tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Capaian Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang
Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan atau masyarakat pada
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tahun 2020 adalah sebesar 230%. Secara rinci capaian kinerja
pembangunan urusan penelitian dan pengembangan sebagai
berikut.

Tabel 2.72

Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

o i Satuan 2616 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Persentase % NA 1,06 2,03 2,03 2,03
implementasi rencana
kelitbangan.
2. Persentase % NA 100 1,20 1,20 1,20
pemanfaatan hasil
kelitbangan
3. Persentase perangkat | % NA NA 0,23 0,23 0,23
daerah yang
difasilitasi dalam
penerapan inovasi
daerah.

Sumber : Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

Pelaksanaan Urusan Penunjang Penelitian dan
Pengembangan dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun
2016-2021 dilaksanakan melalui 1 target indikator kinerja dengan
status kinerja akhir RPJMD sesuai, yaitu indikator Persentase hasil
kelitbangan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya hasil evaluasi
capaian indikator Kinerja Daerah Urusan Penunjang Penelitian dan
Pengembangan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 Target Y Status

Indikator Akhir Kinefja Klne::ja
) Akhir Akhir
Target Capaian = Status RPJMD
P Kinerja  Kinerja RPJMD RPJMD
Persentase hasil tercapai
kelitbangan yang

ditindaklanjuti

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

5. Pengawasan

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem
dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah
yang baik. Sistem pengendalian ini capaian keberhasilannya
dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat
kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem
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pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan
pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP
di Kabupaten Lingga merupakan kebijakan dan prosedur
sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, serta
dilakukan evaluasi atas pengendalian intern. Pemerintah
Kabupaten Lingga perlu mengembangkan strategi untuk
meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang semakin
baik. Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Lingga
dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang

tersaji pada tabel berikut:

Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pengawasan

Tabel 2.74

Indikator

Satuan

Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

2016

2017

2018

2019

Persentase peningkatan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota).
16.6.1.(a)

Status

WDpP

WTP

WTP

WTP

Persentase peningkatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP)
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota). 16.6.1.(b)

Skor

46,24/C

51,95/

56,92/
ce

57,22/
cc

Persentase tindak lanjut
temuan

Y%

67,59

68,22

76,08

81,00

Jumlah temuan BPK

Temuan

16

15

15

Persentase perangkat daerah
yang memperoleh nilai SAKIP
minimal B

%

17

36

58

83

Maturitas sistem pengendalian
intern Pemerintah (SPIP)

Level

Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

Level

Persentase tindak lanjut
rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK-RI

%

NA

NA

NA

75,83

76,08

Persentase perangkat
daerah yang diberikan
asistensi dan
pendampingan

NA

NA

NA

2,44

7,32

Sumber: Inspektorat, 2021

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya sistem
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan
program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan
tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan
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kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lingga
antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten
Lingga. Kondisi pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten Lingga mengalami kondisi yang baik mengingat opini
BPK terhadap laporan keuangan sejak tahun 2017 berstatus Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain opini BPK, terdapat satu indikator yang dapat
digunakan untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan. Indikator tersebut adalah Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP di Kabupaten Lingga
mengalami perkembangan yang cukup baik karena meningkat dari C
menjadi CC pada tahun 2020.

Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum
ditunjukkan dengan temuan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga
pengawasan. Berbagai temuan ini disampaikan kepada pemerintah
daerah, baik yang sifatnya hanya rekomendasi maupun kondisi dan
situasi yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan atau
penyesuaian. Berdasarkan pada hasil temuan, Pemerintah
Kabupaten Lingga perlu menindaklanjuti hasil temuan BPK,
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten
Lingga dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan tindak lanjut
pada tahun-tahun sebelumnya sehingga ada kepatuhan ...._.
menindaklanjuti hasil temuan. Di sisi lain, hasil pengawasan
memiliki fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan
kualitas (Quality Assurance) agar tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sisi
manajerial, pengawasan ini akan memberikan motivasi untuk
melakukan perbaikan terhadap kinerja-kinerja yang tidak memenuhi
target maupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai
hasil temuan atas kegiatan pengawasan diharapkan menjadi
perhatian bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga
dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang
lebih akuntabel. Tindak lanjut terhadap temuan di Kabupaten
Lingga pada tahun 2020 mencapai 81,00% meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya yang mencapai 76,08% pada tahun 2019. Adapun
jumlah temuan BPK pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 temuan.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pengawasan dalam RPJMD
Kabupaten Lingga pada periode Tahun 2016-2021 dilaksanakan
melalui 1 target indikator kinerja dengan status kinerja akhir
RPJMD sesuai, yaitu indikator Persentase tindak lanjut temuan.
Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja Daerah
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Urusan Penunjang Pengawasan terhadap target akhir RPJMD tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tahun 2020 % Status
Kinerja Kinerja

Target
Indikator Satuan % Status Akhir

TRIges | Capaian Kinerja Kinerja RPJMD AR, SIS

RPJMD RPJMD

1. Persentase % 100 76,08 76 Belum 100 76 Sesuai
tindak lanjut Tercapai
temuan

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

6. Sekretariat Daerah
Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati sebagai kepala
pemerintahan di tingkat kabupaten. Penyelenggaraan urusan
pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan
koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan
pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan
mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi
dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten
Lingga yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Pelaksanaan
fungsi pembinaan dan pengawasan sudah dapat mengakomodir
segala kebutuhan yang ada dalam target pimpinan di daerah.
Segala bentuk pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi
pembangunan daerah mampu dipenuhi setiap tahun sesuai dengan
yang ditetapkan dalam peraturan, antara lain penyampaian LPPD
sudah tepat waktu, OPD pengampu SPM menyampaikan laporan
capaian tepat waktu, dokumen administrasi kepala daerah dapat
diterbitkan dan bentuk-bentuk kerjasama sudah ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan  koordinasi terhadap pengembangan
kewilayahan juga sudah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen
administrasi kewilayahan sudah tersedia sesuai dengan aturan yang
berlaku dan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat sudah dilaksanakan dan ditetapkan dalam peraturan
bupati. Hal-hal lain seperti dibidang hukum, ekonomi dan sosial
yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum sudah berjalan
dan memenuhi target. Namun yang masih perlu diperhatikan dengan
kualitas pelayanannya, terutama yang berhubungan langsung
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dengan masyarakat. Kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan
pemerintahan umum juga perlu dilaksanakan dengan baik, tidak
terlepas dari upaya pengembangan organisasi dan manajemen
perangkat daerah dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan
kepada masyarakat. Perangkat daerah juga menerapkan standar
pelayanan dengan baik melalui proses menyusun, menetapkan, dan
mempublikasikan hasilnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan
sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah juga perlu mendapatkan peringkat yang
baik. Untuk meningkatkan kualitas dari SAKIP itu sendiri, perlu
koordinasi yang ketat antar instansi sejak perencanaan, penetapan
indikator, penerapan anggaran berbasis kinerja sampai pada
evaluasi atas pelaksanaan kinerja.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76

Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi
Pemerintahan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019

Persentase pemenuhan
kebutuhan Administrasi
Umum

2. | Persentase Unit % NA NA NA NA 95,24
pelayanan publik yang
memiliki Nilai IKM
kategori Baik (minimal

80)

3. | Nilai SAKIP aspek skor C cC ccC ce CC
pelaporan kinerja (46,24) (51,95) (56,92) (57,22) (57,54)
Pemerintah daerah

4. | Persentase Perangkat % 100 100 100 100 100

Daerah yang telah tertata
kelembagaannya sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

5. | Persentase kegiatan % 80 80 80 80 80
unsur pimpinan dan
daerah yang terfasilitasi

dengan baik

6. | Persentase Perda yang % 0 0 0 100 100
tersosialisasikan

7. | Persentase dokumen % 100 100 100 100 100

perencanaan sekretariat
daerah berkualitas baik
8. | Persentase kecamatan % 100 100 100 100
dan kelurahan memiliki
tata kelola yang baik

9. | Jumlah kebijakan daerah | dokumen 0 0 1 1 1
dibidang administrasi
pemerintahan
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10

Indikator

Persentase ketersediaan
dokumen Administrasi
Kewilayahan

%

100

100

100

100

100

11

Persentase perangkat
daerah menyampaikan
LPPD dan SPM tepat
waktu

%

100

100

100

100

100

12

Persentase dokumen
administrasi
pengangkatan dan
pemberhentian anggota
DPRD, kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang
diterbitkan

%

100

100

100

13

Persentase kerjasama
daerah
terimplementasikan

Y%

100

14

Persentase guru TPQ,
petugas fardhu kifayah,
dai motivator, petugas
Noje, imam masjid
kecamatan, penyuluh
agama islam daerah
terpencil yang
memperoleh pembinaan

%

100

100

100

100

100

15

Persentase kegiatan
keagamaan yang
terfasilitasi dengan baik

%

100

100

100

100

100

16

Persentase bantuan
hibah yang terlaksana
dengan baik

%

100

100

100

100

100

17

Persentase peraturan
daerah yang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

%

100

100

100

100

95

18

Persentase OPD yang
realisasi fisik dan
penyerapan anggaran
sesuai target per bulan

%

95

95

95

95

95

19

Jumlah rekomendasi dan
regulasi pelaksanaan
pembangunan daerah

dokumen

20

Persentase pengadaan
barang dan jasa melalui
UKPBJ terhadap usulan
perangkat daerah

%

100

100

100

21

Persentase pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik

%

100

100

100

22

Persentase BUMD dan
BLUD memiliki tata
kelola yang baik

%

80

80

80

80

23

Jumlah rekomendasi dan

regulasi bidang
perekonomian

dokumen

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021
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7. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD ditunjukkan melalui dua indikator,
yaitu Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
dan Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang
terselesaikan sesuai SOP. Tingkat kepuasan pelayanan DPRD pada
tahun 2020 mencapai 95,22%, meningkat dibandingkan dengan
kondisi tahun 2019 sebesar 92,49%. Sementar itu, tugas-tugas
penyelesaian pekerjaan dalam lingkup Sekretariat DPRD juga sangat
baik, di mana implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan
sesuai SOP mencapai 99,62%. Kinerja pelayanan DPRD selama lima
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Perkembangan Capaian Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi DPRD Tahun 2016-2020

Realisasi

Indikator Satuan

2016 2017 2018 2019 2020

Indeks kepuasan % 90,4 90,93 98,25 92,49 95,22
DPRD terhadap
pelayanan
Sekretariat DPRD
2. | Persentase % 86,90 90,6 92,58 90 99,62
implementasi
tugas dan
kewajiban yang
terselesaikan
sesuai SOP
Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Lingga 2021.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD dalam RPJMD Kabupaten Lingga pada periode Tahun
2016-2021 dilaksanakan melalui 3 target indikator kinerja dengan
status kinerja akhir RPJMD sesuai, ke-3 indikator tersebut yaitu
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD; Tersusun dan terintegrasinya Program-Program
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD); dan Terintegrasi program-program DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran
Setwan DPRD. Selengkapnya hasil evaluasi capaian indikator Kinerja
Daerah Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.78

Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Urusan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2020
terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021
Tahun 2020 % Status
Kinerja Kinerja
Akhir Akhir

Indikator Satuan Ticact.  Canalns Y% Status
8¢ P Kinerja Kinerja

RPJMD RPJMD
1. Tersedianya ada/ ada ada 100 tercapai ada 100 tercapai
Rencana Kerja tidak
Tahunan pada

setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
2 Tersusun dan ada/ ada ada 100 tercapai ada 100 tercapai
terintegrasinya tidak
Program-Program
Kerja DPRD untuk
melaksanakan
Fungsi Pengawasan,
Fungsi
Pembentukan
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam
Dokumen Rencana
Lima Tahunan
(RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD
3. Terintegrasi ada/ ada ada 100 tercapai ada 100 tercapai
program-program tidak
DPRD untuk
melaksanakan
fungsi
pengawasan,
pembentukan Perda
dan Anggaran ke
dalam Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Lingga 2016-2021

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait
indikator persentase anak sekolah SMP/SMA sederajat yang
mendapatkan Peningkatan Pemahaman Ideologi Dan Karakter
Kebangsaan di Kabupaten Lingga tidak mengalami perubahan dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 11,11%, hal
tersebut kemudian naik sebesar 22,22% menjadi 33,33% tahun
2019 dan tahun 2020. Indikator lain dalam urusan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di Kabupaten Lingga berupa Cakupan Partai
Politik yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas, Persentase Ormas
Terdaftar dan Cakupan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai capaian kinerja
yang konstan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu
sudah mencapai 100,00%.
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2.4.

Tabel 2.79
Perkembangan capaian Kinerja Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan

No Indikator Satuan

Politik Tahun 2016-2020
. : Realisasi

SMP/SMA sederajat yang
mendapatkan peningkatan
pemahaman ideologi dan

karakter kebangsaan

Cakupan partai politik % 100 100 100 100
yang mengikuti
peningkatan kapasitas

Persentase ormas terdaftar %o 100 100 100 100

Cakupan pelaksanaan % 100 100 100 100
pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan
Budaya

Sumber: Badan Kesbangpol, 2021

Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah
menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi
dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan
internasional. Aspek daya saing daerah antara lain ditunjukan melalui
kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur daerah, dan iklim
berinvestasi.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)
merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang
tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah
bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Lingga, sebagian besar
masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di
wilayah Kabupaten Lingga maupun produk (impor) yang didatangkan
dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Pada periode tahun 2016-2020, pengeluaran konsumsi akhir rumah
tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari sisi nominal
(atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga
konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong
terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga.
Meskipun pada tahun 2020 mengalami perlambatan karena pandemi
Covid-19 yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara umum.

Selama periode 2016-2020, proporsi pengeluaran konsumsi rumah
tangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuatif, yaitu 61,61 persen
(2016); 60,17 persen (2017); 60,97 persen (2018); 61,31 persen (2019);
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dan 61,64 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu
sebesar 61,61 persen dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,17
persen. Secara umum seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,
rata-rata konsumsi per rumah tangga menurut harga berlaku
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, rata-
rata setiap rumah tangga di Kabupaten Lingga menghabiskan dana
sekitar 50.898,72 ribu rupiah dalam setahun untuk membiayai
konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan
(sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus
meningkat menjadi 86.427,72 ribu rupiah (2016); 93.691,50 ribu rupiah
(2017); 102.765,22 ribu rupiah (2018), 110.794,03 ribu rupiah (2019)
dan menjadi 111.693,92 ribu rupiah (2020). Sementara itu, berdasarkan
harga konstan 2010, selama tahun 2016-1019, rata-rata konsumsi
rumah tangga per rumah tangga mengalami peningkatan, tetapi
terkontraksi pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar
4,77 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun
2020, yaitu sebesar -0,12 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan
kecenderungan yang sama. Rata-rata konsumsi per kapita mengalami
peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan 2010 selama tahun 2016-2019. Akan tetapi, pada tahun 2020,
rata-rata konsumsi per Kkapita secara nominal meningkat, tetapi
pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -0,06 persen. Hal ini
berarti bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih tinggi dari
peningkatan konsumsi rumah tangga secara “riil>, di mana laju
pertumbuhan penduduk Kabupaten Lingga mencapai 0,22 persen,
sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya sebesar 0,16
persen pada tahun 2020.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga
konstan di Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir cenderung
berfluktuatif, tetapi tetap tumbuh positif. Pertumbuhannya secara
berturut-turut yaitu sebesar 2,87 persen (2016); 4,08 persen (2017); 4,97
persen (2018); 5,04 persen (2019); dan 0,16 persen (2020). Perlambatan
pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang signifikan pada tahun 2020,
tidak terlepas dari dampak adanya virus covid-19 yang melemahkan
perekonomian secara umum, yang turut memengaruhi tingkat
pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga
pada tahun 2020 tidak sebesar pertumbuhan konsumsi pada tahun
sebelumnya.
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Tabel 2.80
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga

Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020
a1a 016 [ D15 D14y 020
(1) (3) (4) (5) (5) 6)
Total Konsumsi Rumah Tangga
a. ADHB (Miliar Rp) 2 023,27 2 202,12 2 420,02 2 617,29 2 646,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp) 1 506,49 1 568,00 1 645,87 1 728,80 1 731,56
Proporsi terhadap PDRB (Ribu Rp) 61,61 60, 17| 60,97 61,31 61,64
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga Per Tahun
a. ADHB (Ribu Rp) 86 427,72 93 691,50 102 765,22 110 794,03 111 693,92
b. ADHK 2010 (Ribu Rp) 64 352,58 66 711,88 69 891,21 73 182,78 73 092,50
Rata-rata Konsumsi per Kapita per Tahun
a. ADHB (Ribu Rp) 22 740,81 24 651,57 27 039,01 29 151,91 29 406 86
b. ADHK 2010 (Ribu Rp) 16 932,41 17 552,85 18 389,38 19 255,71 19 243 85
Pertumbuhan (Persen)
a. Total Konsumsi Rumah 2,87 4,08 4,97 5,04 0,16
Tangga
b. Konsumsi per Rumah Tangga 2,43 3,67 4,77 471 -0,12
c. Konsumsi per Kapita 3,66 477 4,71 - 0,06
2,43
Jumlah Rumah Tangga (unit) 23 410 23 504 23 549 23 623 23 690
Jumlah Penduduk (jiwa) 88 971 89 330 89 501 89 781 89 980

Sumber: BPS Kabupaten Lingga.2021
*Angka sementara, **Angka sangat sementara

2. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Dilihat dari struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,
secara umum dari tahun 2016-2020, terlihat bahwa pengeluaran
makanan masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan.
Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran yang
relatif sama yakni sekitar 65-67 persen. Proporsi pengeluaran untuk
makanan di Kabupaten Lingga pada masing- masing tahun mencapai
66,16 persen (2016); 65,21 persen (2017); 65,48 persen (2018); 65,53
persen (2019); dan 66,45 persen (2020).

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan
rumah tangga atas makanan masih mendominasi. Meskipun demikian,
pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan akan menjadi semakin
penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi
sosial dalam masyarakat. Pengeluaran bukan makanan di dalamnya
meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan
elektronik, pembelian kebutuhan sandang, pembelian perlengkapan dan
penyelenggaraan rumah tangga seperti air, listrik, dan bahan bakar,
pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa
kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal,
jasa hiburan, dan sebagainya.
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Tabel 2.81
Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten
Lin gga Persen) Tahun 2016-2020

Kelompok Konsumsi 2017 2018 2019* 2020**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Makanan 66,16 65,21 65,48 65,53 66,45
b. Bukan Makanan 33,84 34,79 34,52 34,47 33,55

Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lingga.2021
*Angka sementara
**Angka sangat sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif
Luas lahan produktif di Kabupaten Lingga mencapai 92.268 ha,
rasionya mencapai 48,6% jika dibandingkan dengan luas seluruh
kawasan budidaya di Kabupaten Lingga. Wilayah produktif di Kabupaten
Lingga merupakan terluas dibandingkan dengan vyang dimiliki
kabupaten/kota lainnya dilingkup Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.82
Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota
d
No Kabupaten/Kota Lu;r:rﬂal Iya.h" :;::‘;:‘: Rasio
Budidaya
1. Kabupaten Bintan 18.864 100.151 18,8 %
2. Kabupaten Karimun 39.914 83.868 47,5 %
3 Kabupaten Kepulauan 24.404 59.528 41,0 %
" Anambas
4. Kabupaten Lingga 92.268 189.620 48,6 %
5. Kabupaten Natuna 41.375 183.062 22,6 %
6. Kota Batam 9.624 77.999 12,3 %
7. Kota Tanjungpinang 0 13.941 0

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

2. Kapasitas Daya Listrik
Jumlah pelanggn listrik di Kabupaten Lingga setiap tahunnya terus
mengalami kenaikan. Tahun 2020, jumlah pengguna listrik mencapai
24.041 pelanggan, meningkat cukup signfikan jika melihat kondisi
ditahun 2019 sebesar 22.175 pelanggan dan tahun 2018 sebanyak
21.911 pelanggan.
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Tabel 2.83
Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Lingga

Tahun 2016-2020
Kondisi Tahun
ne Indikntor Satuan 5 6 T 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Jumlah pelanggn Ruta | 20.010 | 20.900 | 21911 | 22.175 | 24.041
listrik

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Daya listrik yang terpasang di Kabupaten Lingga saat ini mencapai
12.100 KW, dengan produksi listrik yang dihasilkan sampai saat ini
mencapai 44.129.994 KWh, yang disupplay dari 15 PLTD. Sampai saat
ini, listrik yang terjual mencapai 43.519.255 KWh, terbesar berada di
wilayah Kecamatan Singkep Barat, Singkep, Singkep Selatan dan
Singkep Pesisir.

Tabel 2.84

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN pada
Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga

Tahun 2020
Daya Produksi Listrik
‘ Kecamatan ‘ Supplyxsmmn ¢ I’ISth Terpasang Listrik Terjual |
(EW) (KWh) (EWh)
Singkep
Lingga Timur Isolated PLTD Daik Lingga 3400 13261 567 13 040 686
| Lingga Utara
Kepulauan Posck PLTD Posck 100 229 425 217 213
Selayar PLTD Penuba 860 1259 469 1236 143
Senayang PLTD Senayang 300 1342851 1311 561
Bakung Serumpun PLTD Rejai 300 589413 580413
Temiang Pesisit PLTD Temiang 140 284715 284715
Katang Bidare PLTD Benan dan PLTI) Medang 200 333484 321 360
Singkep Barat Isolated Setajam 28090 310906
| Singkep
Singkep Sclatan
Singkep Pesisir
| Lingga Isolated PLTD Daik Lingga 220881
| Lingga Timur
| Lingga Utara
Kepulauan Posek PLTD Posek 12212
Selayar PLTD Penuba 23326
Senayang PLTD Senayang 31290
Bakung Serumpun PLTD Rejai -
Temiang Pesisir PLTD Temiang -
Katang Bidare PLTD Benan dan PLTD Medang ; 12124
Eabupaten Lingga 12 100 44 129 994 43 519 255

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

3. Infrastruktur Jalan
Panjang jalan menurut kecamatan dan pemerintahan yang

berwenang mengelolanya di Kabupaten Lingga sesuai dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/
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KPTS/M/2015 terkait Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai
Jalan Nasional dalam (km), tahun 2020 sepanjang 70,45 KM, dan Ruas
Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau
sepanjang 236,72 KM, sedangkan Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan
Kabupaten dalam Kabupaten Lingga sepanjang 871,14 KM.

Tabel 2.85
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di
Kabupaten Lingga (km), 2018-2020

No Tingkat Kewenangan Tahun
Pemerintahan 2018 2019 2020
1 Negara 70,45 70,45 70,45
2 Provinsi 236,72 236,72 236,72
3 Kabupaten 871,14 871,14 871,14

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Lingga
(km), Tahun 2020 yang telah diaspal (pavement) sepanjang 220,36 KM,
dan yang belum diaspal (not paved) sepanjang 650,78 KM, sedangkan
untuk Jenis Permukaan Jalan Lainnya di Kabupaten Lingga sepanjang
22,67 KM.

Panjang jalan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020 terdiri dari
86,01 km berkondisi baik, sepanjang 126,55 km berkondisi sedang,
sepanjang 282,03 km dalam kondisi rusak, dan 376,55 km dalam

Tabel 2.86
Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisinya di Kabupaten

Lingga (km) Tahun 2020

Kondisi Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Satuan
A Panjang Jalan

Menurut Jenis

Permukaan Jalan

Aspal KM 212,56 214,80 219,26 220,36
Kerikil KM 13,56 13,56 13,56 250,76
Tanah KM 622,95 620,71 615,65 377,35
Lainnya KM 22,67

B | Panjang jalan
menurut kondisi

jalan

Baik KM 0522 | 98,72 114,15 | 86,01
Sedang KM 36,95 36,95 36,70 126,55
Rusak KM 40,68 | 40,68 39,42 | 282,03
Rusak berat KM 698,29 | 694,79 | 680,87 | 376,55

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

4. Perbankan
Jumlah koperasi di kabupaten Lingga pada tahun 2020
mencapai 159 unit koperasi, 148 diantaranya adalah non Koperasi
Unit Desa (non- KUD). Sementara itu, koperasi yang aktif selama
tahun 2020 hanya 59 wunit, jumlahnya mengalami penurunan
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dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah koperasi paling
banyak di Kecamatan Singkep mencapai 22 unit dan di Kecamatan
Lingga mencapai 19 unit. Jumlah koperasi aktif dan persebarannya
disetiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87

Jumlah Koperasi Aktif Dan Sebarannya Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lingga Tahun 2017-2020

=
O 0 N 0 G A WO N = -}

ot el S
W N = O

Kecamatan

Singkep Barat

Kepulauan Posek

Singkep
Singkep Selatan
Singkep Pesisir
Lingga

Selayar

Lingga Timur
Lingga Utara
Senayang

Bakung Serumpun

Temiang Pesisir
Katang Bidare

2017

Kondisi Tahun
2018 2019
3 2
3 3
24 23
2 2
19 18
3 2
- 1
3 3
1 =
4 5
2 4
4 6

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Sementara itu, jumlah Bank Umum di Kabupaten Lingga
terdapat empat bank, dan tidak ada perubahan selama tiga tahun
terakhir. Dari keempat bank tersebut, tiga unit termasuk pada
kategori cabang pembantu dan satu unit merupakan kantor kas.
Jumlah kator bank di Kabupaten Lingga selama lima tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88

Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

Kondisi Tahun
o Ke::;ok Satuan 5576 2017 | 2018 | 2019] 2020
E Unit 2 2 3 3 3
2 | KC Unit B : 3 : :
3 | KCP Unit = : : 2 :
7 | KK Unit 1 1 1 1 1
Sumber : Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021
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5. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan
dengan kesesuaian pembangunan daerah dalam menyediakan
sarana dan prasarana sesuai dengan kawasan atau peruntukan
yang ditetapkan dalam Perda RTRW. Hal tersebut sangatlah penting
mengingat kepatuhan terhadap penempatan sarana dan prasarana
akan menjadi salah satu daya saing terhadap kondisi lingkungan
berkelanjutan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pekerjaan
Umum, kondisi Kketaatan pembangunan terhadap RTRW di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 mencapai 27,47%. Berdasarkan
kondisi yang terjadi saat ini, diharapkan tingkat ketaatan terhadap
RTRW akan semakin membaik ditahun 2021 yang diperkirakan
mencapai disekitar angka 30%.

6. Perhotelan dan Restoran
Jasa penyedia akomodasi penginapan di Kabupaten Lingga
hingga tahun 2020 adalah sebanyak 22 unit. Dilihat berdasarkan
sebarannya, jumlah panginapan paling banyak di Kecamatan
Singkep sebanyak 8 unit dan Kecamatan Lingga sebanyak 6 unit.
Sebaran penyedia akomodasi penginapan di Kabupaten Lingga pada
masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Grafik berikut.

Tabel 2.89
Jumlah Jasa Penyedia Akomodasi Penginapan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Kondisi Tahun
e s o Satuan 3016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Singkep Barat Unit 1 1 1 1 1
2 | Singkep Unit 6 6 6 6 6
3 | Lingga Unit 6 6 6 6 6
4 | Selayar Unit 1 1 1 1 1
5 | Lingga Utara Unit 2 2 2 2 2
6 | Senayang Unit 2 2 2 2 2
7 | Temiang Pesisir Unit 1 1 1 1 1
8 | Katang Bidare Unit 1 1 1 1 1

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Rumah makan ataupun restoran di satu wilayah merupakan
salah satu unsur penunjang dalam penyediaan makan dan minum.
Di sektor pariwisata rumah makan ataupun restoran menjadi
penunjang utama dalam memberikan layanan terhadap wisatawan
ketika mereka berkunjung dan mencari makan. Hal yang sama juga
menjadi salah satu aspek yang mendukung investasi di
daerah. Ketersediaan rumah makan ataupun restoran menjadi
faktor penting ketika investor datang dan mampu menyerap tenaga
kerja banyak maka sektor ini menjadi penting untuk pemenuhan
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kebutuhan dan para tenaga kerja. Dilihat dari sisi jumlah, restoran
ataupun rumah makan di Kabupaten Lingga tahun 2020 mencapai
142 unit. Keberadaan restoran ataupun rumah makan terus
mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya dalam lima tahun
terakhir.

Tabel 2.90
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

Kondisi Tahun
No Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Rumah Makan/ Unit - 65 115 137 142
Restoran

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

7. Ketersediaan Air Minum :

Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan
masyarakat. Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020
jumlah perusahaan air minum di Kabupaten Lingga mencapai dua
perusahaan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air
bersih, volume produksi air bersih tahun 2020 sebanyak 630.720
m3 di PDAM Cabang Daik sementara di PDAM cabang Dabo
sebanyak 1.892.160 m3. Jumlah pelanggan PDAM tahun 2020
adalah sebesar 1.554 pelanggan, a

nma tanun teraknir, Jurmuan Pelanggan FiJAM 01 haDupaten Lingga
terus mengalami kenaikan seiring dengan terus meningkatnya
jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi jumlah
pelanggan PDAM baik selengkapnya dapat dilihat pada Grafik
berikut.

Tabel 2.91
Jumlah Pelanggan PDAM Cabang Daik, Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

- o e Kondisi Tahun
5 " tuan [ 016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Pelanggan PDAM Ruta | 1340 | 1497 | 1512 | 1.546 | 1.554

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Kriminalitas
Kejadian tindak pidana di Kabupaten Lingga dalam tiga tahun
terakhir menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Tahun 2020,
tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Lingga sebanyak 38 kasus.
Walaupun dari tren kasus menunjukan penurunan, namun dari sisi
penyelesaian ditahun 2020 sebesar 55,26% lebih rendah
dibandingkan yang diselesaikan ditahun 2019 sebesar 66,67%.
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Perkembangan jumlah tindak pidana yang terjadi, yang diselesaikan
dan risiko penduduk terjadi pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Jumlah Kejadian Tindak Pidana, yang Diselesaikan dan Risiko
Penduduk Terjadi Tindak Pidana Tahun 2016-2020

Resiko Penduduk
terjadi Tindak
Pidana

Kasus 108
Kasus 84 2
Kasus 121 114

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

2. Perijinan Usaha

Jumlah Rencana Proyek Investasi
meningkat dari 2 rencana proyek investasi pada 2017, menjadi 8
rencana proyek pada 2020; Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi
PMDN pada tahun 2020 sebesar 7,741%. Sementara Persentase jenis
pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi pada
tahun 2020 sebesar 3,16%. Capaian kinerja urusan penanaman
modal secara rinci dapat dilihat pa

68
122

32
53

21
42

di Kabupaten Lingga

Tahun 2018-2020
Realisasi
No Indikator Satuan 2018 2019 2020

1. | Jumlah nilai investasi Rp. 3.000.000.000 | 4.472.600.000 | 599.882.924 323
(PMDN/PMA) _

2. | Lama proses perijinan Hari 1s/d30Hari| 1s/d30 Han 1 s/d 30 Hari

3. | Indeks Kepuasan Masyarakat % NA 82,91 83,15
(perijinan)

4. | Jumlah PMA dan PMDN yang | PMA/ 1 2 2
menanamkan modal di PMDN
daerah

5. | Persentase proses perizinan % 96,30 92,60 80,42
dan nonperizinan sesuai
dengan SOP

6. | Jumlah Rencana Proyek Proyek 2 3 8
Investasi

7. | Persentase izin yang % 96,30 92,60 80,42
diterbitkan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Tertinggi yang Ditamatkan
Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lingga dilihat

dari sisi pendidikan menunjukkan paling besar berada pada SD/MI
ke bawah mencapai 53,02%. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang

Sumber: Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

1. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan
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cukup mendominasi ditunjukan oleh lulusan SMA/MA mencapai
19,94% dan perguruan tinggi mencapai 14,67%. Penduduk berumur
15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
berdasarkan jenispekerjaan di Kabupaten Lingga pada tahun 2020
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatka.n Tahun 2020

AR D SRR AT

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

2. Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lingga mencapai 44.513
jiwa. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja di Kabupaten Lingga
didominiasi olah lulusan SMA/MA. Namun melihat data yang ada,
lulusan SMA/MA juga menunjukkan angka yang tinggi sebesar
20,45% dan perguruan tinggi sebesar 15,16%. Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kabupaten Lingga Tahun 2020

I .

BESE Sekolah Dasar Ke Bawah 52,14
BER sekolah Menengah Pertama 12,25
EER Sekolah Menengah Atas RS
B3 Perguruan Tinggi 15,16

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

3. Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Lingga menunjukkan
paling besar ada lah buruh/karyawan ataupun pegawai yang
mencapai 42,59%. Dominasi kedua yaitu pekerjaan utama sebagai
berusaha dibantu brh tidak tetap/ buruh tidak dibayar dengan
angka mencapai 34,82%. Distribusi status pekerjaan utama
masyarakat Kabupaten Lingga dapat dilihat pada Grafik berikut.
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# Berusaha sendiri

=Berusaha dibantu
buruh tidak
tetap/buruh tidak
dibayar

= Berusaha dibantu
buruh tetap/buruh
dibayar

4,80

‘Sumber ;_K-abupate'n' Lingg_a Dala.rn Angi(;.i_.il’om

Gambar 2.37 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga
Tahun 2020

Status pekerjaan penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan
pekerjaan utama dilihat berdasarkan jumlah dan jenis kelamin
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020

1 Berusaha sendiri 11.071 3.744 14.815

2 Berusaha dibantu buruh 1.638 1.684 3.322
tidak tetap/buruh tidak
dibayar

3 Berusaha dibantu buruh 1.540 501 2.041
tetap /buruh dibayar

4 Buruh/Karyawan/ 10.806 7.316 18.122
Pegawai

5 Pekerja bebas 1.349 206 1.555

6 Pekerja keluarga/tak 1.482 1231 2.693
dibayar

Sumber: Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

4. Rasio Ketergantungan
Penduduk Kabupaten Lingga berdasarkan kelompok umur
menunjukkan paling tinggi berada di kelompok Umur 15-19 tahun
sebesar 9673 jiwa, yang terdiri dari 4.955 jiwa laki-laki dan 4.718
jiwa perempyan. Gambaran penduduk berdasarkan kelompok umur
dapat dilihat pada grafik berikut:
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75+ 923 : 1.099
70-74 1.133 1.032
65-69 1,665 1.602

60-64 2.137 2.069
55-39 2.526 2.545
50-54 2.785 2.707
45-49 3.274 3.022

40-44 3.683 3.167

| 35-39 3.962 3.514

| 30-34 3.982 3.658
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Sumber : Kabupaten Lingga Dalam Angka.2021

Gambar 2.38 Penduduk Kabupaten Lingga Berdasarkan Kelompok
Umur Tahun 2020

Berdaseau sau Blalls Ul dlas, Uapdal ulidal Juga ucddlidll aligra
ketergantungan penduduk antara penduduk produktif dan non
produktif. Angka ketergantungan atau beban Kketergantungan
(dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan besarnya
penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan
barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua
(golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam
kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai
dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke
bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban
ketergantungan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah
penduduk kelompok wusia produktif mencapai 67.222 jiwa,
sedangkan kelompok usia produktif mencapai 31.411 jiwa. Kondisi
tersebut menunjukan rasio ketergantungan adalah sebesar 46,73%,
artinya setiap 100 orang yang berusia kerja(dianggap produktif)
mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi.
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BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua hak
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut. Keuangan daerah meliputi a) Hak Daerah untuk memungut pajak
daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban Daerah
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan
pihak ketiga; c) Penerimaan Daerah; d) Pengeluaran Daerah; e) Kekayaan
Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau; f) Kekayaan pihak lain yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat
bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis
pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan
daerah pa

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah
Kabupaten Lingga selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan
yaitu dari sebesar Rp.751.268.344.360,93 pada tahun 2016 meningkat
menjadi sebesar Rp.960.995.638.215 pada tahun 2020. Selengkapnya
dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga masih bergantung baik dari
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui pendapatan
transfer, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lingga masih sangat kecil rata-rata sejak tahun 2016 hanya sebesar
3,79% meskipun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu
meningkat tiap tahunnya. Besarnya proporsi pendapatan transfer
terutama pada dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan Kabupaten
Lingga memiliki derajat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap
Pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

2016

= Pendapatan Transfer
® Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambar 3.2 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total
Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-
2020 (Persen)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) EABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal III-2



Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga
meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun
2020 potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Lingga terus digali sehingga
mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp.21.017262.864,93 pada
tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.52.484.767.812,85 di tahun
2020. Peningkatan PAD ini menjadi fokus untuk lebih meningkatkan
Pendapatan Daerah serta memperkecil ketergantungan Fiskal terhadap
Pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana
perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya
(dana desa), dan dana transfer pemerintah provinsi. Besaran Pendapatan
transfer tersebut sangat bergantung pada kebijakan dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga akan sangat sulit untuk
menentukan target proyeksi pendapatannya. Selama kurun waktu 2016
hingga 2020 pendapatan transfer mengalami peningkatan yaitu dari
sebesar Rp.730.251.081.496,00 meningkat menjadi sebesar
Rp.891.871.690.402,00 di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada
grafik berikut.
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Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten
Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah,
dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah Kabupaten Lingga
yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami
peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp.13.771.838.997 menjadi sebesar
Rp.21.603.580.00 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020
menurun menjadi sebesar Rp.16.639.180.000. Besaran nilai lain-lain
pendapatan daerah yang sah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada
daerah, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)
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2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Perkembangan
belanja daerah Kabupaten Lingga terlihat bahwa pada tahun 2016
sebesar Rp.671.949.885.870,76 meningkat menjadi sebesar
Rp.976.058.628.445,98 pada tahun 2019, namun di tahun 2020
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar
Rp.913.801.564.822,18. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 3.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Komposisi Belanja daerah Kabupaten Lingga selama kurun waktu
tahun 2016 hingga tahun 2020 paling besar pada belanja Operasi
(Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) dengan proporsi terhadap
Belanja Daerah sebesar 71,42% pada tahun 2016 dan cenderung
menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,39%. Kemudian belanja
transfer dan belanja modal hampir berimbang di kisaran 13-18% dan
Belanja Tak Terduga hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2020.
Selengkapnya proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Lingga dapat
dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 3.7 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020 (%)

3. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah

Dilihat dari pertumbuhannya pendapatan Daerah Kabupaten
Lingga selama tahun 2016 hingga tahun 2020 tumbuh rata-rata sebesar
6,47%, dengan komponen pendapatan Daerah dengan pertumbuhan
paling tinggi yaitu Pendapatan Asli Daerah (26,46%). Sementara itu
pertumbuhan pada Belanja Daerah rata-rata pertumbuhannya yaitu
sebesar 8,55%, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja
modal (14,49%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2016-2020

. ST T et = : [ | ]i . . “-n“__lﬂl-'-' u_' |
 No. Uraian 2016 ‘ 2017 2018 2019 L 2020 lhatmbnhni
i a0 S e B e I RS A T T
A | PENDAPATAN = 3127 (087) 13,30 7,16 6,281 6,47
e = MAOC s I E=Sen o0 NASETN SN N )
' 1 |PENDAPATAN 3,50 537 35,79 24,67 39,99 | 26,46
, | ASLI DAERAH i ; -
' 1.1 | Pendapatan Pajak 435 17,14 67,29 31,88 71,49 | 46,95
i | Daerah e 1]
1.2 | Pendapatan (20,82 | (35,36) (50,49) 44,75 |  (8,14) (12,31)
: _ Retribusi Daerah |~ | | I — | ST ST
' 1.3 | Pendapatan Hasil | (36,91) 48,28 (0,39) (8,23) | (15,21) | 6,11
: Pengelolaan .
| Kekayaan Daerah
;  yang Dipisahkan | | | ]
1.4 | Lain-lain PAD 25,55 8,64 38,81 20,64 | 20,98 22.37
|yangSah | I S (SESE | S
2 | PENDAPATAN 3532 (2,93 12,73 | 5,76 | 5,53 5,27
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Uraian

TRANSFER |
TRANSFER
PEMERINTAH

| PUSAT

| a. Dana
Perimbangan

| Dana Transfer
| Umum

| Dana Bagi Hasil
| Pajak/Sumber
Daya Alam (DBH) |

| Dana Alokasi

| Umum (DAU)

[I.  Dana Transfer

| Khusus
Dana Alokasi

| khusus (DAK)
Dana Insentif

| Daerah [ |
Dana Desa -

| TRANSFER 169,95

| ANTAR DAERAH

a.  Pendapatan Bagi
Hasil Pajak

29,73 |

28,27 \
T,

' (10,88)

| 208,62

" b. . (56,66)

c'
2.2

169,95 |

b. Bantuan ' =

| Keuangan

3 | LAIN-LAIN =

| PENDAPATAN

| YANG SAH . |

| Pendapatan -

 Hibah | |
Dana Darurat -
Lain-Lain -
Pendapatan

| Sesuai dengan

| Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan |

3.1

3.2
3.3

 BELANJA |
~ DAERAH SLL |
"1 | Belanja Operasi =
.1  Belanja Pegawai
.2 Belanja Barang
| dan Jasa

I—l I—l |

i
| 1.4
1.5

' Belanja Subsidi = -
' Belanja Hibah | (72,15)

=
2016 | 2017

1971

1284

| 208,62

Bclan_]a Bunga i =

0,54

1,94

- (2,39)

(9,55)

193,54
|

(43,09) |

(43,09) |

. |
22,91 |

14,35 |

12,25

17,96 |

10,68 |

26,52 |

26,52 |

(4,62) |

14,01 |

14,01 |

|
== 1

5,1

AT
575 |

13,93 |

(21,27) |

2,84 6,25 |

(8,70) | 52,46 |

6,24 (5,45 i

2,58 (8,00) |

2,58  (8,00)
|

4233 20,22 |

5091 4,49 |

591 4,49 |

(22,98) _ =

(25,29) |

2434‘ (638)[ 8,55

“ 7,85 |
3,84
13,16

17,24 |
8,46
24,77 |

_"(310_6}" Fate
4,90 |
(16,95) |

109,41 164,23 68,82
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i i =
- No. Uraian - 2016 |

2020 rumhhu]

! e
2017 2018 2019 _
pres SO PR AN S b il oA T ! pe Rk . 2016-2020
1.6 Belanja Bantuan | (55,02)  (6,27) (93,73 4924 826,35 193,90
__ Sosial 1 | |
= — — 4
| | |
| 2 BelanjaModal | (20,94) 21,73~ 068 = 59,85 (24,29) | 14,49
' 2.1 | BelanjaModal | 17,84 (13,72) | (87,41) 140,28  (85,20) | (11,51) |
| |Tanah | | 4 s 1] | | |-
' 2.2 | Belanja Modal 28,18 17,38 | 40,15 69,21 47,35 43,52
| | Peralatan dan | | i
|___|Mesin | I E— —— — ,______! =1l
2.3 Belanja Modal | (96,41) i 214,01 | 7,86 30,85 (21,23) | 57,87
| Gedung dan ' .
| Bangunan (— I N
2.4 | BelanjaModal | (14,37) | (16,46)  (16,95) 85,56  (57,44) | (1,32)
| | Jalan, Jaringan, ' i l
. |danlrigasi; bl I S o |
' 2.5 | Belanja Modal 105,36 | (23,99 590,57 42,66 (38,75 142,62
' | Aset Tetap 3 |
. |Llainnya; } | CR—— i S IR
2.6 | Belanja Modal - 614,30 (100,00) - | - 257,15
| Aset Tidak ! ! '
Berwyjud;, | =~ | | S
3 : : S ey o g e q|| _ . ——
5 RIS NSO SR 1 | o JE 41
3.1 | Belanja Tidak z - (100,00) i - | g =
lferttupe: 4l ' :
| | |
4  Belanja Transfer 5898 9,20 (241)| 2528 (2,09 7,50 |
' 4.1 BelanjaBagi = - | = - (2,04)| 202,17 -
. | Hasil e (i el S S— . | L
4.2 | Belanja Bantuan 58,98 | 9,20 (3,13) | 25,48 :| (3,27) 7,07
 Kevangan == | . _| e 1%
Secara rinci perkembangan masing-masing unsur pendapatan
daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dalam kurun waktu tahun
2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Uraian

Realisasi

2016 2017 2018 2019 2020
Daerah Kab/Kota
3 Lain-lain Pendapatan - 13.771.838.997,00 14.649.974.634,00 21.603.580.000,00 16.639.180.000,40
' | Daerah yang Sah
a) | Pendapatan Hibah - 13.771.838.997,00 14.178.008.000,00 21.603.580.000,00 16.139.180.000,40
b) | Dana Darurat = = - - -
Lain-Lain Pendapatan = - 471.966.633,60 - 500.000.000,00
o) Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
B Belanja Daerah 671.949.885.870,76 746.550.466.102,40 784.989.431.434,97 976.058.628.445,98 913.801.564.822,18
1 Belanja Operasi 479.873.469.738,00 525.460.642.190,00 565.919.862.172,97 663.504.221.563,49 643.187.852.237,25
a) | Belanja Pegawai 286.182.278.029,00 275.408.238.798,00 291.238.501.774,00 315.890.383.555,60 331.370.849.187,00
b) | Belanja Barang dan Jasa 181.418.594.565,00 237.441.343.392,00 270.510.258.032,97 337.505.267.007,89 280.299.997.147,25
c) | Belanja Bunga = - = =
d) | Belanja Subsidi = - - 1.673.520.000,00 4.309.314.000,00
e) | Belanja Hibah 3.795.800.000,00 4.665.359.000,00 3.673.181.366,00 7.691.972.000,00 20.324.196.903,00
f) Belanja Bantuan Sosial 8.476.797.144,00 7.945.701.000,00 497.921.000,00 743.079.000,00 6.883.495.000,00
2 Belanja Modal 89,921.740.466,76 109.462.096.698,00 110.204.554.632,00 176.165.610.666,49 133.368.998.584,93
a) Belanja Modal Tanah 2.058.833.500,00 1.776.264.250,00 223.700.000,00 537.500.000,00 79.547.000,00
b) ﬁela.nja Modal Peralatan dan 12,721.716.820,76 14.932.441.308,00 20.927.199.561,00 35.411.728.540,00 52.177.787.168,00
esin
Belanja Modal Gedung dan 12.984.563.896,00 40.772.632.240,00 43.979.219.361,00 57.545.391.365,00 45.326.313.683,34
©) Bangunan
d) Bel.::mja Modal ngan_, 61.712.714.250,00 51.5565.432.150,00 42.816.592.230,00 79.450.039.862,49 33.812.499.016,59
Jaringan, dan Irigasi;
e) Be}anja Modal Aset Tetap 430.140.000,00 326.953.750,00 2.257.843.480,00 3.220.950.899,00 1.972.851.717,00
Lainnya,
1 Belanja Modal Aset Tidak 13.772.000,00 98.373.000,00 - = =
Berwujud;
3. | Belanja Tidak Terduga 71.809.000,00 - - 3.709.800.000,00
a) Relania Tidak Terd = 71.809.000,00 - - 3.709.800.000,00
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No.

Uraian

Realisasi

2016

2017

2018

2019

2020

4'

Belanja Transfer

102.154.675.666,00

111.555.918.214,40

108.865.014.630,00

136.388.796.216,00

133.534.914.000,00

a)

Belanja Bagi Hasil

796.183.000,00

779.912.134,00

2.356.626.153,00

b)

Belanja Bantuan Keuangan

102.154.675.666,00

111.555.918.214,40

108.068.831.630,00

135.608.884.082,00

131.178.287.847,00

Surplus/Defisit

79.318.458.490,17

(1.797.084.319,41)

58.823.393.329,63

(71.805.513.844,70)

47.194.073.393,07

C.

Penerimaan Pembiayaan

2.418.015.052,31

81.736.473.542,48

79.939.389.223,07

137.320.700.338,70

58.692.657.330,00

1.

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)

2.373.881.684,31

81.736.473.542,48

79.939.389.223,07

137.254.184.652,70

58.665.186.494,00

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman
Daerah

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah

44.133.368,00

66.515.686,00

27.470.836,00

Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

0

Pengeluaran Pembiayaan

1.500.000.000,00

6.850.000.000,00

4.000.000.000,00

Pembayaran Ciciclan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo

Penyertaan modal daerah

1.500.000.000,00

6.850.000.000,00

4.000.000.000,00

Pembentukan dana
cadangan

o (8 I el

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
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3.1.2. Neraca Daerah

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan
keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas,
solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk
penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan
posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Lingga selama tahun 2016-2020 rata-
rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,25%. Pada tahun 2016, aset
yang dimiliki mencapai Rp. 1.315.863.098.360, meningkat menjadi
sebesar Rp. 1.778.508.132.757,34. Namun jika dibandingkan dengan
kondisi di tahun 2019 sebesar Rp. 1.813.559.498.130, aset pemerintah
Kabupaten Lingga di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp. 35.051.365.372,66 (1,97%). Keberadaan aset daerah ini memberikan
informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah
Kabupaten Lingga yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
bagl pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang
Pemerintah Kabupaten Lingga dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah
Kabupaten Lingga dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami
pertumbuhan sebesar 18,76%. Pada tahun 2020 kewajiban daerah
mencapai Ssebesar Rp. 6.693.988.106,17, naik sebesar 12,90%
dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 5.929.068.744,28. Kewajiban
daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang
dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang dengan
pihak ketiga pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 4.991.810.057,00
tidak ada kenaikan jika dilihat dengan kondisi tahun 2019. Sementara
itu, kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp.
1.702.178.049,17, naik sebesar 81,61% dibandingkan tahun 2019
sebesar Rp. 937.258.687,28, Kewajiban jangka panjang menunjukkan
nilai lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di
Kabupaten Lingga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33%.
Dilihat dari besarannya, ekuitas dana Kabupaten Lingga pada tahun
2020 mencapai sebesar Rp. 1.771.814.144.651,17, menurun sebesar
2,02% dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar 1.807.630.429.386,67.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan
sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui
perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni
rasio likuiditas dan solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara
kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban
lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi
kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur
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kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Lingga tahun 2020 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Rasio Rumus Tahun 2020
Rasio Lancar Aset Lancar 183.570.198.493,21 195,86

Kewajiban Jangka Panjang 4.991.810.057,00
Rasio Quick (Quick et Z iaan 183.570.198.493,21 - 8.746.2 7.37 186,53
Rati Kewajiban Jangka Pendek 937.258.687,28
Rasio total hutang | Total hutang 5.929.068.744.28 0,0033
| terhadap total aset | Total aset 1.813.559.498.130,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan
analisis rasio lancar pada tahun 2020 mencapai 195,86%. Kondisi
tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Lingga termasuk
kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio Quick mencapai
sebesar 186,53%, yang menunjukkan bahwa Kkinerja keuangan
Kabupaten Lingga dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio

total hutang terhadap total

aset

berdasarkan

perhitungan

menunjukkan angka sebesar 0,0033 termasuk sangat kecil. Dengan
demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten
Lingga cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu
mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas
dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio
solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio
solvabilitas Kabupaten Lingga tahun 20120 dapat dilihat pada tabel

berikut :
" Rasio T e * Tahun 2020
(%)
Rasio Kewajiban Kewajiban 9.929.068.744,28 0,33%
terhadap Aset Aset 1.813.559.498.130,00
Rasio Kewajiban Kewajiban 5.929.068.744,28 0,39%
terhadap Ekuitas Ekuitas 1.807.630.429.386,67 .

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di
Kabupaten Lingga pada tahun 2020 sangat rendah hanya 0,33%.
Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban
yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten
Lingga masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara
itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu
sebesar 0,39%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih
jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten

Lingga.
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Tabel 3.3.
Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

Rata-rata
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Portumbelan
1. ASET
1, ASET LANCAR
1.1.1 Kas di Daerah 80.110.124.134,85 76.951.080.326,44 135.319.421.724,82 53.099.433.022,41 97.096.065.349,88 23,50
1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.256.402.415,00 888.960.546,00 392.737.290,00 748.255.321,00 1.091.767.164,00 12,84
1.1.3 Kas di Bendahara 219.958,00 94.,973.441,00 94.500,00 22.789.400,00 10.699.000,00 16.735,20
Penerimaan
1.1.4 Kas Lainnya 243.928.024,00 1.078.302.955,13 282.370.357,72 326.696.601,28 41.116.705,17 49,13
1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS 1.301.441.168,25 561.907.732,56 3.575.915.858,96 119,89
1.1.6 Kas di BLUD 660.378.196,00 1.910.836.178,00 179.852.279,00 1.298.194.035,00 3.081.281.307,00 214,48
1.1.7 Investasi Jangka Pendek = 7 =
1.1.8 Piutang Pajak 6.243.342.866,00 6.845.849,654,00 7.616.223.946,00 8.217.138.936,00 9.216.149.592,00 10,24
1.1.9 Penyisihan Piutang Pajak -3.374.232.731,12 -3.664.356.556,81 -5.250.418.609,46 -5.864.860.856,37 -6.521.145.106,00 18,69
1.1.10 Piutang Pajak Netto (10-11) 2.669.110.134,88 3.181.493.097,19 2.365.805.336,54 2.352.278.079,63 2.695.004.486,00 1,89
1.1.11 Piutang Retribusi 182,437.100,00 590.461.100,00 85.400.000,00 233.205.000,00 216.305.000,00 75,99
1.1.12 Penyisihan Piutang Retribusi -300.693,530,00 -7.327.055,50 -13.252.750,00 -32.786.775,00 -51.338.275,00 46,82
1.1.13 Piutang Retribusi Netto (13-14) 179.430.164,50 583.134.044,50 72.147.250,00 200.418.225,00 164.966.725,00 74,37
1.1.14 Belanja Dibayar di muka - - - - - -
1.1.15 Bagian  Lancar  Pinjaman - - - - 3 ;
Kepada Perusahaan Negara
1.1.16 Penyisihan Bagian Lancar - - - - - E
Pinjaman Kepada Perusahaan
Negara
1.1.17 Bagian  Lancar  Pinjaman E - - - - -
Kepada Perusahaan Negara
Netto
1.1.18 Bagian Lancar  Pinjaman - - - - - -
Kepada Perusahaan Daerah
1.1.19 Penyisihan Bagian Lancar - - - - . 2
Pinjaman Kepada Perusahaan
Daerah
1.1.20 Bagian Lancar Pinjaman - - - - - =
Kepada Perusahaan Daerah
Netto
1.1.21 Bagian Lancar Pinjaman - - - - - -
Kepada Pemerintah Pusat
1.1.22 Penyisihan Bagian Lancar - - - - - -
Pinjaman Kepada Pemerintah
Pusat
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Uraian

2016

2017

2018

2019

Rata-rata

Pertumbuhan
1.2.6 Penyisihan Investasi Non -1.081.832.058,75 -1.518,346.257,50 -1.729.585.066,00 -1.702.114,222,00 -1.686.618.392,00 12,94
Permanen Dana Bergulir Tidak
Tertagih
1.2.7 Jumlah Investasi 714.288.693,25 261.734.828,50 - - - -
Nonpermanen ( 44 s/d 48)
1.2.8 Investasi Permanen =
1.2.9 Penyea;;taan Modal Pemerintah 15.081.073.098,00 15.038.919.427,00 16.605.438.552,00 19.453.624.010,00 21.978.985.028,00 10,07
Daer
1.2.10 Investasi Permanen Lainnya - - - - - -
1.2.11 Jumlah l;wutul Permanen 15.081.073.098,00 15.038.919.427,00 16.605.438.552,00 19.453.624.010,00 21.976.985.028,00 10,07
518/d5
}JU'.IELM-I H)!VEBTABI JANGKA 15.795.361.791,25 15.300.654.255,50 16.605.438.552,00 19.453.624.010,00 21.976.985,028,00 8,88
PANJANG (49 + 53)
1.3 ASET TETAP
1.3:.1 Tanah 123.546.461.180,00 232.163.323.930,00 223,005.361.930,00 227.849.334.230,00 229.816.717.280,00 21,75
1.3.2 Peralatan dan Mesin 207.718.916.712,76 225.648.513.920,13 240.481.542.200,13 273.386.960.118,36 328.534.944.800,36 12,27
1.3.3 Gedung dan Bangunan 546.628.662.736,46 626.148.142.621,32 623.055.712.266,89 695.876.716.596,71 715.905.110.847,26 7,15
1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.083.316.396.007,32 1.131.147.930.891,12 1.194,942.458.111,12 1.271.624,198.256,61 1.315.179.874.136,99 4,97
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 13.512.756.050,00 17.902.170.014,00 21.851.538.394,00 27.654.998,793,00 33.883.258.370,00 25,91
1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 27.306.926.270,16 24.132.764.197,26 28.242.854.000,00 30.084.604.500,00 30.084.604.500,00 2,98
1.3.7 Akumulasi Penyusutan -654.121.251.530,00 -771.618.424.144,00 -873.672.244.100,00 -985.208.560.438,53 -1.092.772.888.318,53 13,72
JUMLAH ASET TETAP 1.347.908.867.426,70 1.485.524.421.429,83 1.457.907.222.802,14 1.541.268.252.056,15 1.860.631.621.616,08 3,83
1.4 DANA CADANGAN
1.4.1 Dana Cadangan - - - - - -
JUMLAH DANA CADANGAN - - - - - -
1.5 ASET LAINNYA
1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - -
1.5.2 Penyisihan Tagihan Penjualan - - - - - -
Angsuran
1.5:3 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - -
Netto
1.5.4 Tuntutan Ganti Rugi 2.409.279.012,00 2.413.279.012,00 2.413.279.012,00 2.413.279.012,00 2.413.279.012,00 0,04
1.5.5 Penyisihan Tuntutan Ganti - - - - - -
Rugi
1.5.6 Tuntutan Ganti Rugi (74 - 2.409,279.012,00 2.413.279.012,00 2.413.279.012,00 2.413.279.012,00 2.413,279.012,00 0,04
75)
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Rata-rata

No. Uralan 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbul

1.5.7 Kemitraan dengan Pihak . = a - - -
Ketiga

1.5.8 Aset Tidak Berwujud 1.491.340.500,00 586.103.500,00 450.735.500,00 645.348.900,00 45.783.269.064,59 1.738,43

1.59 Amortisasi Aset Tidak -1.315.862.100,00 -450.998.300,00 -202.621.700,00 -313.265.000,00 ~464 .885.400,00 - 445
Berwujud

1.5.10 Aset 'I."idlk Berwujud ( 77 - 175.478.400,00 135.105.200,00 248,113.800,00 332.083.900,00 45.318.383.664,59 3.410,29
79)

1.5.11 Kas Yang dibatasi 20.107.811.458,00 15.501.580.241,00 15.626.080.241,00 4,991.810.057,00 4,991,810.057,00 - 22,54
Penggunaannya

1.5.12 Aset Lain-lain 13.248.313.941,00 22.510.017.441,00 66.116.311.619,59 67.297.691.291,00 28.774.143.684,00 52,04

1.5.13 Akumulasi Penyusutan Aset 0,00 0,00 -5.723.820.326,00 -5.767.440.689,00 -7.305.234.928,00 6,86
Lain-lain

1.5.14 Aset Lain-lain (81 - 83) 13.348.313.941,00 22.510.017.441,00 60.392.491.293,59 81.530.250.602,59 21.468.908.756,00 49,57
JUMLAH ASET LAINNYA ( 73 35.940.882.811,00 40,559.981.894,00 78.679.964.346,59 69.267.423.571,59 74.192.381.489,59 25,50
+ 76 + 77 +80 +81 +84)
JUMLAH ASET ( 39 + 53 + 63 1.315.863.098.359,95 1.636.671.272.095,21 1.751.538.918.103,68 1.813.559.496.130,96 1.778.508.132.767,34 8,25
+ 67 +84)

1.6 KEWAJIBAN

1.6.1 KEWAJIBAN JANGEA - - - - - -
PENDEK

16.2 Utang kepada pihak ketiga - - - - - -

1.6.3 utang perhitungan pihak 536.305.075,37 138.030.163,00 186.059.019,72 291.027.218,28 31.275.733,17 - 18,08
ketiga (PFK)

1.6.4 Utang Bunga - . - - - -

1.6.5 Bagian Lancar Utang Jangka - - - - - -
Panjang

1.6.6 Pendapatan Diterima Dimuka 3.500.000,00 - - 1.250.000,00 1.250.000,00 - 25,00

1.6.7 Utang Belanja 223.100.701,00 948.157.717,00 217.174.407,00 280.645.934,00 1.317.728.881,00 161,66

1.6.8 Utang Jangka Pendek Lainnya 2.343.912.330,00 662.901.081,00 2.166.831.610,00 364.335.535,00 351.923.435,00 17,14
JUMLAH KEWAJIBAN 3.106.818.106,37 1.749.088.961,00 2.570.065.036,72 937.258.687,28 1.702.178.049,17 5,33

JANGKA PENDEK ( 91 s/d
97)

KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG

Utang Dalam Negeri-Sektor
Perbankan

Utang Dalam Negeri-Obligasi

Premium (Diskonto) Obligasi
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3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten
Lingga pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tiap tahun mengalami
peningkatan yaitu pada tahun 2016 dari sebesar Rp.286.182.278.029,00
menjadi sebesar Rp.331.370.849.187,00 pada tahun 2020. Sedangkan
proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja

daerah apabila

dilihat

perkembangannya

cenderung mengalami

penurunan dari sebesar 42,59% pada tahun 2016 menurun menjadi
sebesar 36,10% di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tabel 3.4,

Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No

Uraian

2016

2017

2018

2019

2020

Total Belanja
untuk
pemenuhan
kebutuhan
Aparatur (Rp)

286.182.278.029,00

275.408.238.798,00

291.238.501.774,00

315.890.383.555,60

331.370.849.187,00

Total
Pengeluaran

(Rp)

671.949.885,870,76

746.550.466.102,40

786.489.431.434,97

982.908,628.445,98

917.801.564.822,18

Persentase (%) 42,59 36,89 37,03 32,14 36,10
1 42.59 45.00
36.10 40.00
1,000,000,000,000.00
35.00
800,000,000,000.00 30.00
25.00
600,000,000,000.00 8 g 8
@ 0 o 20.00
S R R
400,000,000,000.00 @ o g 15.00
l"l._ ~ uy
10.00
200,000,000,000.00
5.00
E 0.00

2016 2017

s Total Belanja Pegawai
wusw (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)
Persentase Belanja Pegawai terhadap total pengeluaran

2019

2020

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Defisit riil memberikan gambaran kondisi tentang kebijakan
anggaran untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Defisit
anggaran di Kabupaten Lingga terjadi pada tahun 2017 sebesar
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Rp.1.797.084.319,41 kemudian pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran
sebesar Rp.78.655.513.844,70. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lingga Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Realisasi

Pendapatan 751.268.344.360,93 744.753.381.782,99 843.812.824.764,60 904.253.114.601,28 960.995.638.215,25

Daerah

Dikurangi

Realisasi :
2 Belanja Daerah 671.949.885.870,76 746.550.466.102,40 784.989.431.434,97 976.058.628.445,98 913.801.564.822,18
3 Pengeluaran

Pembiayaan 1.500.000.000 6.850.000.000 4.000.000.000

Daerah

Defisit riil 79.318.458.490,17 (1.797.084.319,41) 57.323.393.329,63 | (78.655.513.844,70) 43.194.073.393,07

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai sumber penutup defisit
riil terutama yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabel 3.6.
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2016-2020

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

1. | Sisa Lebih Perhitungan 98,17 | 100,00 | 100,00 99,95 99,95
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran secbelumnya

2. | Pencairan Dana Cadangan = = 2 5 -

3. | Hasil Penjualan Kekayaan - - - - -
Daerah Yang dipisahkan

4. | Penerimaan Pinjaman = - - = -
Daerah

5. | Penerimaan Kembali 1,83 - - 0,05 0,05
Pemberian Pinjaman
Daerah

6. | Penerimaan Piutang - - - - -
Daerah

7. | Penerimaan penerimaan - - - - -
pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Total Penerimaan Pembiayaan 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00

Daerah
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3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2021-2026 disusun dengan mendasarkan beberapa asumsi
sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian
target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun
2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan
peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan
berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan
dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga
untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan
peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.
Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui
reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan
riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan
kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan
mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun
2022. Meskipun pertumbuhannya Ilebih lambat dibandingkan tahun
sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih
berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan
dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh
tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan
pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai
pemerintah negara dunia. Kembali meni
P AW NIVT-FT-1 Pﬂuq pivovo VOOLDOLLIOLDL U\.AHU!.\..I,JDJ v yvuaunol (S § dicunivacirya
pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh
pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan
ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi
dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama
Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang
tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit
berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi
pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke Green Recovery.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi
upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-
19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian
dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus
meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan
dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal
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tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan
ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan
ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi
tantangan pencapaian sasaran ekonomi nasional tahun 2022. Akibat
pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup
permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi
neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena
pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang
kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih
menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih
pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia
usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan
ekonomi akan berjalan lambat. Dari sisi moneter, prospek pemulihan
ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi
kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko
tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan
melalui arus modal keluar (capital outflow) dari emerging markets, termasuk
salah satunya Indonesia.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lingga tahun 2022 diproyeksikan
belum begitu stabil karena masih terpengaruh pandemi Covid-19. Pengaruh
pandemi Covid-19 diperkirakan mulai berkurang mulai tahun 2023 setelah
pelaksanaan vaksin Covid-19 tuntas, yang ditargetkan selesai pada bulan
April tahun 2022. Di samping itu, kebijakan pemerintah sejak tahun 2022
sudah diarahkan pada wupaya pemulihan ekonomi, diharapkan akan
berdampak pada semakin menggeliatnya aktivitas perekonomian Kabupaten
Lingga. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 diharapkan pertumbuhan
ekonomi semakin baik, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah,
baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan
transfer dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan semakin pulihnya
perekonomian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan pendapatan
daerah yang semakin baik Pertumbuhan ekonomi diasumsikan mengalami
peningkatan secara gradual dari sebesar 2,92% pada tahun 2022 menjadi
4,87% pada tahun 2026. Membaiknya pertumbuhan ekonomi diharapkan
akan meningkatkan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi
daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli
daerah. Pendapatan dana transfer juga diasumsikan mengalami peningkatan
seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah.

Mendasarkan pada asumsi-asumsi diatas, proyeksi pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel
berikut ini :
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Tabel 3.8.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lingga

NO URAIAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A | Pendapatan 872.952.641.864 | 874.841.334.185 | 883.112.680.903 | 896.778.391.728 | 911.007.203.394 | 925.856.474.553

1 Pendapatan Asli 51.150.619.000 53.507.124.420 56.578.471.138 60.044.181.963 64.072.993.629 68.722.264.788
Daerah

a. | Pajak Daerah 25.082.156.000 27.400.310.720 29.848.987.095 32.548.813.399 35.525.810.323 38.807.722.317

b. | Retribusi Daerah 1.534.028.000 1.572.378.700 1.611.688.168 1.660.038.813 1.726.440.365 1.812.762.383

c. | Hasil Pengelolaan 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
kekayaan daerah yang
dipisahkan

d. | Lain-lain pendapatan 23.334.435.000 23.334.435.000 23.917.795.875 24.635.329.751 25.620.742.941 26.901.780.088
asli daerah yang sah

2 Pendapatan Transfer 808.528.369.864 | 808.060.556.765 | 813.260.556.765 | 823.460.556.765 | 833.660.556.765 | 843.860.556.765

a. | Transfer Pemerintah 768.646.174.000 | 767.259.855.000 | 772.259.855.000 | 782.259.855.000 | 792.259.855.000 | 802.259.855.000
Pusat

1) | Dana Perimbangan 669.973.583.000 | 665.897.750.000 | 670.897.750.000 | 680.897.750.000 | 690.897.750.000 | 700.897.750.000

a) | Dana Transfer Umum 514.550.243.000 | 519.550.243.000 | 524.550.243.000 | 534.550.243.000 | 544.550.243.000 | 554.550.243.000

-1 | Dana Bagi Hasil (DBH) 44.925.125.000 49.925.125.000 54.925.125.000 59.925.125.000 64.925.125.000 69.925.125.000

-2 | Dana Alokasi Umum 469.625.118.000 | 469.625.118.000 | 469.625.118.000 | 474.625.118.000 | 479.625.118.000 | 484.625.118.000
(DAU)

b) | Dana Transfer Khusus 155.423.340.000 | 146.347.507.000 | 146.347.507.000 | 146.347.507.000 | 146.347.507.000 | 146.347.507.000

-1 | DAK Fisik 96.881.615.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000

-2 | DAK Non Fisik 58.541.725.000 45.472.881.000 45.472.881.000 45.472.881.000 45.472.881.000 45.472.881.000

2) | Dana Insentif Daerah 27.899.745.000 30.589.259.000 30.589.259.000 30.589.259.000 30.589.259.000 30.589.259.000
(DID)

3) | Dana Desa 70.772.846.000 70.772.846.000 70.772.846.000 70.772.846.000 70.772.846.000 70.772.846.000

b. | Transfer Antar Daerah 39.882.195.864 40.800.701.765 41.000.701.765 41.200.701.765 41.400.701.765 41.600.701.765

1) | Pendapatan bagi hasil 39.882.195.864 40.800.701.765 41.000.701.765 41.200.701.765 41.400.701.765 41.600.701.765
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NO

URAIAN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

daerah

Pengeluaran
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

PEMBIAYAAN NETTO

55.622.658.231

45.000.000.000

45.000.000.000

45.000.000.000

45.000.000.000

45.000.000.000

SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN
BERKENAAN
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3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas
riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah
awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan
ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu
kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang
wajib dan mengikat serta prioritas utama. Perincian belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Lingga
tercantum pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.9.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lingga tahun 2020-2026

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 | Belanja Operasi 0 0 0 0 0 0
a) | Belanja Pegawai 311.234.801.532 | 314.347.149.547 | 317.490.621.043 | 320.665.527.253 | 323.872.182.526 | 327.110.904.351
b) | Belanja Barang dan 0 0 0 0 0 0
Jasa
c) | Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0
d) | Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0
e) | Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0
f) | Belanja Bantuan 0 0 0 0 0 0
Sosial
2 | Belanja Modal 96.881.615.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 | 100.874.626.000 100.874.626.000
JUMLAH 408.116.416.532 | 415.221.775.547 | 418.365.247.043 | 421.540.153.253 | 424.746.808.526 | 427.985.530.351
Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil
keuangan daerah untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Lingga. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2022-2026
No. Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. | Pendapatan 872.952.641.864 | 874.841.334.185 | 883.112.680.903 | 896.778.391.728 | 911.007.203.394 | 925.856.474.553
2. | Penerimaan 55.622.658.231 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000
Pembiayaan
Total penerimaan 928.575.300.095 | 924.841.334.185 | 933.112.680.903 | 946.778.391.728 | 961.007.203.394 | 975.856.474.553
Dikurangi:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026

Hal III-30




No. Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4. | Belanja dan 408.116.416.532 | 415.221.775.547 | 418.365.247.043 | 421.540.153.253 | 424.746.808.526 | 427.985.530.351
penerimaan
pengeluaran
pembiayaan yang
wajib dan mengikat
serta prioritas
utama
Kapasitas riil 520.458.883.563 | 509.619.558.638 | 514.747.433.860 | 525.238.238.475 | 536.260.394.868 | 547.870.944.202
kemampuan
keuangan

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk penggunaan untuk Prioritas I
yaitu belanja untuk Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, dan Prioritas II yang merupakan Belanja lainnya.
Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No. Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Kapasitas riil 520.458.883.563 | 509.619.558.638 | 514.747.433.860 | 525.238.238.475 | 536.260.394.868 | 547.870.944.202
kemampuan
keuangan
Prioritas I 378.850.773.521 | 357.920.750.101 | 362.299.826.739 | 371.366.541.699 | 380.987.462.702 | 391.159.845.899
Prioritas II 141.608.110.042 | 146.698.808.536 | 147.447.607.121 | 148.871.696.775 | 150.272.932.167 | 151.711.098.304
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BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Lingga dirumuskan
berdasarkan kondisi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah
pada seluruh urusan daerah baik urusan wajib, pillhan maupun penunjang.
Sedangkan isu strategis merupakan masalah besar atau penting hasil analisis
terhadap kondisi capaian makro atau agregat pembangunan daerah, yang tidak
terbatas pada permasalahan sektoral/urusan saja, namun dapat berupa isu
lintas sektor (cross cutting issues). Isu strategis ini ini dapat pula merupakan
isu atau permasalahan yang dialami akibat situasi ekternal maupun dampak
dari isu-isu global yang terjadi saat ini dan diperkirakan akan terjadi di masa-
masa yang akan datang. Isu strategis ini apabila tidak segera mendapatkan
perhatian memiliki potensi berkembang untuk menjadi permasalahan yang lebih
besar.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi
yang diharapkan atau dicita-citakan, kondisi riil dapat dilihat dari capaian
kinerja indikator penyelenggaraan pemerintahan daera, yang merupakan
persandingan antara terget kinerja dangan realisasi capaiannya. Permasalahan
pembangunan daerah  dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan,
sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah
sebagai berikut:

a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tercatat pada tahun 2020
rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lingga baru sebesar 6,67%.

b. Masih rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru sebesar 54,50%.

c. Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dengan angka partisipasi sekolah SMP/MTs sebesar 84,26%
dan APM SD/MI sebesar 74,80%.

d. Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD/MI sebesar
0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,24%.

e. Masih kurangnya mutu pendidikan, terlihat dari Persentase PAUD
terakreditasi minimal B sebesar 17,44%, Persentase SD/MI
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terakreditasi minimal B sebesar 43,57% dan Persentase SMP/MTs
terakreditasi minimal B sebesar 41,46%.

Belum semua guru memenuhi kualifikasi S1/D-1V, data tahun 2020
untuk guru PAUD sebesar 16,62%, SD/MI sebesar 89,18%, dan
SMP/MTs sebesar 96,33%.

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal yang
ditunjukkan dengan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang
belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru mencapai 0,05%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS mengusulkan

rumusan permasalahan sebagai berikut :

a.

b.

Adanya keterlambatan masuk sekolah formal atau bahkan terlalu
muda,

Putus sambung bersekolah karena harus membantu orang tua
akibat permasalahan ekonomi sehingga sering tinggal kelas,
Ketiadaan guru untuk kelas tertentu biasanya di daerah marjinal
yang menyebabkan proses belajar belajar terhenti.

Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau
merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan
produktivitas.!

2. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah

sebagai berikut:

a.

Tingginya Kematian Ibu, mencapai 222 per 100.000 KH, dipengaruhi
pertolongan persalinan yang belum semuanya dibantu oleh tenaga
kesehatan berkompetensi kebidanan, belum optimalnya kunjungan
Ibu hamil K4 (91,48%) dan penanganan komplikasi kebidanan
(99,19%).

Belum terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang ditunjukkan
dengan indikator SPM sebagian besar belum ada yang mencapai
100%, misalnya Persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru sebesar
56,76% serta Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar baru sebesar 24,49%.

Masih adanya kasus gizi buruk (balita gizi buruk) sebesar 1,1%, dan
stunting pada balita sebesar 10,9%.

Masih rendahnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif (baru mencapai 57%) dan masih
rendahnya persentase kabupaten 80% imunisasi dasar lengkap pada
bayi baru sebesar 76,8%.

Kurangnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) yang
ditunjukkan dengan kondisi ditahun 2020 baru sebesar 36,10%.

' Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342-343.
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1.

Pencapaian STBM masih rendah, yaitu sebesar 78% dengan jumlah
desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air
Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 14 desa/kelurahan.
Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat
desa/kelurahan. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
kesehatan terkait pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sampai
tingkat desa/kelurahan belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.
Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Salah satu
penyebabnya karena capaian urusan kesehatan terkait pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.
Terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengganggu kondisi kesehatan
fisik serta adanya ancaman terhadap kondisi kesehatan mental
masyarakat.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan

rumusan permasalahan sebagai berikut:

a.

ao o

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar,

Rendahnya mutu pelayanan kesehatanan dasar

Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat

Mahalnya biaya jasa kesehatan yang berdampak pada rendahnya
daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan
sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas
dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.2

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

a.

Masih rendahnya warga yang mendapatkan layanan pengolahan air
limbah domestik. Hal ini dapat dilihat bahwa di tahun 2020 baru
sebesar 55,16% warga yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Belum optimalnya akses air minum layak dan berkelanjutan, baik
melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non jaringan perpipaan.
Hal ini dapat dilihat bahwa Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga pada tahun 2020 baru sebesar 64,07%.

Rendahnya kualitas drainase. Hal ini dapat dilihat bahwa Persentase
drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
pada tahun 2020 baru sebesar 19,26%.

Masih luasnya wilayah genangan banjir dan rob. Hal ini dapat dilihat
bahwa Persentase wilayah genangan banjir dan rob pada tahun 2020
sebesar 18,18%.

> Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 344,
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e. Banyaknya jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan, terlihat
dari rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
pada tahun 2020 yaitu baru mencapai 24,67%.

f. Pembinaan terhadap jasa konstruksi masih rendah, yang
ditunjukkan dengan persentase jasa konstruksi yang dibina sampai
dengan tahun 2020 baru sebesar 51,42%.

g. Rendahnya kepemilikan sertifikat kompetensi tenaga teknis, hal ini
ditunjukkan dengan persentase teknisi yang memiliki sertifikat
kompetensi sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 0,65%.

h. Rendahnya kepatuhan terhadap tata ruang, tercatat di tahun 2020
persentase ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 27,47%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan
rumusan permasalahan sebagai berikut :

a. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama aksesibilitas
ke wilayah terpencil dan masih rendahnya kualitas sarana dan
prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.

b. Eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran
masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga
mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.3

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, dengan kinerja
tahun 2020 baru sebesar 49,13%.

b. Masih adanya rumah tidak layak huni, ditandai dengan kondisi
rumah layak huni tercapai baru sebesar 82%.

c. Masih rendahnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi
korban bencana kabupaten dengan kondisi di tahun 2020 sebesar
50%, jauh dari target SPM yang seharusnya 100%.

d. Masih rendahnya pemenuhan PSU, ditandai dengan perumahan
yang sudah terpenuhi PSUnya baru sebesar 18,33%.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, termasuk tingginya pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketenteraman, Keindahan). Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati (termasuk terkait ketertiban, ketentraman, keindahan (K3))

belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

3 rekomendasi dari KLHS, Bab 6 Hal 352.
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b. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

c. Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serra pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hal ini dapat dilihat
dari capaian pada tahun 2020 untuk Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan informasi rawan bencana baru sebesar
0,00192% dan Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru sebesar
0,00062%.

6. Sosial
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial adalah sebagai
berikut:

a. Rendahnya tingkat pemenuhan SPM bidang sosial yang ditunjukkan
dengan kinerja di tahun 2020 masih ada yang belum mencapai
100%. Adapun yang telah mencapai 100% hanya capaian kinerja
persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial.

b. Rendahnya PPKS yang mendapatkan bantuan sosial, tercatat pada
tahun 2020 baru mencapai 64,3%.

c. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan Perlindungan dan
Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
dengan kinerja pada tahun 2020 baru mencapai 34,46%.

d. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin, salah
satu penyebabnya karena capaian urusan sosial terkait pembinaan
terhadap masyarakat miskin belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu. Serta belum optimalnya rehabilitasi sosial di luar panti
bagi PPKS lainnya, hal ini dapat dilihat misalnya dari Persentase
Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti baru sebesar 3,39%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.*

* Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342.
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4.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketenagakerjaan

adalah sebagai berikut:

da.

Masih adanya pengangguran dan kurangnya penempatan tenaga
kerja. Hal ini ditandai dengan TPT Kabupaten Lingga pada tahun
2020 mencapai 4,41% dan persentase besaran pencari kerja
(pencaker) yang terdaftar yang ditempatkan baru mencapai 26,79%.
Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan kesempatan
untuk memperoleh pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari Besaran
tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada
tahun 2020 baru sebesar 44% dan Persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi baru mencapai 6,86%.

Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja dan belum optimalnya
perlindungan tenaga kerja. Angka sengketa yang diselesaikan pada
tahun 2020 baru mencapai 75,95% dan kasus yang diselesaikan
melalui PB baru mencapai 83,33%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan

rumusan permasalahan sebagai berikut :

a.

Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi
pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain
Balai Latihan Kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat
yang memerlukan pelatihan.

. Belum tersedianya tenaga kerja yang belum sesuai kualifikasi

sehingga masih banyak yang belum diterima dipasar kerja sasaran
dari indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dikarena

...... e r—
Terbatasnya lapangan pekerjaan akibat minimnya investasi yang
masuk dan sektor wirausaha belum berkembang,.

Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga
kerja/angkatan kerja.

Ketersedian informasi pasar kerja belum optimal.

Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang
secara optimal.5

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada wurusan menyarankan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a.

b.

Masih rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender dalam
APBD, pada tahun 2020 baru mencapai 0,013%.

Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada
tahun 2020 prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai 0,173%,

5 Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351-352.
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rasio KDRT 0,160%, dan terhadap perempuan (termasuk TPPO)
mencapai 0,0769%.

¢. Masih rendahnya perangkat daerah yang memanfaatkan data gender
dan anak. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait
pemanfaatan data gender dan anak oleh perangkat daerah belum
ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

d. Belum optimalnya pembentukan forum anak (FA) di tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan, hal ini salah satunya dapat dilihat
bahwa pada tahun 2020 belum dibentuk FA di tingkat
kelurahan/desa.

e. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan kurangnya
ketersediaan fasilitas penunjang Kabupaten Layak Anak (KLA) baik
di kecamatan maupun desa/kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari
rasio desa/kelurahan menuju KLA tahun 2020 baru mencapai
12,20%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan
rumusan permasalahan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan lebih
disebabkan karena minimnya keterampilan dalam meningkatkan
tambahan ekonomi keluarga

b. Kurangnya pemahaman para perencana pembangunan dalam
menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

c. Tingkat pendidikan perempuan masih banyak yang rendah.

d. Budaya atau norma dimana perempuan harus lebih banyak di
rumah masih tinggi 6

3. Pangan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan adalah sebagai
berikut:

a. Belum optimalnya stabilitas harga dan pasokan bahan pangan
pokok. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pangan
terkait stabilitas harga dan pasokan bahan pangan pokok belum
ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

b. Masih kurangnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman. Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan pangan terkait konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman belum ditargetkan secara optimal pada periode
lalu.

c. Belum optimalnya pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Salah
satu penyebabnya karena capaian urusan pangan terkait
pengawasan pangan segar asal tumbuhan belum ditargetkan secara
optimal pada periode lalu.

® Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 349.
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4. Pertanahan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanahan yaitu
belum optimalnya penyediaan tanah untuk pembangunan. Salah satu
penyebabnya karena capaian urusan pertanahan terkait penyediaan
tanah untuk pembangunan belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.

5. Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup
adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya capaian indeks kualitas air, ditandai dengan pada
tahun 2020 baru mencapai 51,11%.

b. Masih rendahnya cakupan penanganan sampah dan pengurangan
sampah melalui 3R. Hal ini dapat dilihat dari persentase sampah
perkotaan yang tertangani pada tahun 2020 baru sebesar 92,62%.

c. Belum optimalnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3). Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan lingkungan hidup terkait pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) belum ditargetkan secara
optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS menyarankan
rumusan permasalahan sebagai berikut:

a. Masih lemahnya penindakan hukum atas tindakan-tindakan
pencemaran dan juga rendahnya keterlibatan dan kepedulian
masyarakat dan dunia wusaha dalam penanganan masalah
lingkungan.

b. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan
sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas
dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.?

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yvaitu

a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi
kependudukan, antara lain KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak
(KIA). Kepemilikan KTP dan KIA pada tahun 2020 masing-masing
baru mencapai 81,59% dan 77,85%.

b. Belum optimalnya penerbitan dokumen pencatatan sipil antara lain
akta kelahiran, pada tahun 2020 baru mencapai 97,56%.

" Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 353.
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7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a.

Kurang berkembangnya badan usaha milik desa (BUMDes). Salah
satu penyebabnya karena capaian urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa terkait pengembangan BUMDes belum
ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Belum optimalnya Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang
aktif, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 baru mencapai
25%.

Belum optimalnya pengembangan Pos Pelayanan Teknologi
(Posyantek). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pengembangan
Posyantek belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi
pemerintahan desa, dapat dilihat dari capaian desa yang memiliki
administrasi pemerintahan yang baik pada tahun 2020 baru
mencapai 50,67%.

Belum optimalnya peningkatan kemandirian desa, dapat dilihat dari
angka indeks desa membangun tahun 2020 masih di angka 0,6274.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan

rumusan permasalahan sebagai berikut:

a.

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama aksesibilitas
ke wilayah terpencil dan masih rendahnya kualitas sarana dan
prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.

Eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran
masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga
mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.

Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi
pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain
Balai Latihan kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat
yang memerlukan pelatihan.

Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau
merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan
produktivitas.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan
sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas
dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.

Keterbatasan sarana prasarana pertanian dan peternakan serta
belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang
ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal.8

® Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 352-353.
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8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana, terlihat
dari unmet need KB pada tahun 2020 sebesar 4,44% dan Persentase
KB aktif pada tahun 2020 sebesar 72%.

b. Masih adanya perkawinan usia dini terlihat dari persentase
Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun. Salah
satu penyebabnya karena capaian urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana terkait hal tersebut belum ditargetkan
secara optimal pada periode lalu.

9. Perhubungan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perhubungan adalah
sebagai berikut:

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas
angkutan jalan (rambu, marka, guardraill, dan penerangan jalan
umum). Salah satunya dapat dilihat dari Persentase prasarana
keselamatan jalan kondisi baik pada tahun 2020 baru sebesar 80%.

b. Belum optimalnya pelayanan uji KIR angkutan umum, pada tahun
2020 uji KIR baru berjumlah 66 unit atau 29,46% dari total
Kendaraan wajib KIR.

c. Belum optimalnya penyediaan angkutan umum antar pulau. Hal ini
dapat dilihat dari Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, dan Feri (IK2) (salah satu komponen perhitungan
Rasio Konektivitas Kabupaten) pada tahun 2020 sebesar 0,5.

10. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Komunikasi dan

Informatika adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi kepada
masyarakat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari Persentase
masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan
pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2020 baru mencapai
55,81%.

b. Belum optimalnya pengembangan SDM, infrastruktur dan aplikasi
teknologi informasi guna menunjang e-government. Hal ini dapat
dilihat misalnya dari tersedianya Badan Publik yang menjalankan
kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2020 baru
sebesar 60%. Serta Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Kominfo pada tahun 2020 baru sebesar 51,11%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
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a. Belum tersedianya akses teknologi informasi yang handal sehingga
menghambat masyarakat untuk menyebarkan informasi potensi dan
produk kepada pasar potensial.?

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya koperasi aktif (pada tahun 2020 baru sebanyak
52,14%) dan koperasi berkualitas (pada tahun 2020 baru sebanyak
10,06%).

b. Masih rendahnya akses permodalan usaha, hal ini dapat dilihat
misalnya dari Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah) ke layanan keuangan pada tahun 2020 baru sebesar
25,45%.

c. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurun
bahkan terhentinya aktivitas UMKM.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
a. Modal usaha koperasi relatif kecil, sehingga perlu bantuan perbankan
dan lembaga keuangan non perbankan serta rendahnya kesadaran
pelaku usaha untuk bergabung dalam koperasi. !0

12. Penanaman Modal
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal
adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA
dan PMDN), dapat dilihat pada tahun 2020 baru mencapai
Rp599.882.924.323,00. Hal ini dipengaruhi oleh iklim investasi yang
belum kondusif dikarenakan terbatasnya infrastruktur yang tersedia
dan belum terinformasikannya potensi dan peluang investasi
(ditandai dengan Persentase jenis pelayanan perijinan yang
terintegrasi dalam sistem informasi pada tahun 2020 baru sebesar
3,16%).

b. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator pada tahun
2020, antara lain: Lama proses perijinan 1 s.d. 30 hari; Indeks
Kepuasan Masyarakat (perijinan) baru sebesar 83,15; Persentase
proses perizinan dan nonperizinan sesuai dengan SOP baru sebesar
80,42%; dan Persentase izin yang diterbitkan baru sebesar 80,42%.

? Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 355.

' Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351.
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13. Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan

Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kualitas pemuda, hal ini dapat dilihat dari
persentase organisasi pemuda aktif pada tahun 2020 baru sebesar
0,471% dan persentase jumlah pemuda wirausaha baru sebesar
0,083%.

b. Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan atlet (capaian
cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2020 baru sebesar 0,38%
dan cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2020 baru sebesar
0,71%), kurangnya pelatih bersertifikasi, kurangnya kualitas
pengurus organisasi olahraga, dan belum terpenuhinya sarana
prasarana olahraga.

14. Statistik
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik adalah sebagai
berikut:

a. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral.
Hal ini dapat dilihat dari Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar
87% dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam
melakukan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2020 baru
sebesar 87%. '

b. Belum optimalnya penerapan Satu Data daerah yang terintegrasi, hal
ini ditandai dengan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah pada tahun 2020 baru sebesar 87%.

15. Persandian
Permasalahan yang dihadapi pada urusan persandian yaitu
belum terlaksananya urusan Persandian sampai dengan tahun 2020.

16. Kebudayaan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:

a. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek
pemajuan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat,
permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional,
teknologi tradisional, seni, bahasa daerah, dan ritual khusus).
Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi pada
tahun 2020 baru mencapai 41,49%.

b. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan
cagar budaya. Hal ini dapat dilihat dari Terlestarikannya Cagar
Budaya pada tahun 2020 baru sebesar 31,53%.
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17. Perpustakaan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan adalah
sebagai berikut:

a. Kurangnya minat baca masyarakat terlihat dari rendahnya
kunjungan ke perpustakaan. Pada tahun 2020 kunjungan hanya
sebanyak 1.950 orang dari yang ditargetkan sebanyak 5.372 orang.
Permasalahan lainnya adalah kurangnya koleksi perpustakaan
(umlah koleksi buku di perpustakaan pada tahun 2020 baru
sebesar 31.117 buku).

b. Belum optimalnya pemenuhan standar perpustakaan daerah dan
perpustakaan masyarakat. Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan perpustakaan terkait pemenuhan standar perpustakaan
daerah dan perpustakaan masyarakat belum ditargetkan secara
optimal pada periode lalu.

c. Belum optimalnya pelestarian koleksi nasional (budaya etnis
nusantara) dan naskah kuno. Salah satu penyebabnya karena
capaian urusan perpustakaan terkait pelestarian koleksi nasional
(budaya etnis nusantara) dan naskah kuno belum ditargetkan secara
optimal pada periode lalu.

18. Kearsipan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah
sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelestarian arsip statis dan dinamis pada lembaga
kearsipan daerah dan perangkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari
Persentase pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020 baru
mencapai 29,27%.

b. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan di lembaga kearsipan
daerah maupun perangkat daerah. Salah satu penyebabnya karena
capaian urusan kearsipan terkait sarana dan prasarana kearsipan di
lembaga kearsipan daerah maupun perangkat daerah belum
ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

c. Belum optimalnya akuisisi arsip dan penduplikatan arsip dalam
bentuk informatika. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
kearsipan terkait akuisisi arsip dan penduplikatan arsip dalam
bentuk informatika belum ditargetkan secara optimal pada periode
lalu.

4.1.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan
Permasalahan yang dihadapi pada wurusan Kelautan dan

Perikanan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan
tangkap dan pembinaan terhadap nelayan kecil. Hal ini dapat dilihat
dari pembinaan kelompok nelayan pada tahun 2020 baru mencapai
57,81%.
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b.

Belum optimalnya penyediaan sarana perikanan budidaya dan
pembinaan terhadap pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat dari
pembinaan kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2020 baru
mencapai 46,30%.

Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal
ini dapat dilihat salah satunya dari jumlah produksi hasil olahan
ikan pada tahun 2020 baru sebesar 84,73 ton (sedangkan jumlah
produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun
2020 sebesar 33.778,50 ton).

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan

rumusan permasalahan sebagai berikut :

a.

Produktivitas perikanan relatif rendah.!!

2. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata adalah

sebagai berikut:

a.

Masih rendahnya kunjungan wisatawan dan kontribusi pajak dan
retribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Kunjungan wisatawan
dalam negeri dan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 baru
mencapai 13.663 orang (dari yang ditargetkan sebanyak 17.134
orang pada tahun 2020). Adapun kontribusi sektor pariwisata
terhadap PAD pada tahun 2020 baru mencapai 0,07%.

Belum optimalnya pengembangan  destinasi, infrastruktur
penunjang, dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.
Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pariwisata terkait
pengembangan destinasi, infrastruktur penunjang, dan promosi
pariwisata berbasis teknologi informasi belum ditargetkan secara
optimal pada periode lalu.

Belum berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Salah satu penyebabnya karena capaian urusan pariwisata terkait
pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum
ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan

rumusan permasalahan sebagai berikut:

a.

oo

o™

Sarana pendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata
masih minim.

Infrastrukttur pendukung di kawasan wisata belum memadai.
Aksesibilitas menuju kawasan wisata masih rendah.

Promosi wisata masih kurang.

Peran lembaga pemerintah dalam pemberdayaan pokdarwis masih
kurang.

Skala prioritas untuk pengembangan objek daya tarik wisata alam
belum ditentukan.

"" Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 344.
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g. Profesionalitas lembaga pengelola masih rendah.
h. Aksesibilitas dan sarana prasarana pada ODTWA belum tersedia

dengan baik.
i. Wisatawan masih sulit untuk mengakses berbagai objek wisata yang
ada.12
3. Pertanian
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah
sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemenuhan pasokan air dalam mendukung
sistem irigasi pertanian. Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan pertanian terkait pemenuhan pasokan air dalam mendukung
sistem irigasi pertanian belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.

b. Belum optimalnya penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan),
alat mesin pertanian (alsintan) dan prasarana pertanian seperti
saluran irigasi dan jalan usaha tani; penanganan serangan hama
tanaman; dan penanganan hasil pertanian. Hal ini menyebabkan
masih rendahnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB (pada tahun 2020 baru sebesar 21,98%).

c. Belum optimalnya populasi ternak dipengaruhi oleh pelayanan
pengobatan dan pencegahan penyakit ternak, dan sarana prasarana
teknologi peternakan yang masih kurang memadai. Salah satu
penyebabnya karena capaian urusan pertanian terkait pelayanan
pengobatan dan pencegahan penyakit ternak, dan sarana prasarana
teknologi peternakan belum ditargetkan secara

T s = L

a. Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian dan peternakan serta
belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang
ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal.!3

4. Perdagangan
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah
sebagai berikut:

a. Belum semua pasar memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi
infrastruktur maupun SDM pengelolaannya. Pada tahun 2020
persentase pasar yang layak baru mencapai 90%.

b. Belum optimalnya pemantauan ketersediaan, harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2020
pemantauan ketersediaan, harga dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting baru mencapai 95%.

I Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 350.
1" Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 342.
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c. Masih adanya alat ukur dan alat timbang yang belum dilakukan
Tera dan Tera Ulang, terlihat dari persentase alat ukur yang ditera
pada UTTP baru mencapai 80%.

5. Perindustrian
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah
sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pertumbuhan industri mikro dan kecil, ditandai
dengan capaian pertambahan jumlah industri kecil dan menengah
pada tahun 2020 baru sebesar 0,49%

b. Masih banyaknya industri yang belum menerapkan teknologi dan
memenuhi standar kelayakan produksi, pada tahun 2020 baru
mencapai 1,04%.

c. Belum optimalnya fasilitasi Izin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan
Halal). Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
perindustrian terkait fasilitasi [zin Usaha Industri Kecil (P-IRT dan
Halal) belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
a. Infrastruktur pendukung kawasan industri masih belum memadai.!*

6. Transmigrasi
Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi yaitu
belum terlaksananya secara optimal urusan transmigrasi sampai
dengan tahun 2020.

4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan
Permasalahan yang dihad

a. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah. Salah
satu  penyebabnya karena capaian urusan perencanaan
pembangunan terkait kualitas serta keselarasan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat
daerah belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan
daerah. Salah satu penyebabnya karena capaian urusan
perencanaan pembangunan terkait kualitas dokumen perencanaan
pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis
pembangunan daerah belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.

' Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 352.
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2. Keuangan Daerah
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 Persentase
kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD
baru sebesar 55,67%.

b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah terutama dalam hal
penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penatausahaan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan
pemindahtanganan aset daerah. Hal ini misalnya dapat dilihat dari
capaian persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik pada
tahun 2020 baru sebesar 12,70%.

Selain masalah tersebut di atas kajian KLHS merekomendasikan
rumusan permasalahan sebagai berikut :
a. Belum optimalnya pengawasan dan upaya penggalian sumber
pendapatan daerah cenderung mengakibatkan laju pertumbuhan
PAD relatif rendah.!5

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi
berbasis merit system hal ini terlihat dari capaian urusan
kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan periode lalu.

b. Kurangnya kompetensi teknis dan fungsional Aparatur Sipil Negara
(ASN), hal ini ditandai dengan Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 baru sebesar
6,26%.

c. Belum optimalnya kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Sipil
Negara (ASN) hal ini terlihat dari capaian urusan kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan di periode lalu.

4. Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi Penelitian dan

Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya implementasi rencana Kkelitbangan dan
pemanfaatan hasil kelitbangan, dapat dilihat dari capaian Persentase
implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2020 baru sebesar
2,03% dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun
2020 baru sebesar 1,20%.

b. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi umum dan
inovasi perangkat daerah, salah satunya pengembangan teknologi
tepat guna (TTG). Hal ini terlihat dari Persentase perangkat daerah

' Rekomendasi KLHS Bab 6, Hal 351.
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yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah pada tahun 2020
baru sebesar 0,23%.

5. Pengawasan
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi pengawasan adalah
sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
internal dan eksternal. Hal ini ditandai dengan Persentase tindak
lanjut temuan pada tahun 2020 baru sebesar 81,00% dan
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI
pada tahun 2020 baru sebesar 76,08%.

b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada seluruh perangkat daerah. Hal ini ditandai
dengan Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) baru
mencapai level 3.

6. Sekretariat Daerah
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah
adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan
rata-rata skor nilai kepuasan masyarakat dan persentase unit
pelayanan publik menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
ditunjukkan dengan nilai SAKIP Pemerintah daerah. Hal ini ditandai
dengan Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja Pemerintah daerah pada
tahun 2020 baru sebesar 57,54.

¢. Belum optimalnya penataan organisasi, analisis jabatan dan
tunjangan kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari capaian urusan
pemerintahan umum di periode lalu belum tergambarkan.

d. Belum optimalnya penyusunan dan pendokumentasian produk
hukum daerah dan fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu. Hal ini terlihat dari capaian urusan pemerintahan
umum di periode lalu belum tergambarkan.

e. Belum optimalnya implementasi kerja sama daerah. Hal ini ditandai
dengan Persentase kerja sama daerah terimplementasikan pada
tahun 2020 sebesar 0%.

f. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD. Hal ini ditandai
dengan Persentase BUMD dan BLUD memiliki tata kelola yang baik
pada tahun 2020 baru sebesar 80%.

g Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Dapat
dilihat  dari rata-rata capaian Persentase pengadaan
barang dan jasa melalui UKPBJ terhadap usulan perangkat daerah
serta Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik di
periode lalu.

h. Belum optimalnya pelayanan protokoler dan komunikasi pimpinan
daerah. Hal ini ditandai dengan capaian Persentase kegiatan unsur

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021-2026 Hal IV-18




pimpinan dan daerah yang terfasilitasi dengan baik pada tahun 2020
baru sebesar 80%.

7. Sekretariat DPRD
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi sekretariat DPRD
adalah: belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam
menjalankan 3 fungsi DPRD. Hal ini ditandai dengan Indeks kepuasan
DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 sebesar
95,22%.

8. Kewilayahan (Kecamatan)

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kewilayahan
(kecamatan) adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan
dan kelurahan, serta belum optimalnya implementasi pelimpahan
kewenangan kepada camat. Salah satu penyebabnya karena capaian
urusan kewilayahan (kecamatan) belum ditargetkan secara optimal pada
periode lalu.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik
Permasalahan yang dihadapi pada fungsi kesatuan bangsa dan
politik adalah sebagai berikut: masih adanya potensi konflik sosial dan
politik yang memerlukan antisipasi dalam penanganannya. Hal ini
terlihat dari capaian urusan kinerja kesatuan bangsa dan politik terkait
potensi konflik sosial dan politik yang memerlukan antisipasi dalam
penanganannya belum ditargetkan secara optimal pada periode lalu.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah besar maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada proyeksi kondisi masa yang akan datang.
Suatu kondisi yang belum menjadi permasalahan pada saat ini, namun
berpotensi akan menjadi masalah besar pada masa yang akan datang dapat
dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat
dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola
secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis disusun berdasarkan analisis permasalahan
pembangunan yang mengemuka pada setiap urusan, dikaitkan dengan
berbagai kondisi baik skala lokal, nasional maupun internasional.
Pernyataan isu-isu strategis mengarahkan tentang hal-hal yang perlu
menjadi fokus dan prioritas penanganan, oleh karena pengaruhnya yang
besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima
tahun mendatang.
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4.2.1. Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Eksternal
a. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh

para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
Masuknya Indonesia pada tatanan global dalam mendukung
pencapaian SDGs menjadikan SDGs sebagai salah satu instrumen
nasional yang perlu diimplementasikan di seluruh daerah di
Indonesia. Isu SDGs yang menjadi perhatian dalam pembangunan
daerah mengacu pada 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada
tahun 2030, meliputi :

1)

2

3)

4)

S)
6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala
bentuknya di mana saja.

Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian
akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan
nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
Kesehatan yang Baik: Memastikan hidup sehat dan
menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi
semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan
belajar seumur hidup yang berkualitas.

Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui
pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.

Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan
pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau,
andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.

Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan
pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan
berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta
pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur
yvang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di
dalam dan di antara negara-negara.

Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan
pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.

Pemakaian yang Bertanggung Jawab: Memastikan pemakaian
dan pola produksi yang berkelanjutan.

Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas
perubahan iklim dan dampaknya

Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra Untuk
Pembangunan Berkelanjutan.
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15) Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan
penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan
secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan
menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan
menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.

16) Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai
dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan,
menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta
membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan
inklusif di semua strata.

17) Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan
kembali kemitraan global untuk perkembangan yang
berkelanjutan.

Komitmen  pemerintah Indonesia dalam  mendukung
pencapaian SDGs dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan SDGs sebagai isu global
yang perlu diintegrasikan ke dalam target pembangunan daerah
dibentuk wadah koordinasi melalui Tim Koordinasi Nasional SDGs di
bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas.

b. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Perubahan era, yang saat ini dunia global telah memasuki era
revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, memberikan tantangan dan
juga sekaligus peluang bagi perkembangan ekonomi ke depan.
Revolusi industri generasi ke-4 ini berbeda dengan revolusi-revolusi
industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ini memiliki lingkup, skala
dan kompleksitas yang lebih luas. Salah satu faktor perkembangan
revolusi industri 4.0 adalah semakin majunya teknologi baru di
masyarakat. Kemajuan teknologi ini merupakan wujud integrasi
antara dunia fisik dengan dunia digital, yang tentu saja berdampak
pada semua komponen dalam kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan
proses produksi yang dikendalikan secara otomatis, dengan kata lain,
mesin industri telah menggunakan sistem otomatisasi berbasis
komputer, yang tentu tidak lagi semuanya dikendalikan oleh tenaga
manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah seiring
teknologi informasi yang terus bergerak maju.

Salah satu peluang yang muncul dari perkembangan teknologi
dan revolusi industri 4.0 adalah bisnis/ekonomi digital. Daya jangkau
teknologi informasi yang sangat luas membuat akses informasi
semakin mudah dijangkau. Dampaknya dalam dunia ekonomi adalah
semakin luasnya pasar bagi pelaku ekonomi. Digitalisasi, otomatisasi,
dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan
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meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern,
serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.
Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai
bidang diantaranya pendidikan melalui distance learning,
pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fintech,
dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce, oleh
karena itu SDM sebagai faktor kunci hendaknya tidak boleh tertinggal
atau harus melek teknologi informasi. Hal tersebut penting karena
selain memberikan peluang yang luas, era revolusi industri 4.0 yang
mengunggulkan dunia digital juga memberikan ancaman bagi
kehidupan manusia. Ancaman-ancaman itu antara lain berupa
informasi - informasi yang tidak benar (hoax), dan juga ancaman
semakin berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena banyak
pekerjaan yang diambil alih dengan menggunakan robot. Di Indonesia,
diperkirakan sampai dengan tahun 2030 terdapat 51,8 persen potensi
pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai
aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan
upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan
kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting
mengingat transaksi digital bersifat lintas wilayah.

c. Smart City

Pemerintah Indonesia menargetkan sampai dengan tahun 2045
seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan Smart City (Kota Cerdas).
Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama smart city
yang terdiri dari enam dimensi yaitu Smart Economy, Smart Mobility,
Smart Environment, Smart People, Smart Living dan Smart Governance
masih menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pelaksanaan
pemerintahan daerah saat ini. Konsep dasar Smart City adalah
mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bag ., .
efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep Smart City
meliputi pelayanan, penyusunan kebijakan publik dan perencanaan.
Smart City sebagai integrasi yang efektif antara infrastruktur fisik,
sistem digital dan ketrampilan-ketrampilan SDM untuk membangun
lingkungan yang memberikan harapan masa depan yang
berkelanjutan, makmur dan inklusif.

d. Ketahanan Bencana dan Iklim

Perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masyarakat
dunia. Kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) secara
yakin menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama
kenaikan suhu global yang tidak lain disebabkan oleh peningkatan
konsentrasi CO2 (dan emisi rumah kaca lainnya), terutama
penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga.
Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan
bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia; emisi dari
pemukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan
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global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan
manusia. Maka sangat mendesak untuk diupayakan adaptasi dan
mitigasi dan untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan
wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem
akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) Intrusi air laut dan
kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv)
kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan;
(vi) Perubahan pola musim dan hujan; (vii) kerentanan gangguan
kesehatan dan malnutrisi.

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC,
HFC, N20), terutama peningkatan konsentrasi CO2, di atmosfer
menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara
secara global) yang memicu terjadinya global climate change
(perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai
dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup
manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya
adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang
memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan
dan kekeringan pada musim kemarau.

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan
Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan
ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian
bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan
oleh perubahan iklim pada sektor - sektor prioritas; serta menurunkan
emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada
bidang - bidang utama. Upaya Penanganan Perubahan Iklim antara
lain di area: (i) Pengurangan emisi, deforestasi dan degradasi; (ii)
pengembangan strategi adaptasi ketahanan kota dan ketahanan
masyarakat yang rentan dampak perubahan iklim, termasuk adaptasi
dan INE . o G s

e. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret
2020 memberikan dampak tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi
juga bidang-bidang lain, terutama ekonomi dan sosial budaya
masyarakat. Wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan
berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perlu diantisipasi baik
dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak Pandemi Covid-19
ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan
sosial budaya yang sangat dirasakan pada tahun 2020 sebagai
berikut:

a. Peningkatan kebutuhan fasilitas kesehatan rumah sakit

b. Menurunnya kunjungan wisatawan dan berhentinya aktivitas
industri pariwisata (perhotelan, restoran, kerajinan, dll), dan
aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)

c. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
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Menurunnya arus perdagangan dan permintaan ekspor
Terhambatnya pasokan bahan pangan pokok

Meningkatnya inflasi

Menurunnya omset usaha mikro, kecil dan menengah

Menurunnya pendapatan tenaga kerja

Meningkatnya kebutuhan bantuan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial bagi penduduk
miskin

Meningkatnya kebutuhan listrik, dan pulsa, serta air bersih.

k. Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan.

FER oo

L

f. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024
yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan
utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat
pilar tersebut diterjemah